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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 3,
angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21,
Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6,
angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang;

Mengingat : 1.
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Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5603);

5. Undang-Undang . . .
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 teatang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PiNYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG.

BABT
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Feraturan Pemerintah in: yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,
ruaag laut, dan ruang udara, térmasuk ruang di
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia den meakhluk lain  hidup, melalzukan
kegiatan, dan 1nemelihara kelangsungan hidupnya.

2. Tata Ruang adalah wyjud Struktur Ruang dan Fola
Ruang. .

3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi Masyarakat yang stcara hierarkis
memiliki hubungan fungsic..al.

4. Pold Ruang adalah distribusi peruntukan ruang
dalem suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang
untuk fungsi lindung dan perunitukan ruang untuk
fungsi budi daya. Co

5. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil perencanaan tata ruang.

6. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya
disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci
tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang
dilengkari dengan peraturan zorasi l:ikupaten/kota.

7. Rencana . . .
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Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan
Negara yang selanijutnya disingkat RDTR KPN adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah
negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas
wilayah Indonesia dengan negara lain.

Penataan KRuang adalah suatu sistem proses
Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan
yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengawasan Penataan Ruang.

Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya
pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam
Penataan Ruang. )

Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk
meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan Masyarakat.

Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya
penicapaian tujuan Penataan Ruang melalui
pelaksanaan Perencanasn Tata Ruang, Pemanfaatan
Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk
menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang
meliputi penyusunan dan penetapan RTR.

Pemanfaatan Ruang  adalah upaya  untuk
mewwjudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai
dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan
program teserta pembiayaaraya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya
untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

Pengawasan Penataan ‘Ruang adalah upaya agar
Penyelenggaraan Perfataan Ruang dapat diwujudkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

17, Kesesuaian . . .
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Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah
kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan
Ruang dengar RTR.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
adalah dokumen yang menyatakan Kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaaian Ruang dengan RTR
selain RDTR.

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat
strategis dan belum diatur dalam RTR dengan
mempertimbangkan asas dan tujuan
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Wilayah adalah ruang y#ng merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas
dan  sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budi daya.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas
dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daye alam dengan susunan fungsi kawasax
sebagai tempat permukiman perdesaan, peiayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

26. Kawasan . . .
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Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya
disingkat KSN adalah wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, eckonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan
sebagai warisan dunia.

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi
terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan  serta  merupakan  bagian . tidak
terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak
terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota.

Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak
yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang' yang meliputi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, dan Masyarakat.

Orang adalah orang perseorangan dan/atau
korporasi.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuui
1945.

33. Pemerintah . . .
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Pemerintan Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok
Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,
dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain
dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat
pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang.

Konsultasi Publik adalah partisipasi aktif Masyarakat
untuk mendapatkan masukan, tanggaman, atau
saran perbaikan dalam penyusunan RTR.

Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank
Tanah adalah badan khusus (sui generis) yang
merupakan badan hukum Indonesia vang dibentuk
oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan
khusus untuk mengelola tanah.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.

Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat
UMK adalah wusaha mikro dan wusaha kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kawasan Hutan adalah -wiléyah tertentu yang
ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan
tetap.

Batas Daerah adalah batas daerah antarprovinsi
dan/atau kabupaten/kota.

43. Laut . . .
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Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang
menghubungkan daratan dengan daratan dan
bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan
kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap
unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan
hukum internasional.

Perencanaan Ruang Laut adalah suatu proses untuk
menghasilkan Rencana Tata Ruang Laut dan/atau
Rencana Zonasi untuk menentukan Struktur Ruang
Laut dan Pola Ruang Laut.

Rencana Tata Ruang Laut yang selanjutnya disingkat
RTRL adalah hasil dari proses Perencanaan Tata
Ruang Laut.

Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat
pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan
prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang
secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang
Laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.

Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ
adalah rencana yang menentukan arah penggunaan
sumber daya setiap satuan perencanaan disertai
dengan penetapan Struktur Ruang dan Pola Ruang
pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan
yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta
kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh  Persetujuan  Kesesuaian Liegiatan
Pemanfaatarn Ruang Laut, konfirmasi kesesuaian
ruang laut, dan Perizinan Berusaha pemanfaatan di
Laut.

Kawasan Antarwilayah adalah kawasan laut yang
meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa
teluk, selat, dan Laut.

‘ 50. Kawasan . . .
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Kawasan  Strategis Nasional Tertentu yang
selanjutnya disingkat KSHT adalah kawasan yang
terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian
lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia,
yang pengembangannya diprioritaskan bagi
kepentingan nasional.

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang
selanjutnya disingkat RZ KSN adalah rencana yang
disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan
Ruang Laut di KSN.

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu
yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana
yang disusun untuk menentukan arahan
Pemanfaatan Ruang Laut di KSNT.

Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang
selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang
disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan
Ruang Laut di Kawasan Antarwilayah.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah
rencana yang menentukan arah penggunaan sumber
daya yang disertai dengan penetapan alokasi ruang
pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan
yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta
kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh izin.

Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan
daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil
Laut diukur dari garis pantai, perairan yang
menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari,
teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat
PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-
titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan
garis pangkal Laut kepulauan sesuai dengan hukum
internasional dan nasional.

57. Kawasan . . .
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Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bAgian dari
Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai
sektor kegiatan.

Kawasan Konservasi adalah kawasan yang
mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan
ckosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan
dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara
lain, untuk alur pelayaran, pipa dan/atau kabel
bawah laut, dan migrasi biota laut.

Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang
menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan
kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai
yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya
bergantung pada sumber dayd pesisir dan pulau-
pulau kecil tertentu.

Masyarakat Tradisional adalah Macyarakat perikanan
tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya
dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau
kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang
berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan
kaidah hukum laut internasional.

Lembaga pengelola dan penyelenggara Online Single
Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS
adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
penanaman modal.

Pevizinan Berusaha adalah legelitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulsi dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan Berusaha .Terintegrasi Secara Elektronik
atau Online Single Submission yang selanjutnya
disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem
elektronik yang terintegrasi.

Hari adalah hari kerja.
Pasal 2 . ..
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Pasal 2
Pengaturan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:

a. mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang;

b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh
Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya
dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan

c. mewujudkan keadilan bagi seluruh Pemangku
Kepentingan dalam  Penyelenggaraan Penataan
Ruang.

Pasal 3

Pengaturan  Penataan Ruang  dilakukan  melalui
penyusunan dan penetapan pedoman yang memuat
norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Penataan
Ruang.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mengatur Penyelenggaraan
Penataan Ruang yang meliputi:

a. Perencanaan Tata Ruang;

b. Pemanfaatan Ruang;

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
d. Pengawasan Penataan Ruang;

e. Pembinaan Penataan Ruang; dan
f. kelembagaan Penataan Ruang.

BABII. ..
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BAB I1
PERENCANAAN TATA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk
menghasilkan:

a. rencana umum tata ruang; dan

b. rencana rinci tata ruang.

Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a secara hierarkis terdiri atas:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

b. rencana tata ruang wilayah provinsi;

Cc. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan

d. rencana tata ruang wilayah kota.

Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) nhuruf b terdiri atas:

a. RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ
KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci dari
Rencana Taia Ruang Wilayah Nasional,;

b. RDTR kabupaten sebagai rencana rinci dari
rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan

c. RDTR kota sebagai rencana rinci dari rencana
tata ruang wilayah kota.

Pa§al 6

Perencanaan Tata Ruang meliputi penyusunan dan
penetapan RTR sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. penyusunan . . .
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a. penyusunan rencana umum tata ruang; dan
b. penyusunan rencana rinci tata ruang.

Penetapan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. penetapan rencana umum tata ruang; dan
b. penetapan rencana rinci tata ruang.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib
menyusun dan menyediakan RTR yang telah
ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyediaan RTR yang telah ditetapkan dalam bentuk
digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh
Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai
kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau
usahanya dengan RTR.

Pasal 7

Penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan penyusunan RTR;

b. pengumpulan data;

c. pengolahan dan analisis data;

d. perumusan kcasepsi RTR; dan

€. penyusunan rancangan peraturan tentang RTR.

Penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menghasilkan dokumen:

a. konsepsi RTR, konsepsi RZ KSNT, dan konsepsi
RZ KAW,; dan

b. rancangén ‘peraturan tentang RTR, rancangan
peraturan tentang RZ KSNT, dan rancangan
peraturan tentang RZ KAW.

(3) Penyusunan . . .
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Penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melibatkan peran Masyarakat dan Pemangku
Kepentingan lainnya melalui Konsultasi Publik.

Penyusunan RTR ssbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat menggunakan inovasi teknologi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyustunan RZ KSNT dan RZ KAW sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.

Pasal &8

RTR sebagai hasil dari Perencanaan Tata Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
merupakan acuan bagi:

a. penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang;

b. Pemanfaatan Ruang untuk seluruh kegiatan
pembangunan sektoral dan pengembangan
Wilayah dan Kawasan yang memerlukan Ruang;
dan

c. penerbitan - Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan di Laut serta pemberian hak atas
tanah dan hak pengelolaan.

Pemberian hak atas tanah dan hak pengelolaan
sebagaimana dimaksud .pada ayat (1) huruf c
didasarkan pada peruntukan ruang sesuai RTR.

Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ pada ruang atas tanah
didasarkan pada koefisien dasar bangunan, kcefisien
lantai bangunan, szrta koefisien Pemanfaatan Ruang
lainnya yang merupakan bagian dari RTR.

(4) Pemberian . . .
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(4) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ pada ruang bawah tanah
memperhatikan ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam
bumi yang diatur dalam RTR.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 9
(I) Penyusunan rencana umum tata ruang meliputi:

a. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;

b. penyusunan rencana tata ruang wilayah
provinsi;

C. penyusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten; dan

d. penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.

(2) Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana
umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lama 18 (delapan belas) bulan
terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana
umum tata ruang.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Pasal 10

(1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Menteri.

(2) Rencana . . .
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Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup
ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang
meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
Muatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dirumuskan berdasarkan materi teknis yang
disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.

Pasal 11

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
memperhatikan:

a. rencana pembangunan jangka panjang nasional,

b. rencana pembangunan jangka menengah
nasional;

wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
ketentuan hukum Laut internasional;

perjanjian internasional;

= 0 a0

perkembangan permasalahan regional dan
global serta hasil pengkajian implikasi penataan
ruang nasional;

g upaya pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;

h. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan
pembangunan daerah;

i. daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup;

J- kondisi dan potensi sosial Masyarakat;

k. pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi;

L. kebijakan pembangunan nasional yang bersifat
strategis; dan

m. rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana
tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau
rencana tata ruang wilayah kota.

(2) Rencana . . .
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(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional paling sedikit
memuat:

a.

b.

P Rom oo oo

[ SN
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tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang
wilayah nasional;

rencana Struktur Ruang wilayah nasional yang
meliputi rencana sistem pusat permukiman dan
rencana sistem jaringan prasarana;

rencana Pola Ruang wilayah nasional yang
meliputi Kawasan Lindung yang memiliki nilai
strategis nasional termasuk Kawasan Konservasi
di Laut, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki
nilai strategis nasional termasuk Kawasan
Pemanfaatan Umum;

alur-migrasi biota laut;

penetaparn lokasi KSN;

penetapan lokasi KSNT;

penetapar: lokesi Kawasan Antarwilayah;

arahan Pemanfaatan Ruang yang berisi indikasi
program utama jangka menengah lima tahunan;

strategi kebijakan pengembangan KSN;
strategi kebijakan pengembangan pulau/kepulauan;
strategi kebijakan pengembangan KSNT;

strategi kebijakan pengembangan Kawasan
Antarwilayah,;

arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
wilayah mnasional yang berisi indikasi arahan
zonasi sistem nasional, arahan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif
dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan

arahan kebijakan peruntukan ruang pada
sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung,
waduk, dan mata air. -

(3) Rencana . . .
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Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan
untuk:
penyusunan RTR pulau/kepulauan;
penyusunan RTR KSN;
penyusunan RZ KSNT;
penyusunan RZ KAW;
penyusunan RDTR KPN;

™o a0 oo P

penyusunan rencana tata ruang wilayah
provinsi;

g. penyusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota;

h. penyusunan rencana pembangunan jangka
panjang nasional,;

i. penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah nasional,

J. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang di wilayah nasional; dan

k. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan  perkembangan  antarwilayah
provinsi, serta keserasian antarsektor.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dituangkan ke
dalam peta dengan tingkat Kketelitian skala
1:1.000.000.

Pasal 12

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a
meliputi:

a. proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;

b. pelibatan peran Masyarakat di tingkat nasional
dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional; dan

c. pembahasan . . .
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pembahasan rancangan Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional oleh Pemangku Kepentingan di

tingkat nasional.

Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan melalui tahapan:

a.

persiapan penyusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja; dan
2. penetapan metodologi yang digunakan.
pengumpulan data paling sedikit:

data wilayah administrasi;

data dan informasi kependudukan;
data dan informasi bidang pertanahan;
data dan informasi kebencanaan;

data dan informasi kelautan; dan

A

peta dasar dan peta tematik yang
dibutuhkan.

pengolahan data dan analisis paling sedikit:

1. analisis potensi dan permasalahan regional
dan global; dan

2. analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang terintegrasi dengan
kajian lingkungan hidup strategis.

perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional; dan

penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b angka 6 merupakan peta rupabumi Indonesia
dan/atau peta dasar lainnya.

(4) Peta . . .
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Peta rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan integrasi kajian lingkungan hidup
strategis dalam penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c angka 2 diatur dengan Peraturan
Menteri.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

(1)

(3)

(4)

Pasal 13

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
provinsi.

Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup muatan
pengaturan Perairan Pesisir.

Muatan pengaturan Perairan Pesisir sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan
materi teknis yang disusun oleh perangkat daerah
provinsi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

Materi teknis muatan Perairan Pesisir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus
mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan.

(2) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyusunan materi teknis dan prosedur pemberian
persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan.

Pasal 15

Rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. ‘RTR pulau/kepulauan; |

c. RTRKSN;

d. RZKAW; dan

e. RZ KSNT.

Rencana tata ruang wilayah provinsi memperhatikan:
a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;

b. rencana pembangunan jaangka menengah
nasional;

c. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;

rencana pembangunan jangka menengah
provinsi;

e. rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana
tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau rencana
tata ruang wilayah kota yang berbatasan;

f.  wawasan nusantara dan ketahanan nasional;

g. perkembangan permasalahan regional dan global
serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang
nasional;

h. upaya pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan serte stabilitas ekonomi;

i.  keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan
pembangunan daerah;

j-daya . ..
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daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup;

kondisi dan potensi sosial Masyarakat;

pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan

kebijakan pembangunan nasional yang bersifat
strategis.

Rencana tata ruang wilayah provinsi paling sedikit
memuat:

a.

b.

tuyjuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang
wilayah provinsi;

rencana Struktur Ruang wilayah provinsi yang
meliputi rencana sistem pusat permukiman dan
rencana sistemn jaringan prasarana,

rencana Pola Ruang wilayah provinsi yang
meliputi Kawasan Lindung yang memiliki nilai
strategis provinsi termasuk Kawasan Konservasi
di Laut, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki
nilai strategis provinsi termasuk Kawasan
Pemanfaatan Umum;

alur migrasi biota laut;

arahan Pemanfaatan Ruang wilayah provinsi
yang berisi indikasi program utama jangka
menengah lima tahunan;

arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan
zonasi sistem provinsi, arahan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif
dan disinsentif, serta arahan sanksi;

kebijakan pengembangan Kawasan Strategis
Provinsi;

arahan  kebijakan pengenibangan  wilayah
kabupaten/kota; dan

arahan kebijakan peruntukan ruang pada
sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung,
waduk, ¢an mata air.

(4) Rericana . . .
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Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan

untuk:

a. penyusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten;

b. penyusunan rencana tata ruang wilayah kota;
penyusunan rencana pembangunan jangka
panjang daerah provinsi;

d. penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah daerah provinsi;

e. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian

- Pemanfaatan Ruang dalam wilayah provinsi;

f. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan  perkembangan  antarwilayah
kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
dan

g. penetapan lokas. dan fungsi ruang untuk

investasi.

Rencana tata ruang wilayah provinsi dituangkan ke
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000.

Pasal 16

Penyusunan rencana tata .ruang wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf b meliputi:

a.

b.

proses penyusunain rencana tata ruang wilayah
provinsi;

pelibatan peran Masyarakat di provinsi dalam
penyusunan rencana tata ruang wilayah
provinsi; dan

pembahasan rancangan rencana tata ruang
wilayah provinsi oleh Pemangku Kepentingan di
provinsi.

12) Proses . . .
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Proses Penyusunan rencana tata ruang wilayah
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui tahapan:

a.

persiapan penyusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja; dan
2. penetapan metodologi yang digunakan.
pengumpulan data paling sedikit:

data wilayah administrasi;

data dan informasi kependudukan;
data dan informasi bidang pertanahan,;
data dan informasi kebencanaan;

data dan informasi kelautan; dan

A o

peta dasar dan peta tematik yang
dibutuhkan.

pengolahan data dan analisis paling sedikit:

1. analisis potensi dan permasalahan regional
dan global; dan

2. analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang terintegrasi dengan
kajian lingkungan hidup strategis.

perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah
provinsi; dan

penyusunan rancangan peraturan tentang
rencana tata ruang wilayah provinsi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b angka 6 merupakan peta rupabumi Indonesia
dan/atau peta dasar lainnya.

Peta rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

(5) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan integrasi kajian lingkungan hidup
strategis dalam penyusunan rencana tata ruang
wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ angka 2 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 17

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit
mengacu pada:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

2. RTR pulau/kepulauan;

c. RTRKSN; dan

d. rencana tata ruang wilayah previnsi.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten

memperhatikan:

a. rencana pembargunan jangka panjang daerah
provinsi;

b. rencana pembangunan jangka menengah daerah
provinsi;

c. rencana pembangunan jangka panjang daerah
kabupaten;

d. rencana . . .
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rencana pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten,;

perkembangan permasalahan regional dan global
serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang
kabupaten;

upaya pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;

keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan
pembangunan daerah;

daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup;

kondisi dan potensi sosial Masyarakat;

neraca penatagunaan tanah dan neraca
penatagunaan sumber daya air;

pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan

kebijakan pembangunan nasional yang bersifat
strategis.

(3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit
memuat:

a.

b.

SK No 093539 A

tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang
wilayah kabupaten;

rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten yang
meliputi rencana sistem pusat permukiman dan
rencana sistem jaringan prasarana;

rencana Pola Ruang wilayah kabupaten yang
meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan
Kawasan Budi Daya kabupaten, termasuk
rencana penyediaan ruang terbuka hijau di
kawasarn perkotaan;

arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten
yang berisi indikasi program utama jangka
menengah lima tahunan;

e. ketentuan . . .
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ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum
zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan
disinsentif, serta arahan sanksi;

kebijakan pengembangan kawasan strategis
kabupaten;

kebijakan pengembangan wilayah kabupaten;
dan

peruntukan ruang pada sempadan pantai,
sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata
air.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi
acuan untuk:

a.
b.

penyusunan RDTR kabupaten;

penyusunan rencana pembangunan jangka
panjang daerah kabupaten;

penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah daerah kabupaten;

Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten;

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan antarsektor; dan

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk
investasi.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten dituangkan ke
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000.

Pasal 19

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c
meliputi:

a. proses . . .
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proses penyusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten;

pelibatan peran Masyarakat di kabupaten dalam
penyusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten; dan

pembahasan rancangan rencana tata ruang
wilayah kabupaten oleh Pemangku Kepentingan
di kabupaten.

Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan melalui tahapan:

a.

persiapan penyusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja; dan
2. penetapan metodologi yang digunakan.
pengumpulan data paling sedikit:

1. data wilayah administrasi;

data dan informasi kependudukan;

3. data dan informasi bidang pertanahan;
4. data dan informasi kebencanaan; dan
S. peta dasar dan peta tematik yang

dibutuhkan.
pengolahan data dan analisis paling sedikit:

1. analisis potensi dan permasalahan regional
dan global; dan

2. analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang terintegrasi dengan
kajian lingkungan hidup strategis.

perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah

kabupaten; dan

penyusunan rancangan peraturan tentang
rencana tata ruang wilayah kabupaten
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Peta . . .
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Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b angka 5 merupakan peta rupabumi Indonesia
dan/atau peta dasar lainnya.

Peta rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan integrasi kajian lingkungan hidup
strategis dalam penyusunan rencana tata ruang
wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ angka 2 diatur dengan Peraturan
Menteri.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

(1)

(2)

(1)

Pasal 20

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kota.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 21

Rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit
mengacu pada:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
b. RTR pulau/kepulauan;
c. RTR KSN; dan

rencana tata ruang wilayah provinsi.

(2) Rencana . . .
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Rencana tata ruang wilayah kota memperhatikan:

a.

b.

rencana pembangunan jangka panjang daerah
provinsi;

rencana pembangunan jangka menengah daerah
provinsi;

rencana pembangunan jangka panjang daerah
kota;

rencana pembangunan jangka menengah daerah
kota;

perkembangan permasalahan regional dan global
serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang
kota;

upaya pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;

keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan
pembangunan daerah;

daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup;
kondisi dan potensi sosial Masyarakat;

neraca penatagunaan tanah dan neraca
penatagunaan sumber daya air;

pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan

kebijakan pembangunan nasional yang bersifat
strategis.

Rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit

memuat:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang
wilayah kota;

b. rencana Struktur Ruang wilayah kota yang
meliputi rencana sistem pusat pelayanan dan
rencana sistem jaringan prasarana,

c. rencana Pola Ruang wilayah kota yang meliputi

Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya,
termasuk rencana penyediaan ruang terbuka
hijau;

d. arahan . ..
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arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kota yang
berisi indikasi program utama jangka menengah
lima tahunan;

ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
wilayah kota yang berisi ketentuan umum
zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan
disinsentif, serta arahan sanksi;

kebijakan pengembangan kawasan strategis
kota;

kebijakan pengembangan wilayah kota;

peruntukan ruang pada sempadan pantai,

sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata

air; dan

rencana penyediaan dan pemanfaatan:

1. ruang terbuka hijau publik dan
pendistribusiannya;

2. ruang terbuka hijau privat;

3. ruang terbuka nonhijau;

4. prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki,
angkutan umum, kegiatan sektor informal;
dan

5. ‘'ruang evakuasi bencana.

(4) Rencana tata ruang wilayah kota menjadi acuan

untuk:

a. penyusunan RDTR kota;

b. penyusunan rencana pembangunan jangka
panjang daerah kota;

C. penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah daerah kota;

d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian

SK No 093544 A

Pemanfaatan Ruang di wilayah kota;

e. perwujudan . . .
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e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan antarsektor; dan

f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk
investasi.

Rencana tata ruang wilayah kota dituangkan ke
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000.

Pasal 22

Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (3) huruf c diatur dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang
terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang
wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari luas wilayah kota;

b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang
terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang
wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen)
dari luas wilayah kota; dan

c. apabila luas ruang terbuka hijau, sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki
total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh
persen), proporsi tersebut harus tetap
dipertahankan keberadaannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan
pemanfaatan ruang terbuka hijau diatur dengan
Peraturan Menterti.

Pasal 23

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf d meliputi:

a. proses penyusunan rencana tata ruang wilayah
kota;

b. pelibatan . . .
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pelibatan peran Masyarakat di kota dalam
penyusunan rencana tata ruang wilayah kota;
dan

pembahasan rancangan rencana tata ruang
wilayah kota oleh Pemangku Kepentingan di
kota.

Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui tahapan:

a.

persiapan penyusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja; dan
2. penetapan metodologi yang digunakan.
pengumpulan data paling sedikit:

1. data wilayah administrasi;

data dan informasi kependudukan;

3. data dan informasi bidang pertanahan;
4. data dan informasi kebencanaan; dan
S. peta dasar dan peta tematik yang

dibutuhkan.
pengolahan data dan analisis paling sedikit:

1. analisis potensi dan permasalahan regional
dan global; dan

2. analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang terintegrasi dengan
kajian lingkungan hidup strategis.

perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah

kota; dan

penyusunan rancangan peraturan tentang
rencana tata ruang wilayah kota dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Peta . . .
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Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b angka 5 merupakan peta rupabumi Indonesia
dan/atau peta dasar lainnya.

Peta rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan integrasi kajian lingkungan hidup
strategis dalam penyusunan rencana tata ruang
wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ angka 2 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang

(1)

(2)

Paragraf 1
Umum

Pasal 24
Penyusunan rencana rinci tata ruang meliputi:
a. penyusunan RTR pulau/kepulauan;
penyusunan RTR KSN;
penyusunan RZ KAW;
penyusunan RZ KSNT;
penyusunan RDTR KPN; dan

I

penyusunan RDTR kabupaten/kota.

Jangka waktu penyusunan dan penetapan RTR
pulau/kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, RTR KSN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, RZ KAW sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, RZ KSNT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan RDTR KPN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dimulainya
penyusunan RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ
KAW, RZ KSNT, atau RDTR KPN yang dimaksud.

(3) Jangka . . .
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Jangka waktu penyusunan dan penetapan RDTR
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung
sejak dimulainya pelaksanaan penyusunan RDTR
kabupaten/kota.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

Pasal 25

Penyusunan RTR pulau/kepulauan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Menteri.

Pulau/kepulauan . sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pulau-pulau besar dan gugusan
kepulauan yang memiliki satu kesatuan ekosistem.

Pulau-pulau besar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali,
Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua.

Gugusan kepulauan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi gugusan Kepulauan Maluku dan
gugusan Kepulauan Nusa Tenggara.

Penyusunan RTR pulau/kepulauan dilaksanakan
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan Kriteria
yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 26

RTR pulau/kepulauan mengacu pada Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional.

RTR pulau/kepulauan memperhatikan:
a. rencana pembangunan jangka panjang nasional,

b. rencana pembangunan jangka menengah
nasional;

C. rencana. . .
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rencana pembangunan jangka panjang provinsi
yang menjadi bagian pulau/kepulauan;

rencana pembangunan jangka menengah
provinsi yang menjadi bagian pulau/kepulauan;

wawasan nusantara dan ketahanan nasional,;

perkembangan permasalahan regional dan global
serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang
nasional;

upaya pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;

keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan
pembangunan daerah;

optimasi pemanfaatan ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam
bumi;

RTR KSN;
RZ KSNT;
RZ KAW,; dan

rencana tata ruang wilayah provinsi yang
menjadi bagian pulau/kepulauan.

RTR pulau/kepulauan paling sedikit memuat:

a.

b.

tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang
pulau/kepulauan;

rencana Struktur Ruang pulau/kepulauan yang
meliputi rencana sistem pusat permukiman dan
rencana sistem jaringan prasarana;

rencana Pola Ruang pulau/kepulauan yang
meliputi Kawasan Lindung pulau/kepulauan dan
Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis
nasional;

arahan Pemanfaatan Ruang yang berisi indikasi
program utama jangka menengah lima tahunan;

strategi kebijakan pengembangan pulau/kepulauan;

f. arahan . ..
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arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
pulau/kepulauan yang berisi indikasi arahan
zonasi sistem nasional, arahan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif
dan disinsentif, serta arahan sanksi;

arahan kebijakan peruntukan ruang pada
sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung,
waduk, dan mata air; dan

penetapan kecukupan luas Kawasan Hutan dan
penutupan hutan pada setiap daerah aliran
sungai di pulau/kepulauan dalam rangka
pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan
kondisi biogeofisik, iklim, kependudukan, dan
sosial ekonomi wilayah pulau/kepulauan.

RTR pulau/kepulauan menjadi acuan untuk:

a.
b.

penyusunan RTR KSN;

penyusunan rencana tata ruang wilayah
provinsi;

penyusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten;

penyusunan rencana tata ruang wilayah kota;
penyusunan rencana pembangunan jangka
panjang nasional;

penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah nasional,

Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang di wilayah nasional,

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan  perkembangan = antarwilayah
provinsi, dan/atau keserasian antarsektor; dan

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk
investasi.

RTR pulau/kepulauan dituangkan ke dalam peta
dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000.

Pasal 27 . ..
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Pasal 27

Penyusunan RTR pulau/kepulauan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:

a. proses penyusunan RTR pulau/kepulauan;

b. pelibatan peran Masyarakat regional
pulau/kepulauvan dalam penyusunan RTR
pulau/kepulauan; dan

c. pembahasan rancangan RTR pulau/kepulauan
oleh Pemangku Kepentingan di tingkat regional
pulau/kepulauan.

Proses penyusunan RTR pulau/kepulauan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui tahapan:

a.

persiapan penyusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja; dan
2. penetapan metodologi yang digunakan.
pengumpulan data paling sedikit:

1. data wilayah administrasi;

data dan informasi kependudukan;
data dan informasi bidang pertanahan;

data dan informasi kebencanaan; dan

@ s LN

peta dasar dan peta tematik yang
dibutuhkan.

pengolahan data dan analisis paling sedikit:

1. analisis potensi dan permasalahan regional
dan global; dan

2. analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang terintegrasi dengan
kajian lingkungan hidup strategis.

perumusan konsepsi RTR pulau/kepulauan; dan

penyusunan rancangan peraturan presiden
tentang RTR pulau/kepulauan.

(3) Peta . ..
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Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b angka 5 merupakan peta rupabumi Indonesia
dan/atau peta dasar lainnya.

Peta rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan integrasi kajian lingkungan hidup
strategis dalam penyusunan RTR pulau/kepulauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2
diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

SK No 087072 A

(3)

(4)

(S)

Pasal 28

Penyusunan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri.

RTR KSN dapat mencakup ruang perairan sampai
batas luasan tertentu sesuai kebutuhan dan/atau
sudut kepentingan Kawasan.

Substansi RTR KSN di ruang perairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan
materi teknis yang disusun oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan.

Ketentuan lebih lanjut  mengenai prosedur
penyusunan materi teknis ruang  perairan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.

Penyusunan RTR KSN dilaksanakan sesuai dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur
dengan Peraturan Menteri.

(6) Penyusunan . . .
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Penyusunan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan,
melestarikan, melindungi dan/atau mengintegrasikan
pembangunan dan pengelolaan kawasan yang bernilai
strategis nasional dalam mendukung penataan ruang
wilayah nasional.

Pasal 29

Penyusunan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf b dilaksanakan pada Kawasan
yang mempunyai nilai strategis nasional.

Kawasan yang mempunyai nilai strategis nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kawasan strategis dari sudut Kkepentingan
pertahanan dan keamanan;

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi,

c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial
dan budaya;

d. kawasan strategis dari sudut kepentingan
pendayagunaan sumber daya alam dan/atau
teknologi tinggi; dan/atau

e. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 30

KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a
ditetapkan dengan kriteria:

a.

kawasan dengan peruntukan bagi kepentingan
pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara
berdasarkan geostrategi nasional;

kawasan dengan peruntukan bagi pangkalan militer
atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi
militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan
militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan
berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan
peralatan pertahanan berbahaya lainnya, objek vital
nasional yang Dbersifat strategis, kepentingan
pertahanan udara, kawasan industri sistem
pertahanan, dan aset-aset pertahanan lainnya;
dan/atau

c. wilayah . . .
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c. wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk
kawasan perbatasan negara dan perairan di sekitar
PPKT yang berbatasan langsung dengan negara
tetangga dan/atau laut lepas.

Pasal 31

KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b
ditetapkan dengan Kriteria:

a. kawasan yang memiliki sektor unggulan yang dapat
menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;

b. kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat
tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan
terhadap ekonomi nasional,

c. kawasan yang memiliki potensi ekspor;

kawasan yang memiliki karakteristik perkotaan
besar/metropolitan yang berfungsi sebagai simpul
logistik, pelayanan perdagangan dan jasa, budaya,
pendidikan, riset, dan/atau pengembangan teknologi;

e. kawasan yang memiliki kegiatan ekonomi yang
memanfaatkan teknologi tinggi;

f. kawasan yang berfungsi penting dalam mewujudkan
ketahanan pangan nasional; dan/atau

g. kawasan yang berfungsi penting dalam mewujudkan
ketahanan energi nasional.

Pasal 32

KSN dari sudut kepentingan sosial dan budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c
ditetapkan dengan Kriteria:

a. kawasan pelestarian dan pengembangan adat istiadat
atau budaya;

b. kawasan prioritas dalam peningkatan kualitas sosial
dan budaya;

c. kawasan . . .
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kawasan perlindungan dan pelestarian aset budaya;
kawasan perlindungan peninggalan budaya;

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
keanekaragaman budaya; dan/atau

kawasan yang memiliki potensi kerawanan terhadap
konflik sosial.

Pasal 33

KSN dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya
alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan

kriteria:

a. kawasan yang memiliki fungsi pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi;

b. kawasan yang memiliki sumber daya alam strategis;
kawasan yang memiliki fungsi sebagai pusat
pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan
industri kedirgantaraan/kelautan;

d. kawasan yang memiliki fungsi sebagai pusat
pengendalian tenaga atom dan nuklir; dan/atau

e. kawasan yang memiliki fungsi sebagai lokasi dan

posisi geografis penggunaan teknologi
kedirgantaraan/kelautan dan  teknologi tinggi
strategis lainnya.

Pasal 34

KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Kkriteria:

a.
b.

kawasan perlindungan keanekaragaman hayati;

kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan
ekosistem, flora, fauna, dan/atau biota laut yang
hampir punah atau diperkirakan akan punah yang:
harus dilindungi dan/atau dilestarikan,;

c. kawasan . . .
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kawasan yang memberikan perlindungan
keseimbangan tata guna air yang setiap tahun
berpeluang menimbulkan kerugian;

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
keseimbangan iklim makro;

kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan
kualitas lingkungan hidup;

kawasan rawan bencana alam;
kawasan yang berupa taman bumi; dan/atau

kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan
rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap
kelangsungan kehidupan.

Pasal 35
RTR KSN mengacu pada:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. RTR pulau/kepulauan; dan
c. RZKAW.
RTR KSN memperhatikan:
a. rencana pembangunan jangka panjang nasional,

b. rencana pembangunan jangka menengah
nasional;

Cc. wawasan nusantara dan ketahanan nasional;

perkembangan permasalahan regional dan global
serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang
nasional;

€. upaya pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;

f.  keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan
pembangunan daerah;

g. kondisi dan potensi sosial Masyarakat;

h. neraca . ..
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neraca penatagunaan tanah dan neraca
penatagunaan sumber daya air;

optimasi pemanfaatan ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam
bumi; dan

rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana
tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau rencana
tata ruang wilayah kota terkait.

(3) RTR KSN paling sedikit memuat

a.

b.

tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang
KSN;

rencana Struktur Ruang KSN yang meliputi
rencana sistem pusat permukiman dan rencana
sistem jaringan prasarana,;

rencana Pola Ruang KSN yang meliputi Kawasan
Lindung yang memiliki nilai strategis nasional
termasuk Kawasan Konservasi di Laut, dan
Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis
nasional termasuk Kawasan Pemanfaatan
Umum;

alur migrasi biota laut;

arahan Pemanfaatan Ruang yang berisi indikasi
program utama jangka menengah lima tahunan;

strategi kebijakan pengembangan KSN;

arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSN
yang berisi indikasi arahan zonasi sistem
nasional, arahan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan
disinsentif, serta arahan sanksi; dan

arahan kebijakan peruntukan ruang pada
sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung,
waduk, dan mata air.

(4) RTR KSN menjadi acuan untuk:

a.

penyusunan rencana tata ruang wilayah
provinsi;

b. penyusunan . . .
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penyusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten,;

penyusunan rencana tata ruang wilayah kota;
penyusunan rencana pembangunan jangka
panjang nasional;

penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah nasional,

Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang di wilayah nasional,;

perwujudan keterpaduan, Kketerkaitan, dan
keseimbangan  perkembangan  antarwilayah
provinsi, dan/atau keserasian antarsektor; dan

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk
investasi.

RTR KSN dituangkan ke dalam peta dengan tingkat
ketelitian skala 1:50.000.

Dalam hal KSN merupakan kawasan perkotaan yang
diamanatkan. oleh peraturan perundang-undangan,
maka RTR dimaksud dituangkan ke dalam peta
dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000.

Pasal 36

Penyusunan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:

a.
b.

proses penyusunan RTR KSN;

pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan
RTR KSN; dan

pembahasan rancangan RTR KSN oleh
Pemangku Kepentingan.

Proses penyusunan RTR KSN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

a.

persiapan penyusunan meliputi:
1. penyusunan kerangka acuan kerja; dan

2. penetapan metodologi yang digunakan.

b. pengumpulan . . .
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b. pengumpulan data paling sedikit:

data wilayah administrasi;

data dan informasi kependudukan;
data dan informasi bidang pertanahan;
data dan informasi kebencanaan;

data dan informasi kelautan; dan

A T o

peta dasar dan peta tematik yang
dibutuhkan.

c. pengolahan data dan analisis paling sedikit:

1. analisis potensi dan permasalahan regional
dan global; dan

2. analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang terintegrasi dengan
kajian lingkungan hidup strategis.

d. perumusan konsepsi RTR KSN; dan

e. Penyusunan rancangan Peraturan Presiden

tentang RTR KSN.

Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b angka 6 merupakan peta rupabumi Indonesia
dan/atau peta dasar lainnya.

Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mencantumkan garis pantai yang terdiri atas:

a. garis pantai yang ditetapkan oleh badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang informasi geospasial; dan

b. garis pantai sesuai kebutuhan RTR yang
digambarkan dengan simbol dan/atau warna
khusus.

(6) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan integrasi kajian lingkungan hidup
strategis dalam penyusunan RTR KSN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ angka 2 diatur
dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah

(1)

(4)

(6)

Pasal 37

Penyusunan RZ KAW sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan.

RZ KAW meliputi:

a. rencana zonasi teluk;

b. rencana zonasi selat; dan
c. rencana zonasi Laut.

Teluk, selat, dan Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan kawasan yang berada pada
perairan pedalaman yang berupa Laut pedalaman,
perairan kepulauan, dan/atau Laut teritorial yang
berada di wilayah lintas provinsi.

Penamaan dan letak geografis teluk, selat, dan Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan pada peta Laut
Indonesia dan/atau peta rupabumi Indonesia.

Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Wilayah perencanaan RZ KAW meliputi satu kesatuan
wilayah teluk, selat, atau Laut.

Pasal 38 . ..
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Pasal 38

Penyusunan RZ KAW mengacu pada Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional.

Penyusunan RZ KAW paling sedikit memperhatikan:

a.
b.

@ ™0 a0

i.
J-

k.

rencana pembangunan jangka panjang nasional;

rencana pembangunan jangka menengah
nasional,

RTR pulau/kepulauan;

RTR KSN;

RZ KSNT;

rencana tata ruang wilayah provinsi;

kawasan, zona, dan/atau Alur Laut yang telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

ruang penghidupan dan akses nelayan Kkecil,
nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

wilayah masyarakat hukum adat;

data dan informasi kebencanaan; dan

ketentuan hukum laut internasional.

RZ KAW paling sedikit memuat:

a.

tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang
Laut;

rencana Struktur Ruang Laut;
rencana Pola Ruang Laut;

arahan Pemanfaatan Ruang yang berisi indikasi
program utama jangka menengah lima tahunan;

strategi kebijakan pengembangan Kawasan; dan
arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

(4) RZ KAW . . .
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RZ KAW menjadi acuan untuk:

a.
b.

g.

penyusunan RTR KSN;

penyusunan rencana tata ruang wilayah
provinsi,

penyusunan rencana pembangunan jangka
panjang nasional;

penyusunan rencana pembangunan jangka

menengah nasional;
Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang di Kawasan Antarwilayah;

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan  perkembangan  antarwilayah
provinsi, dan/atau keserasian antarsektor; dan

penetapan lokasi dan fungsi ruang laut untuk
investasi.

RZ KAW dituangkan ke dalam peta dengan tingkat
ketelitian skala paling kecil 1:500.000.

Pasal 39

RZ KAW disusun dengan tahapan:

oo op

f.

pengumpulan dan pengolahan data;
penyusunan dokumen awal RZ KAW,
Konsultasi Publik pertama;
penyusunan dokumen antara RZ KAW;
Konsultasi Publik kedua; dan
penyusunan dokumen final RZ KAW.

Pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa data sekunder
yang paling sedikit terdiri atas:

a.

peta dasar, yang paling sedikit memuat unsur:
1. garis pantai;

2. hipsografi; dan

3. batas wilayah.

b. data . . .
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b. data tematik, yang berupa:

1. sistem jaringan prasarana Laut atau utilitas
Laut;

bangunan dan instalasi di Laut;
oseanografi;

ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
wilayah pertahanan laut,;

sumber daya ikan;

N s N

Pemanfaatan Ruang pesisir dan/atau Laut
yang telah ada dan rencana pemanfaatan
pesisir dan/atau Laut; dan

8. data dan informasi kebencanaan.

Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan peta rupabumi Indonesia
dan/atau peta dasar lainnya.

Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Penyusunan dokumen awal RZ KAW sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui
tahapan analisis data sekunder dan/atau data hasil
survei lapangan yang menghasilkan peta tematik dan
deskripsi potensi, dan kegiatan pemanfaatan sumber
daya laut Kawasan Antarwilayah.

Konsultasi Publik pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ dilaksanakan untuk
mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran
perbaikan terhadap dokumen awal RZ KAW.

Dokumen antara RZ KAW sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perbaikan
dokumen awal RZ KAW Dberdasarkan masukan,
tanggapan, dan saran perbaikan yang diperoleh
dalam Konsultasi Publik pertama.

(8) Konsultasi . . .
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(8) Konsultasi Publik kedua sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk mendapatkan
masukan, tanggapan atau saran perbaikan terhadap
dokumen antara RZ KAW.

(9) Dokumen final RZ KAW sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f merupakan hasil perbaikan dokumen
antara berdasarkan masukan, tanggapan, atau saran
perbaikan Konsultasi Publik kedua.

(10) Dokumen final RZ KAW sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) merupakan bahan untuk penyusunan
rancangan peraturan presiden tentang RZ KAW.

Pasal 40

Dalam hal data sekunder sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (2) belum memenuhi standar kualitas dan
kuantitas yang dilengkapi dengan metadata, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dapat melakukan pengumpulan data primer
melalui survei lapangan.

Pasal 41

(1) Dalam proses penyusunan dokumen antara RZ KAW
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)
huruf d paling sedikit dilakukan analisis tumpang
susun peta dan analisis kesesuaian perairan untuk
menghasilkan usulan rencana Struktur Ruang Laut
dan rencana Pola Ruang Laut.

(2) Berdasarkan usulan rencana Struktur Ruang Laut
dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) selanjutnya dilakukan penyusunan
dokumen antara RZ KAW yang memuat hasil
penentuan Kawasan Pemanfaatan Umum yang
dijabarkan dalam zona, Kawasan Konservasi di Laut
dan/atau Alur Laut.

(3) Dokumen . . .
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(3) Dokumen antara RZ KAW dituangkan dalam
sistematika yang paling sedikit terdiri atas:

a. latar belakang penyusunan RZ KAW yang
memuat dasar hukum, profil wilayah, isu
strategis, dan peta wilayah perencanaan;

b. deskripsi potensi sumber daya dan kegiatan
pemanfaatan sumber daya di Kawasan
Antarwilayah;

c. rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola
Ruang Laut;

rencana Pemanfaatan Ruang Laut;
rencana pengelolaan sumber daya;

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;

® oo o

lampiran peta tematik, peta rencana Struktur
Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut; dan

h. konsepsi rancangan peraturan presiden tentang
RZ KAW.

Pasal 42

Ketentuan mengenai proses penyusunan RZ KAW sesuai
dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
kelautan.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SK No 087126 A

Pasal 43

(1) Penyusunan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan.

(2) RZ KSNT . . .
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RZ KSNT disusun pada:

a. perairan di sekitar situs warisan dunia alami di
Laut; dan/atau

b. perairan di sekitar kawasan pengendalian
lingkungan hidup.

RZ KSNT pada perairan di sekitar situs warisan dunia
alami di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a ditetapkan dengan kriteria:

a. memiliki fitur fisik dan formasi biologi atau
gabungan keduanya yang bernilai universal luar
biasa di Laut dari sudut pandang keindahan
atau ilmu pengetahuan,;

b. memiliki fitur geologis dan formasi fisiografis
dalam area tertentu sebagai habitat biota Laut
langka yang bernilai universal luar biasa di Laut
dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan
konservasi; dan/atau

c. berupa situs alami atau area tertentu yang
bernilai universal luar biasa di Laut dari sudut
pandang ilmu pengetahuan, konservasi, dan
keindahan alamiah.

RZ KSNT pada perairan di sekitar kawasan
pengendalian  lingkungan  hidup  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan
kriteria:

a. kawasan yang merupakan daerah cadangan
karbon biru; dan/atau

b. kawasan yang signifikan secara ekologis dan
biologis.

Pasal 44

Penyusunan RZ KSNT mengacu pada Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional.

(2) Penyusunan . . .
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Penyusunan RZ KSNT paling sedikit memperhatikan:
a. RTR pulau/kepulauan;

b. RTR KSN;

C. rencana tata ruang wilayah provinsi;

d. rencana tata ruang wilayah kabupaten;

e. rencana tata ruang wilayah kota;

f.  rencana pembangunan jangka panjang nasional;

g. rencana pembangunan jangka menengah
nasional;

h. keterkaitan antara ekosistem darat dan

ekosistem laut dalam satu bentang alam ekologis
(bioekoregion);

i. kawasan, zona, dan/atau Alur Laut yang telah
ditetapkan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan,;

J-  ruang penghidupan dan akses nelayan kecil,

nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

wilayah masyarakat hukum adat;
data dan informasi kebencanaan; dan
ketentuan hukum laut internasional.

k.

L

m.

RZ KSNT paling sedikit memuat:
a.

latar belakang penyusunan RZ KSNT yang
memuat dasar hukum, profil wilayah, isu
strategis, dan peta wilayah perencanaan;

b. deskripsi potensi sumber daya dan kegiatan
pemanfaatan sumber daya di KSNT;

c. isu-isu strategis wilayah;
d. rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola
Ruang Laut;

e. rencana Pemanfaatan Ruang;
f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
g rencana pengelolaan sumber daya;

h. lampiran . . .
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lampiran peta tematik dan peta rencana zonasi,;
dan

konsepsi rancangan Peraturan Presiden tentang
RZ KSNT.

RZ KSNT menjadi acuan untuk rencana tata ruang
wilayah provinsi.

RZ KSNT dituangkan ke dalam peta dengan tingkat
ketelitian skala 1:50.000.

Pasal 45

Penyusunan RZ KSNT dilaksanakan dengan tahapan:

o a0 op

f.

pengumpulan dan pengolahan data;
penyvusunan dokumen awal RZ KSNT;
Konsultasi Publik pertama;
penyusunan dokumen antara RZ KSNT,;
Konsultasi Publik kedua; dan
penyusunan dokumen final RZ KSNT.

Pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa data sekunder
yang paling sedikit terdiri atas:

a.

peta dasar, yang paling sedikit memuat unsur:
1. garis pantai;

2. hipsografi; dan

3. batas wilayah.

data tematik, yang berupa:

1. sistem jaringan prasarana Laut atau utilitas
Laut;

bangunan dan instalasi di Laut;

oseanografi;

ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
wilayah pertahanan laut;

L

6. sumber. . .
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6. sumber daya ikan; dan

7. Pemanfaatan Ruang pesisir dan/atau Laut
yang telah ada dan rencana pemanfaatan
pesisir dan/atau Laut.

Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan Peta Rupabumi Indonesia
dan/atau peta dasar lainnya.

Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Penyusunan dokumen awal RZ KSNT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui
tahapan hasil analisis data sekunder dan/atau data
hasil survei lapangan yang menghasilkan peta
tematik dan deskripsi potensi, dan kegiatan
pemanfaatan sumber daya laut KSNT.

Konsultasi Publik pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ dilaksanakan untuk
mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran
perbaikan terhadap dokumen awal RZ KSNT.

Dokumen antara RZ KSNT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perbaikan
dokumen awal RZ KSNT berdasarkan masukan,
tanggapan, dan saran perbaikan yang diperoleh
dalam Konsultasi Publik pertama.

Konsultasi Publik kedua sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk mendapatkan
masukan, tanggapan atau saran perbaikan terhadap
dokumen antara RZ KSNT.

Dokumen final RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f merupakan hasil perbaikan dokumen
antara berdasarkan masukan, tanggapan atau saran
perbaikan Konsultasi Publik kedua.

Dokumen final RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) merupakan bahan untuk penyusunan
rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KSNT.

Pasal 46 . ..
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Pasal 46

Dalam hal data sekunder sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (2) belum memenuhi standar kualitas dan
kuantitas yang dilengkapi dengan metadata, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dapat melakukan pengumpulan data primer
melalui survei lapangan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 47

Dalam proses penyusunan dokumen antara RZ KSNT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)
huruf d paling sedikit dilakukan analisis tumpang
susun peta dan analisis kesesuaian perairan untuk
menghasilkan usulan rencana Struktur Ruang Laut
dan rencana Pola Ruang Laut.

Berdasarkan usulan rencana Struktur Ruang Laut
dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) selanjutnya dilakukan penyusunan
dokumen antara RZ KSNT yang memuat hasil
penentuan Kawasan Pemanfaatan Umum yang
dijabarkan dalam zona, Kawasan Konservasi di Laut
dan/atau Alur Laut.

Dokumen antara RZ KSNT dituangkan dalam
dokumen dengan sistematika yang paling sedikit
terdiri atas:

a. latar_belakang penyusunan RZ KSNT yang
memuat dasar hukum, profil wilayah, isu-isu
strategis, dan peta wilayah perencanaan;

b. deskripsi potensi sumber daya dan kegiatan
pemanfaatan sumber daya di KSNT;

c. isu-isu strategis wilayah;

d. rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola
Ruang Laut;

e. rencana Pemanfaatan Ruang Laut;

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;

g. rencana . . .
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g. rencana pengelolaan sumber daya;
h. lampiran peta tematik dan peta rencana zonasi;
dan
i.  konsepsi rancangan Peraturan Presiden tentang
RZ KSNT.
Pasal 48

Ketentuan mengenai proses penyusunan RZ KSNT sesuai
dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan.

Paragraf 6

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

(1)

(2)

(1)

(2)

Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 49

Penyusunan RDTR KPN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh
Menteri.

Penyusunan RDTR KPN dilaksanakan sesuai dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 50

Penyusunan RDTR KPN mencakup kawasan dengan
karakteristik perkotaan dan karakteristik perdesaan
di kawasan perbatasan negara.

Kawasan dengan karakteristik perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kawasan yang memiliki fungsi utama kegiatan
ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya
dengan karakteristik perkotaan.

(3) Kawasan . . .



(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

SK No 093572 A

o

A

&

% y

PRESIDEN
REPUBLIK INDONES!IA

- 58 -

Kawasan dengan karakteristik perdesaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kawasan yang memiliki fungsi utama kegiatan
ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya
dengan karakteristik perdesaan.

Pasal 51
RDTR KPN mengacu pada RTR KSN.
Perumusan RDTR KPN memperhatikan:
a. rencana pembangunan jangka panjang nasional,

b. rencana pembangunan jangka menengah
nasional.

c. perkembangan permasalahan wilayah serta hasil
pengkajian implikasi penataan ruang kawasan
perbatasan negara;

d. optimasi pemanfaatan ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam
bumi;

e. kriteria pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai
dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

f. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan/atau
rencana tata ruang wilayah kota terkait.

RDTR KPN paling sedikit memuat:

tujuan penataan wilayah perencanaan;
rencana Struktur Ruang;

rencana Pola Ruang;

ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan

o po T

peraturan zonasi.
RDTR KPN menjadi acuan untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan jangka
panjang daerah provinsi dan kabupaten/kota
terkait;

b. penyusunan . . .
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b. penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah daerah provinsi dan kabupaten/kota
terkait;

c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang;

d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan antarsektor; dan

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk
investasi.

RDTR KPN dituangkan ke dalam peta dengan tingkat
ketelitian skala 1:5.000.

Pasal 52

Penyusunan RDTR KPN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e meliputi:

a. proses penyusunan RDTR KPN;

b. pelibatan peran Masyarakat di tingkat
kabupaten/kota dalam penyusunan RDTR KPN;
dan

c. pembahasan rancangan RDTR KPN oleh
Pemangku Kepentingan.

Proses penyusunan RDTR KPN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui
tahapan:

a. persiapan penyusunan meliputi:
1. penyusunan kerangka acuan kerja;
2. penentuan metodologi yang digunakan; dan
3. penetapan wilayah perencanaan RDTR KPN.
b. penguinpulan data paling sedikit:

1. data wilayah administrasi;
2. data dan informasi kependudukan;
3. data dan informasi bidang pertanahan;

4. data ...
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4. data dan informasi kebencanaan; dan

S. peta dasar dan peta tematik yang
dibutuhkan.

c. pengolahan data dan analisis paling sedikit:

1. analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup; dan

2. analisis mencakup aspek sosial, ekonomi,
budaya, pertahanan dan keamanan.

d. perumusan konsepsi RDTR KPN; dan

penyusunan rancangan peraturan presiden
tentang RDTR KPN.

Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b angka 5 merupakan peta rupabumi Indonesia
dan/atau peta dasar lainnya.

Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 53

Menteri dan kepala badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal wajib
mengintegrasikan RDTR KPN dalam bentuk digital ke
dalam sistem OSS.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota

SK No 087127 A

(1)

Pasal 54

Penyusunan RDTR kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

(2) Penyusunan . . .
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Penyusunan RDTR kabupaten/kota dilaksanakan
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 55
Penyusunan RDTR kabupaten/kota dapat mencakup
kawasan dengan karakteristik perkotaan,

karakteristik perdesaan, serta Lkawasan lintas
kabupaten/kota.

Kawasan dengan karakteristik perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kawasan ' yang memiliki fungsi utama kegiatan
ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya
dengan karakteristik perkotaan.

Kawasan dengan karakteristik perdesaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kawasan yang memiliki fungsi utama kegiatan
ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya
dengan karakteristik perdesaan.

Kawasan lintas kabupaten/kota  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang secara fungsional
terdapat di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota
yang berbatasan, penyusunan RDTR dimaksud
dilaksanakan secara terintegrasi oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota terkait.

RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat . (4)
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
kabupaten/kota sesuai wilayah administrasinya.

Pasal 56

RDTR kabupaten/kota mengacu pada rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota.

RDTR kabupaten/kota memperhatikan:

a. rencana pembangunan jangka panjang daerah
kabupaten/kota;

b. rencana . ..
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rencana pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten/kota;

perkembangan permasalahan wilayah serta hasil
pengkajian implikasi penataan ruang
kabupaten/kota;

optimasi pemanfaatan ruang darat, ruang laut,
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
dan

kriteria pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai
dengan ketentuan  peraturan perundang-
undangan.

RDTR kabupaten/kota paling sedikit memuat:

°© oo oo

tujuan penataan wilayah perencanaan;
rencana Struktur Ruang;

rencana Pola Ruang;

ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan

peraturan zonasi.

RDTR kabupaten/kota menjadi acuan untuk:

a.

b.

penyusunan rencana pembangunan jangka
panjang daerah kabupaten/kota;

penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah daerah kabupaten/kota;

Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang;

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan antarsektor; dan

penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk
investasi.

RDTR kabupaten/kota dituangkan ke dalam peta
dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000.

Pasal 57 . ..
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Pasal 57

Penyusunan RDTR kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f meliputi:

a.
b.

proses penyusunan RDTR kabupaten/kota;

pelibatan peran  Masyarakat di  tingkat
kabupaten/kota dalam penyusunan RDTR
kabupaten/kota; dan

pembahasan rancangan RDTR kabupaten/kota
oleh Pemangku Kepentingan di tingkat
kabupaten/kota.

Proses penyusunar RDTR kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui tahapan:

a.

persiapan penyusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja:

2. penentuan metodologi yang digunakan; dan
3. penetapan wilayah perencanaan RDTR.
pengumpulan data paling sedikit:

1. data wilayah administrasi;

data dan inforraasi kependudukan;

3. data dan informasi bidang pertanahan;
4. data dan informasi kebencaraan; dan
5. peta dasar dan .peta tematik yang

dibutuhkan. ‘
pengolahan data dan analisis paling sedikit:

1. analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup;

2. analisis  Keterkaitan antarwilayah
kabupaten/kota; dan

3. analisis keterkaitan antarkomponen ruang
kabupaten/kota.

d perumusan. ..
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d. perumusan konsepsi RDTR kabupaten/kota; dan

penyusunan rancangan peraturan tentang RDTR
kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b angka 5 merupakan peta rupabumi Indonesia
dan/atau peta dasar lainnya.

Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 58

Khusus untuk wilayah administratif Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, penyusunan RDTR dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Penyusunan RDTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada rencana tata ruang wilayah
provinsi.

Ketentuan mengenai penyusunan RDTR
kabupatan/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 dan Pasal 57 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap proses penyusunan RDTR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penyusunan RDTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan
Menteri.

Pasal 59

Menteri dan kepala badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal wajib
mengintegrasikan RDTR kabupaten/kota dalam bentuk
digital ke dalam sistem OSS.

Bagian . . .
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Bagian Keempat

Penetapan Rencana Umum Tata Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 60
Penetapan rencana umum tata ruang meliputi:
a. penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. penetapah rencana tata ruang wilayah provinsi;

C. pénetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
dan

d. penetapan rencana tata ruang wilayah kota.

Paragraf 2

Penetapan Rencana Tatz Ruang Wilayah Nasional

Pasal 61

Prosedur penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasicnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Pacsal 62

(1) Prosedur penetapan rencana tata ruang wilayah
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
huruf b meliputi: ‘

a. pengajuan . . .
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pengajuan rancangan peraturan daerah provinsi
tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang
di dalamnya memuat pengaturan wilayah
perairan pesisir dari gubernur kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan
dilengkapi dengan:

1. validasi dokumen kajian lingkungan hidup
strategis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang lingkungan hidup; dan

2. rekomendasi peta dasar dari badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang informasi geospasial.

pembahasan rancangan peraturan daerah
tentang rencana tata ruang wilayah provinsi di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk
menyepakati substansi yang akan disampaikan
kepada Menteri;

penyampaian rancangan peraturan daerah
provinsi tentang rencana tata ruang wilayah
provinsi dari gubernur kepada Menteri untuk
memperoleh persetujuan substansi;

pembahasan lintas sektor dalam rangka
penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri
bersama  kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah provinsi, dan seluruh Pemangku
Kepentingan terkait;

penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri
berdasarkan hasil pembahasan lintas sektor
sebagaimana dimaksud pada huruf d;

pelaksanaan  persetujuan bersama  antara
gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah provinsi berdasarkan  persetujuan
substansi sebagaimana dimaksud pada huruf e;

g. pelaksanaan . . .
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g. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan

daerah provinsi tentang rencana tata ruang
wilayah provinsi oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri; dan

h. penetapan peraturan daerah provinsi tentang

rencana tata ruang wilayah provinsi oleh
gubernur.

Validasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam waktu paling
lama 10 (sepuluh) Hari sejak diajukan oleh
Pemerintah Daerah provinsi.

Dalam hal validasi dokumen kajian lingkungan hidup
strategis dan rekomendasi peta dasar belum
diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka dokumen yang
diajukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dianggap
telah disetujui.

Kesepakatan substansi antara gubernur dengan
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh)
Hari sejak pengajuan rancangan peraturan daerah
provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Proses penetapan peraturan daerah provinsi tentang
rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf e sampai dengan
huruf h dilaksanakan dalam waktu paling lama
2 {(dua) bulan.

Pasal 63

Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk
mengintegrasikan program/kegiatan sektor, kegiatan yang
bersifat strategis nasional, Batas Daerah, garis pantai, dan
Kawasan Hutan.

Pasal 64 . ..
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Pasal 64

Pengintegrasian Batas Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 menggunakan Batas Daerah yang telah
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Pasal 65

(1) Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 menggunakan unsur garis pantai
yang termuat dalam peta rupabumi Indonesia
termutakhir dan telah ditetapkan oleh badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
informasi geospasial.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara garis pantai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kebutuhan rencana tata ruang, dan/atau
kepentingan hak atas tanah, persetujuan substansi
oleh Menteri mencantumkan:

a. garis pantai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1); dan

b. garis pantai sesuai kebutuhan rencana tata
ruang yang digambarkan dengan simbol
dan/atau warna khusus.

Pasal 66

Pengintegrasian Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 menggunakan delineasi Kawasan Hutan
termutakhir yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan atau delineasi Kawasan Hutan yang disepakati
paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dimulainya
pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (1) huruf d.

Pasal 67 . ..
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Pasal 67

Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d diselesaikan dalam
jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sampai
dengan diterbitkannya persetujuan substansi oleh
Menteri.

Tata cara pelaksanaan pembahasan lintas sektor dan
proses penerbitan persetujuan substansi rencana tata
ruang wilayah provinsi diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 68

Dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi
tentang rencana tata ruang wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) belum
ditetapkan, gubernur menetapkan rancangan
peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah
provinsi. paling lama 3 (tiga) bulan_ terhitung sejak
mendapat persetujuan substansi dari Menteri.

Dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi
tentang rencana tata ruang wilayah provinsi belum
ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) maka dalam waktu paling
lama 4 - (empat) bulan terhitung sejak mendapat
persetujuan substansi dari Menteri, rancangan
peraturan daeran  tersebut ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat. :

Penctapan rancangan peraturan daerah oleh
Pemcrintah” Pusat sebagaimena ‘dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri setelah
mendapatkan persetujuan Presiden.

Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri. '

Menteri menyampaikan Peraturan Menteri
scbagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada
gubernur.

(9) Gubernur . . .
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Gubernur wajib menetapkan peraturan daerah untuk
melaksanakan Peraturan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) di daerahnya dalain jangka
waktu paling lamma 15 (lima belas) Hari sejak
Peraturan Menter: ditetapkan.

Ketentuan mengenai jangka waktu paling lama
15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) termasuk pengundangan peraturan daerah
dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah
provinsi.

Dalam hal gubernur dan sekretaris daerah provinsi
tidak  melaksanakan  keientuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi
administratif sesnai dengan ketentuan pPrafuran
perundang-undangan.

Paragraf 4

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

(1)

Pasal 6©

Prosedur penetapan rencana tata ruang wilayah
kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
huruf ¢ meliputi:

a. pengajuan . rancangan peraturan daerah
kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah
kabupaten dar: bupati kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten dan dilengkapi
dengan: .

1. berita acara pembahasan dari Pemerintah
Daerah . provinsi mengenai rancangan
peraturan daerah  kabupaten tentang
rencana tata ruang wilevah kabupaten,;

2. validasi dokumen kajian lingkungan hidup
strategis dar1 perangkat daerah provinsi
yang membidangi urusan lingkungan hidup;
dan

3. rskomendasi . . .
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3. rekomendasi peta dasar dari badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang informasi geospasial.

pembahasan rancangan peraturan daerah
tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten
untuk menyepakati substansi yang akan
disampaikan kepada Menteri;

penyampaian rancangan peraturan daerah
kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah
kabupaten dari bupati kepada Menteri untuk
memperoleh persetujuan substansi,

pembahasan lintas sektor dalam rangka
penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri
bersama  kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten,
dan seluruh Pemangku Kepentingan terkait;

penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri
berdasarkan hasil pembahasan lintas sektor
sebagaimana dimaksud pada huruf d;

pelaksanaan persetujuan bersama antara bupati
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten berdasarkan persetujuan substansi
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan
daerah kabupaten tentang rencana tata ruang
wilayah kabupaten oleh gubernur untuk
memastikan rancangan peraturan daerah telah
sesuai dengan persetujuan substansi oleh
Menteri; dan

penetapan peraturan daerah kabupaten tentang
rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh
bupati.

(2) Validasi . . .
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(2) Validasi dan rekomendasi sebagaiinana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diterbitkan
dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak
diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.

(3) Dalam hal validasi dokumen kajian lingkungan hidup
strategis dan rekomendasi peta dasar belum
diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka dokumen yang
diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten
dianggap telah disetujui.

(4) Kesepakatan substansi antara bupati dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam
waktu paling lama 10 (sepululi) Hari sejak pengajuan
rancangan peraturan dacrah kabupaten tentang
rencana tata ruang wilayah kabupaten-sebagaimana
dimaksud pada ayat (1; huruf a.

(5) Proses penetapan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sampai
dengan huruf h dilaksanakan dalam waktu paling
lama 2 (dua) bulan.

Pasal 70

Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk
mengintegrasikan program/kegiatan sektor, kegiatan yang
bersifat strategis nasional, Batas Daerah, garis pantai,
dan/atau Kawasan Hutan.

Pasal 71

Pengintegrasian Batas Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 menggunakan Batas Daerah yang sudah
diteiapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Pasal 72 . . .
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Pasal 72

(1) Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 menggunakan unsur garis pantai
yang termuat dalam peta rupabumi Indonesia
termutakhir dan telah ditetapkan oleh badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
informasi geospasial.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara garis pantai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kebutuhan rencana tata ruang, dan/atau
kepentingan hak atas tanah, persetujuan substansi
oleh Menteri mencantumkan:

a. garis pantai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1); dan

b. garis pantai sesuai kebutuhan rencana tata
ruang yang digambarkan dengan simbol
dan/atau warna khusus.

Pasal 73

Pengintegrasian Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 menggunakan delineasi Kawasan Hutan
termutakhir yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan atau delineasi Kawasan Hutan yang disepakati
paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dimulainya
pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (1) huruf d.

Pasal 74

(1) Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d diselesaikan dalam
jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.

(2) Tata cara pelaksanaan pembahasan lintas sektor dan
proses penerbitan persetujuan substansi RTR wilayah
kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Menteri.

Pasal 75 . ..
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Pasal 75

Dalam hal rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (S) belum
ditetapkan, bupati menetapkan rancangan peraturan
daerah tentang rencana tata ruang wilayah
kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
mendapat persetujuan substansi dari Menteri.

Dalam hal rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten belum
ditetapkan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) maka dalam waktu paling lama 4 (empat)
bulan terhitung sejak mendapat persetujuan
substansi dari Menteri, rancangan peraturan daerah
tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penetapan rancangan peraturan daerah oleh
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri setelah
mendapatkan persetujuan Presiden.

Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Menteri menyampaikan Peraturan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati.

Bupati wajib menetapkan peraturan daerah untuk
melaksanakan Peraturan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) di daerahnya dalam jangka
waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak
Peraturan Menteri ditetapkan.

Ketentuan mengenai jangka waktu paling lama
15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) termasuk pengundangan peraturan daerah
dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah
kabupaten.

Dalam hal bupati dan sekretaris daerah kabupaten
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 5. ..
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Paragraf 5

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Pasal 76

Prosedur penetapan rencana tata ruang wilayah kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d
meliputi:

a.

pengajuan rancangan peraturan daerah Kkota
tentang rencana tata ruang wilayah kota dari
wali kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kota dan dilengkapi dengan:

1. berita acara pembahasan dari Pemerintah
Daerah provinsi mengenai rancangan
peraturan daerah kota tentang rencana tata
ruang wilayah kota;

2. validasi dokumen kajian lingkungan hidup

strategis dari perangkat daerah provinsi
yang membidangi urusan lingkungan hidup;
dan

3. rekomendasi peta dasar dari badan yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang informasi geospasial.

pembahasan rancangan peraturan daerah
tentang rencana tata ruang wilayah kota di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota untuk
menyepakati substansi yang akan disampaikan
kepada Menteri;

penyampaian rancangan peraturan daerah kota
tentang rencana tata ruang wilayah kota dari
wali kota kepada Menteri untuk memperoleh
persetujuan substansi;

pembahasan lintas sektor dalam rangka
penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri
bersama  kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kota, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kota, dan seluruh
Pemangku Kepentingan terkait;

e. penerbitan . . .
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e. penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri
berdasarkan hasil pembahasan lintas sektor
sebagaimana dimaksud pada huruf d;

f. pelaksanaan persetujuan bersama antara wali
kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kota  berdasarkan = persetujuan  substansi
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

g. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan
daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah
kota oleh gubernur untuk memastikan
rancangan peraturan daerah telah sesuai dengan
persetujuan substansi oleh Menteri; dan

h. penetapan peraturan daerah kota tentang
rencana tata ruang wilayah kota oleh wali kota.

Validasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diterbitkan
dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak
diajukan oleh Pemerintah Daerah kota.

Dalam hal validasi dokumen kajian lingkungan hidup
strategis dan rekomendasi peta dasar belum
diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka dokumen yang
diajukan oleh Pemerintah Daerah kota dianggap telah
disetujui.

Kesepakatan substansi antara wali kota dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam
waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak pengajuan
rancangan peraturan daerah kota tentang rencana
tata ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a.

Proses penetapan peraturan daerah kota tentang
rencana tata ruang wilayah kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf
h dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua)
bulan.

Pasal 77 . ..
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Pasal 77

Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk
mengintegrasikan program/kegiatan sektor, kegiatan yang
bersifat strategis nasional, Batas Daerah, garis pantai,
dan/atau Kawasan Hutan.

Pasal 78

Pengintegrasian Batas Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 menggunakan Batas Daerah yang sudah
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Pasal 79

(1) Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 menggunakan unsur garis pantai
yang termuat dalam peta rupabumi Indonesia
termutakhir dan telah ditetapkan oleh badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
informasi geospasial.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara garis pantai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kebutuhan RTR, dan/atau kepentingan hak atas
tanah, persetujuan substansi oleh  Menteri
mencantumkan:

a. garis pantai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1); dan

b. garis pantai sesuai kebutuhan rencana tata
ruang yang digambarkan dengan simbol
dan/atau warna khusus.

Pasal 80

Pengintegrasian Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 menggunakan delineasi Kawasan Hutan
termutakhir yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan atau delineasi Kawasan Hutan yang disepakati
paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dimulainya
pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1) huruf d.

Pasal 81 . ..
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Pasal 81

Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d diselesaikan dalam
jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.

Tata cara pelaksanaan pembahasan lintas sektor dan
proses penerbitan persetujuan substansi renccna tata
ruang wilayah kota diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 82

Dalam hal rancangan peraturan daerah kota tentang
rencana tata rusng wilayah kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5) belum ditetapkan,
wali kota menetapkan rancangan peraturan daerah
tentang rencana tata ruang wilayah kota paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat
persetujuan sukstansi dari Menteri.

Dalam hal rancangan peraturan daerah kota tentang
sencana tata ruang wilayah kota beium ditetapkan
oleh waii kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan
terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari
Menteri, rancangan peraturan daerah tersebut
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penetapan ' rancangan peraturan daerah oleh
Pemerintah Pusat scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri setelah
mendapatkan persetujuan Presiden.

Rancangan peraturan daérah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Menteri © menyampaikan Perattiran Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada wali
kcta.

Wali kota wajib menetapkan peraturan daerah untuk
melaksanakan Peraturan Menteri sebagaimana
dimaksud pada dyat (5) di daerahnya dalam jangka
waktu paling lama 15 (lima belas) Hari sejak
Peraturan Mecnteri ditetapkan.

(7) Ketentuan . . .
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Ketentuan mengenai  jangka waktu paling
lama 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) termasuk pengundangan peraturan
daerah dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah
kota.

Dalam hal wali kota dan sekretaris daerah kota tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dan ayat (7) dikenai sanksi administratif
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kelima

Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang

(1)

(2)

Paragraf 1

Umum

Pasal 83
Penetapan rencana rinci tata ruang meliputi:

a. penetapan rencana rinci tata ruang dan rencana
zonasi ruang laut yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat; dan

b. penetapan RDTR kabupaten/kota.

Rencana rinci tata ruang dan rencana zonasi ruang
laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

a. RTR pulau/kepulauan;

b. RTR KSN;

C. RZ KAW;

d. RZ KSNT; dan
e. RDTR KPN.

(3) Waktu . . .
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Waktu penetapan rencana rinci tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi
masa berakhirnya rencana iinci tata ruang yang
berlaku.

Paragraf 2

Penetapan Rencana Rinci yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat

SK No (093594 A

Pasal 84

Penetapan reacana rinci tata ruang yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota

(1)

Pasal 85

Prosedur . penetapan RDTR kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalan: Pasal 83 ayat (1)
hurut b meliputi:

a. ‘Konsultasi Publik rancangan peraturan kepala
daerah kabupaten/kota tentang RDTR
kabupaten/kota dengan Masyarakat terrnasuk
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota; - -

b. penyampaian rancangan peraturan kepala
daerah kabupaten/kota tentang RDTR
kabupaten/kota kepada Menteri untuk
memperoleh persetujuan substansi;

c. pembahasan lintas sektor ‘dalam rangka
pemberian persetujuan substansi oleh Menteri
bersama  kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, 'Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota dan seluruh Pemangku
Kepentingan terkait; dan

d. penetapan . . .
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d. penetapan rancangan peraturan kepala daerah
kabupaten/kota tentang RDTR kabupaten/kota
oleh bupati/wali kota sesuai dengan persetujuan
substansi oleh Menteri.

(2) Pemberian persetujuan substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terhadap rancangan
peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang
RDTR kabupaten/kota dapat didelegasikan kepada
gubernur.

Pasal 86

Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 huruf c dilaksanakan untuk mengintegrasikan
program/kegiatan sektor, kegiatan yang bersifat strategis
nasional, Batas Daerah, garis pantai, dan Kawasan Hutan.

Pasal 87

Pengintegrasian Batas Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 menggunakan Batas Daerah yang sudah
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Pasal 88

(1) Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 menggunakan unsur garis pantai
yang termuat dalam peta rupabumi Indonesia
termutakhir dan telah ditetapkan oleh badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
informasi geospasial.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara garis pantai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kebutuhan rencana tata ruang, dan/atau
kepentingan hak atas tanah, persetujuan substansi
oleh Menteri mencantumkan:

a.garis . ..
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a. garis pantai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1); dan

b. garis pantai sesuai kebutuhan RTR yang
digambarkan dengan simbol can/atau warna
khusus.

Pasal 89

Pengintegrasian Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 menggunakan delineasi Kawasan Hutan
termutakhir yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan atau delineasi Kawasan Hutan yang disepakati
paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dimulainya
pembahasan lintas sektor sebagaimana cimaksud dalam
Pasal 85 huruf c. : :

Pasal 90

(1) Pembahasah lintas sektor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 huruf c diselesaikan dalam jangka
waktu paling lana 20 (dua puluh) Hari.

(2) Tata cara pelaksanaan pembahasan lintas sektor dan
proses penerbitan persetujuan substansi RDTR
kabupaten/kota diatur lebih lanjut delam Peraturan
Menteri.

Pasal 91

(1) Penetapan peraturan kepala daerah kabupaten/kota
tentang RDTR kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 huruf d wajib dilaksanakan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari
Menteri.

(2) Dalam hal rancangan peraturan kepala daerah
kabupaten/kota tentang RDTR kabupaten/kota
belum ditetapkan oleh bupati/wali kota sebagaimana
dimaksuu pada ayat (1) makz dalam waktu paling
ilama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat
persetujuan substansi dari- Menteri, rancangan
pevaturan kepala daerah terscbut ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(3) Penetapan . . .
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Penetapan rancangan peraturan kepala daerah oleh
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri setelah
mendapatkan persetujuan Presiden.

Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan
Menteri.

Menteri menyampaikan Peraturan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada
bupati/wali kota.

Bupati/wali kota wajib menetapkan peraturan kepala
daerah untuk melaksanakan Peraturan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di daerahnya
dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari
sejak Peraturan Menteri ditetapkan.

Ketentuan mengenai  jangka waktu paling
lama 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) termasuk pengundangan peraturan
kepala daerah dalam berita daerah oleh sekretaris
daerah kabupaten/kota.

Dalam hal bupati/wali kota dan sekretaris daerah
kabupaten/kota tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7)
dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang

Pasal 92

Peninjauan kembali RTR meliputi peninjauan kembali
terhadap rencana umum tata ruang dan peninjauan
kembali terhadap rencana rinci tata ruang.

(1)

Pasal 93

Peninjauan kembali RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam
setiap periode 5 (lima) tahunan.

(2) Peninjauan . . .
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Peninjauan kembali RTR dapat dilakukan lebih dari
1 (satu) kali dalam periode S (lima) tahunan apabila
terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang
ditetapkan dengan undang-undang;

c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan
dengan undang-undang; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis.

Peninjauan kembali peraturan kepala daerah
kabupaten/kota tentang RDTR akibat adanya
perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat
direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang
berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 94
Dalam rangka pelaksanaan peninjauan kembali RTR
yang penyusunannya menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah

menyampaikan permohonan peninjauan kembali RTR
kepada Menteri.

Terhadap permohonan peninjauan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
memberikan rekomendasi dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan berupa:

a. RTR yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan
masa berlakunya; atau

b. RTR yang ada perlu direvisi.
Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara:

a. RTR dengan Batas Daerah;
b. RTR dengan Kawasan Hutan; dan/atau

C. rencana . . .
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c. rencana tata ruang wilayah provinsi dengan
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota,

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
bidang koordinasi perekonomian dapat

merekomendasikan kepada Menteri agar dilakukan
peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang
wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 95

Revisi RTR sebagai tindak lanjut dari peninjauan
kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94
ayat (2) huruf b menggunakan prosedur penyusunan
dan penetapan RTR.

Revisi RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang
dimiliki Orang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal revisi RTR mengubah fungsi ruang,
perubahan fungsi ruang tidak serta merta
mengakibatkan perubahan pemilikan dan
penguasaan tanah.

Perubahan pemilikan dan penguasaan tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pertanahan.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
peninjauan kembali dan revisi RTR diatur dalam Peraturan
Menteri.

BABIII . ..
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BAB Il
PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 97
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui:

a. pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang; dan

b. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan
Ruang. '

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 98

(1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pcmanfaatan
Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97
huruf a terdiri atas:

a. Kesesuaian Xegiatan Pemanfaatar: Ruang untuk
kegiztan berusaha;

b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
kegiatan nonberusaha; dan

c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfastan Ruang untuk
kegiatan yang bersifat strategis nasional.

(2) Kesesuaian K'egiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimeaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Menteri.

(3) Kesesuaian . . .

SK' No 093600 A
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Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada avat (1) di Perairan
Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi,
diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh Menteri.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada avat (1) di Perairan
Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi
berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan
Berusaha dan perizinan nonberusaha lainnya.

Dalam hal Perizinan Berusaha dan perizinan
nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
belum diterbitkan, maka Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang di Perairan Pesisir, wilayah
perairan, dan  wilayah yurisdiksi berlaku untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan. '

Kesesuaian Kegiatan Pemarifaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
dapat berupa keputusan:

a. disetujui; atau
b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.

Kesesuaian Xegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi
pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTR.

Pasal 99

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang  kelautan  melakukan
pencatatan, pengadministrasian, dan pemutakhiran
data lokasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sesuai kewenangannya.

(2) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan,
pengadministrasian, dan pemutakhiran data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri dan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan sesuai kewenangannya.

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Untuk Kegiatan Berusaha

Pasal 100

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a diperoleh
melalui OSS.

Setelah memperoleh Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan
permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku Usaha dapat rnielaksanakan Kkegiatan
Pemanfaatan Ruang setelah memperoleh Perizinan
Berusaha.

Pasal 101

Kesesuaian ~ Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1)
meliputi:

a. kegiatan berusaha untuk non-UMK; dan
b.  kegiatan berusaha untuk UMK.

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang untuk  kegiatan berusaha non-UMK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui:

a. Konfirmasi . . .
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a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang; atau

b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang.

(3) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) di Perairan
Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi,
dilakukan melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfataan Ruang Laut.

Pasal 102

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a
diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Pasa! 103

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalli OSS
dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan
Ruang terhadap RDTR; dan

c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

Pasal 104
(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103
huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
a. koordinat lckasi;

b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan
Ruang;

c. informasi penguasaan tanah,;
d. informasi jenis usaha;
e.rencana. . .
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e. rencana jumiah lantai bangunan; dan
f. rencana luas lantai bangunan.

(2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
s=bagaimana dimaksud dalam Passl 103 huruf c,
paling sedikit memuat:

lokasi kegiatan,;

jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
koefisien dasar bangunan;
koefisien laniai bangunan;

ketentuan tata bangunan; dan

me a0 oo

persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan
Ruang.

Pasal 105

Jangka waktu penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang  untuk kegiatan berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf ¢ paling
lama 1 (satu) Hari sejak pendaftaran atau pembayaran
penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 106

(1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b diberikan dalam hal
belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

(2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut untuk kegiatan berusaha sebagaimana
dimaksud dalam asal 101 ayat (3) diberikan untuk
kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut secara menetap di
Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah
yurisdiksi.

Pasal 107 ...
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Pasal 107

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (1) dilaksanakan melalui OSS
dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. penilaian dokumen usulan kegiatan
Pemanfaatan Ruang terhadap RTR, RZ KSNT,
dan RZ KAW; dan

c. penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan berusaha diberikan tanpa melalui
tahapan penilaian dokumen wusulan kegiatan
Pemanfaatan Ruang untuk permohonan yang
berlokasi di:.

a. kawasan industri dan kawasan pariwisata yang
telah memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 108
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dzlam Pasal 107
ayat (1) huiuf a paling sedixit dilengkapi dengan:
a. koordinat lokasi;

b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan
Ruang;

informasi penguasaan tanah;
informasi jenis usala;

rencana jumlah lantai bangunan;
rencana luas lantai bangunan; dan

rencana teknis bangunan dan/atau rencana
induk kawasan.

@ ™0 a0

(2) Persetujuan . . .
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Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 ayat (1) diberikan setelah dilakukan
kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan
komplementer berdasarkan:

a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
b. rencana tata ruang wilayah provinsi,

c RTR KSN;

d. RZ KSNT;

e. RZKAW;

f.  RTR pulau/kepulauan; dan/atau

g. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan
pertimbangan teknis pertanahan.

Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terkait lokasi usaha
dilaksanakan oleh kantor pertanahan.

Kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan
teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak
pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara
bukan pajak.

Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan
pertimbangan teknis dalam  jangka = waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kantor
pertanahan dimaksud dianggap telah memberikan
pertimbangan teknis.

Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan pertimbangan teknis pertanahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri
menerbitkan  Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

(8) Persetujuan . . .
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Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling sedikit
memuat:

lokasi kegiatan;

jenis peruniukan Pemanfaatan Ruang;
koefisien dasar bangunan;

koefisien lantai bangunan;

indikasi program Pemanfaatan Ruang; dan

-0 a0 TP

persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan
Ruang. ' '

Pasal 109

Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan
Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di
luar kehutanan Dberlaku ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidarng kehutanan.

Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada
Kawasan Hutan yang mengalami perubahan
peruntukzan dan fungsi serta belum dimuat dalam
RDTR maka  kegiatan Pemanfaatan Ruang
dilaksanakan setelah mendapatkan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
kegiatan berusaha.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai
tahapan dan Kketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 dan Pasal 108.

Pasal 110

Persctuyjuan Kesesuaian Kegiatan' Pemanfaatan Ruang
Laut untuk kegiatan berusaha sebzgaimana dimaksud
dalam Pasal 101 ayat (3) dilaksanakan melalui OSS
dengan tahapan:

a. pendaftaran . . .
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pendaftaran;

penilaian dokumen wusulan kegiatan Pemanfaatan
Ruang Laut terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW;
dan

penerbitan  Persetujuan  Kesesuaian  Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 111
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110
huruf a paling sedikit dilengkapi dengau:
a. koordinat lokasi;
b. rencana bangunan dan instalasi di Laut;

c. kebutuhan luas kegiatan Pemanfaatan Ruang di
Laut;

d. informasi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya; dan
e. kedalaman lokasi.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut untuk Kkegiatan berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 110 diberikan setelah

dilakukan kajian dengan "menggunakan asas
berjenjang dan komplementer berdasarkan:

a. rencana tata ruang wilayah provinsi;

b. RTR KSN;
c. RZ KSNT;
d. RZKAW;
e. RTR pulau/kepulauan; dan/atau

f.  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut tidak dapat diberikan di zona inti Kawasan
Komnservasi di Laut.

Persetuyjuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laiit dapat diberikan di wilayah masyarakat hukum
adat ' setelah mendapat persetujuan masyarakat
hukum adat.

(S) Persetujuan . . .
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Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut di Kawasan Konservasi di Laut tidek diberikan di
dalam: maupun di luar zona inti sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), untuk kegiatan:

a. pertambangan terbuka;
b. dumping (pembuangan); dan
c. reklamasi.

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) secara teknis tidak dimungkinkan untuk
dipindahkan dari Kawasan Konservasi di Laut,
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut ai Kawasan Konservasi di Laut hanya dapat
diberikan untuk: -

a. kegiatan yang bersifat strategis nasional yang
ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan; dan/atan

b. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi di
Laut.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mempertimbangkan:

a.” jenis kegiatan dan skala usaha;

h. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan
ruang Laut;

C. kebutuhan ruang untuk mendukung
kepentingan kegiatan;

d. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ad«;
e. teknologi yang digunakan; dan
f. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkar.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut sebagaimana dimaksud cdalam Pasal 110 huruf c,
paling cedikit memuat:

a. lokasi . ..
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a. lokasi kegiatan;
b.  jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut; dan

hak dan kewajiban pelaksanaan kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 112

Jangka waktu penerbitan Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 ayat (1) huruf ¢ dan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c¢ paling
lama 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak pendaftaran atau
pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 113

(1) Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1)
huruf ¢ dapat didelegasikan kewenangannya kepada
gubernur, bupati, atau wali kota tanpa mengurangi
kewenangan Menteri.

(2) Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c di
Perairan Pesisir, dapat didelegasikan kewenangannya
kepada gubernur tanpa mengurangi kewenangan
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.

(3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan dengan pertimbangan
Forum Penataan Ruang.

Pasal 114 . ..
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Pasal 114
Dalam hal Menteri, gubernur, bupati atau wali kota
sesuai kewenangannya tidak menerbitkan

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan berusaha dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalain Pasal 112, Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan
oleh Lembaga OSS.

Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan tidak menerbitkan
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut untuk Perizinarn Berusaha di Laut dalem jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112,
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut diterbitkan oleh Lemhaga OSS.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian
kewenangan sebagaimana dimaksud dalar'r} Pasal 113
ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan.

Pasal 115

Kegiaian Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh
Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1)
huruf b, tidak melalui proses penerbitan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pade ayat (1)
membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan
usahanya telah sesuai dengan RTR.

Dalam hal pernyataan mandiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, kegiatan
pemanfaatan ruangnya diiakukan pembinaan oleh
kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah.

Paragraf 3 . . .
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Paragraf 3

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

(1)

(2)

(1)

(2)

Untuk Kegiatan Nonberusaha

Pgsal 116

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang untuk kegiatan nounberusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b diperoleh
melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan sescai dergan
kewenangannya.

Setelah memperoleh Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha,
pemohor: melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang
setelah memenuhi persyaratan szsuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang untuk kegiatann nonberusaha sebagaimana

dimaksud dalem Pasal 116 ayat (1) dilakukan

melalui: .

a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang; atau

b. Persetyjuan Kesesuaiai Kegiatu:i Pemanfaatan
‘Ruang.

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruzng untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) di Perairan

Pesisir, wilayzsh perairan, dan wilayah yurisdiksi,

dilakukan melalui:

a. konfirmasi kesesuaian ruang laut; atau

b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfazatan
Ruang Laut.

Pasal 118 ...
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Pasal 118

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 117 ayat (i) huruf a diberikan berdasarkan
kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang
dengan RDTR.

Pasal 119

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan DPemanfaatan Ruang
untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui
sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri
dengan tahapan:
a. pendaftaran,;
b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan
Ruang terhadap RDTR; dan

c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

Pasal 120
(1) Pendaftaran sebagaimena dimaksud dalam Pasal 119
huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
a. koordinet lokasi;

b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan
Ruang;

informasi penguasaan tanah;
informasi jenis kegiatan;
rencana jumlah lantai baagunan; dan

i S W

rencana luas lantai bangunan.

(2) Konfirmasi Xesesuaian Xegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c,
paling sedikit memuat:

a. lokasi kégiatan;
b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;

c. koefisien . . .
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koefisien dasar bangunan;
koefisien lantai bangunan;
ketentuan tata bangunan; dan

persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan
Ruang.

o oo

Pasal 121

Jangka waktu penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha
sebagaimana dimaksud da’am Pasal 119 huruf c paling
lama 1 (satu) Hari sejak pendaftaran atau pembayaran
penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 122

(1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan nonberusaha sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 117 ayat (1) hururl b diberikan dalam hal
belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang. -

(2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut untuk kegiatan. nonberusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b diberikan
untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut secara
menetap di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan
wilayah yurisdiksi.

Pasal 123

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 122 ayat (1) dilaksanakan melalui sistem
elektronik yang diselenggarakan olen Menteri dengan
tahapan:

a. pendaftaran;

b. penilaian deckumen usulan kegiatan Pemanfaatan
Ruang terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW,; dan

C. penerbitan . . .
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penerbitan  Persetujuan  Kesesuaian  Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

Pasal 124
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 123
huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
a. koordinat lokasi;

b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan
Ruang;

informasi penguasaan tanah;
informasi jenis kegiatan;

rencana jumlah lantai bangunan;
rencana luas lantai bangunan; dan

rencana teknis bangunan dan rencana induk
kawasan.

@ ™0 Qo0

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 123 diberikan setelah dilakukan kajian
dengan . menggunakan asas berjenjang dan
komplementer berdasarkan:

a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;

RTR pulau/kepulauan; dan/atau
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

b. rencana tata ruang wilayah provinsi,
c. RTRKSN;

d. RZ KSNT;

e. RZ KAW,;

f.

g.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan
pertimbangan teknis pertanabarn.

Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimaua
dimaksud pada ayat (3) terkait lokasi kegiatan
dilaksanakan oleh kantor pertanahan.

(5) Kantor . . .
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Kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan
teknis pertanahan sebagzimana dimaksud pada
ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak
pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara
bukan pajak.

Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan
pertimbangan  teknis dalam = jangka = waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kantor
pertanahan dimaksud dianggap telah memberikan
pertimbangan teknis pertanahan.

Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan pertimbangan teknis pertanahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri
menerbitkan  Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling sedikit
memuat:

lokasi kegiatan,;

jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;

koefisien dasar bangunan;

koefisien lantai bangunan;

-indikasi program Pemanfaatan Ruang; dan

persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan
Ruang.

-0 a0 TP

Pasal 125

Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan
Kawasan Hutan urtuk kepentingan pembangunan di
luar kehutanan Dberlaku ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada
Kawasan Hutan yang meagalami perubahan
peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam
RDTR, maka kegiatan pemanfaatan ruangnya
dilaksanakan setelah mendapatkan Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wuntuk
kegiatan nonberusaha.

(3) Persetujuan ... .
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Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d;berikan sesuai

tahapan dan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 123 dan Pasal 124.

Pasal 126

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 122 ayat (2) dilaksanakan melalui sistem
elektronik oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
peraerintahan di bidang kelautan dengan tahapan:

a.
b.

(1)

(2)

pendaitaran;

penilaian dokumen usulan. kegiatan Pemanfaatan
Ruang Laut terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW;
dan

penerbitan  Persetujuan  Kesesuaian  Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 127
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126
huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
a. koordinat lokasi;
b. .rencana bangunan dan instalasi di Laut;

c. kebutuhan luas kegiatan Pemanfaatan Ruang di
Laut;

d. informasi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya; dan
e. kedalaman lokasi.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126 diberikan setelah
dilakukan kajian dengan menggunakan asas
berjenjang dan komplementer berdasarkan:

a. rencana tata ruang wilavah kabupaten/kota;

b. rencana tata ruang wilayah provinsi;

c. RTRKSN;

d. RZ KSNT . ..
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RZ KSNT;

RZ KAW;

RTR pulau/kepulauan; dan/atau

g. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

-0

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut tidak dapat diberikan di zona inti di Kawasan
Konservasi di Laut.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut dapat dikerikan di wilayah masyarakat hukum
adat setelah mendapat persetujuan masyarakat
hukum adat.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut di Kawasan Konservasi di Laut tidak diberikan di
dalam maupun di luar zona inti sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), untuk kegiatan:

a. pertambangan terbuka;
b. dumping (pembuangan); dan
c. reklamasi.

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) secara teknis tidak dimungkinkan untuk
dipindahkan dari Kawasan Konservasi di Laut,
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut di Kawasan Konservasi di Laut hanya dapat
diberikan untuk: -

a. kegiatan yang bersifat strategis nasional yang
ditetapkan dengan  peraturan perundang-
undangan; dan/atau

b. kepentingan pengelolaan Kawasan Fonservasi ai
Laut.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Rua'ng
Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mempertimbangkan: ' ;

a. jenis kegiatan dan skala kegiatan;

b. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan
rmang Laut;

c. kebutuhan . . .
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c. kebutuhan ruang untuk mendukung
kepentingan kegiatan;

d. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;

e. teknologi yang digunakan; dan

f.  potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126

huruf c, paling sedikit memuat:

a. lokasi kegiatan;

b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut; dan

c. hak dan kewajiban pelaksanaan kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 128

Jangka waktu penerbitan Persetuyjuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 123 huruf c dan Persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 126 huruf c¢ paling lama 20 (dua puluh) Hari
dihitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan
negara bukan pajak.

(1)

(2)

Pasal 129

Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Femanfaatan Ruang untuk- kegiatan nonberusaha
sebagaimana dimaksud Pasal 123 huruf c dapat
didelegasikan kewenangannya kepada gubernur,
bupati, atan wali keta tanpa mengurangi kewenangan
Menteri.

Penerbitan = Persetujuan Kesesuaian Kegiatain
Pemanfaatan Ruang Laut untuk  kegiatan
nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
126 huruf ¢ di Perairan Pesisir, dapat didelegasikan
kewenangannya kepada gubernur tanpa mengurangi
kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.

(3) Persetujuan . . .
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(3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan dengan pertimbangan
Forum Penataan Ruang.

Pasal 130
Dalam hal Menteri, gubernur, bupati atau wali kota
sesuai kewenangannya tidak menerbitkan

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan nonberusaha dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan
oleh sistem ‘elektronik yang diselenggarakan oleh
Menteri. ‘

Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan
permerintahan di bidang kelautan tidak menerbitkan
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemianfaatan Ruang
Laut untuk kegiatan nonberusaha di Laut dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
128, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang Laut diterbitkan oleh sistem elektronik yang
diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggaralan
urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129
ayat (1) diatur dalain Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai‘ pendelegasian
kewenangan sebagaimana Jdinraksud dalam Pasal 129
ayat (2) diatur dalam peraturar. menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan.

Pasa! 131

Konfirmasi kesesuaian ruang laut sebagaimana
dimaksud dalam pasal 117 ayat (2) hutuf a dapat
diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
yang tidak termasuk dalam kebijakan strategis
nasional ‘dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.

(2) Kegiatan . . .
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(2) Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut oleh instansi

Pemerintah Pusat dJdan/atau Pemerintah Daerah
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran
pendapatan dan bclanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 132

Konfirmasi kesesuaian ruang laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 131 ayat (1) dilaksanakan melalui sistem
elektronik yang diselenggarakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dengan tahapan:

a.
b.

(1)

(2)

pendaftaran;

penilaian dokumen wusulan kegiatan Pemanfaatan
Ruang Laut terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW;
dan

penerbitan konfirmasi kesesuaian ruang laut.

Pasal 133
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132
huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
a. koordinat lokasi;

b. kebutuhan luas kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut;

c. kedalaman lokasi; dan

d. data/peta Pemanfaatan Ruang Laut yang telah
ada.

Konfirmasi kesesuaian ruang laut sebagaimana
dirnakxsud dalam Pasal 122 diberikan setelah
dilakukan kajian dengan menggunakan asas
berjenjang dan komplementer berdasarkan:

a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
c. RTRKSN;

d. RZKSNT . ..
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RZ KSNT;

RZ KAW;

RTR pulau/kepuleuan; dan/atau
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

@ o a

Konfirmasi kesesuaian ruang laut sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 132 mempertimbangkan:
a. jenis kegiatan dan skala kegiatan;

b. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan
ruang Laut;

c. kebutuhan ruang untuk mendukung
kepentingan kegiatan;

d. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;

e. teknologi yang digtinakan; dan

f.  potensi darﬁpak lingkungan yang ditimbulkan.

Konfirmasi kesesuaian ruang laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 132 huruf c, paling sedikit

memuat:

a. lokasi kegiatan;

b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruarg Laut; dan

c. hak dan kewajiban pelaksanaan kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut.

Pacsal 134

Jangka waktu penerbitan. konfirmasi kesesuaian ruang
laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 nuruf c
paling lama 14 (empat belas) Hari dihitung sejak
pendaftaran.

(1)

Pasal 135

Penerbitan  konfirmasi  kesesuaian ruang laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c
dapat didelegasiker: kewenangannya kepada gubernur
tanpa mengurangi kewenangan menteri  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan atau gubernur
sesuai kewenangannya tidak memberikan
persetujuan atau penclakan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan atau gubernur dianggap telah
memberikan konfirmasi kesesuaian ruang laut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan.

Paragraf 4

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaaian Ruang
Untuk Kegiatan Yang Bersifat Strategis Nasional

(1)

(2)

(3)

Pasal 135

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1)
huruf ¢, diberikan untuk:

a. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
termuat dalam RTR, RZ KAW, atau RZ KSNT; dan

b. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
belum termuat dalam RTR, RZ KAW, dan RZ
KSNT.

Kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan sesuai  dengan
kewenangannya.

(4) Kesesuaian . . .
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Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud paaa ayat (1) dimohonkan
cleh menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, atau
wali kota.

Pasal 137

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat
dalam RTR, RZ XAW, atau RZ KSNT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a,
dilakukan melalui:

a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang; dan :

b.” Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat
dalam RTR, RZ KAW, atau RZ KSNT, sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 136 ayat (1) huruf a pada
Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah
yurisdiksi dilakukan melalui Persetujan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
diberikan  dengan tahapan dan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 119
Pasal 120, dan Pasal 121. :

Persetujuan Kesesuvaian Kegiatan Pemanfaatan Kuang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diberikan  dengan tahapan dan  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 123,
Pasal 124, dan Pasal 128.

Persetuinan Kesesuaian Kegia‘an Pemanfaatan Ruang
Laut scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
dengan tahapan dan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 126, Pasal 127, dan
Pasal 128.

Pasal 13S.
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Pasal 138

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang belum
termuat dalam RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1)
huruf b, dilakukan melalui Rekomendasi Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat juga berupa:

a. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang di atas
tanah Bank Tanah; dan/atau

b. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang di
kawasan atau di atas tanah yang akan diberikan
hak pengelolaan untuk kegiatan yang bersifat
strategis nasional.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang di atas hak pengelolaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wmengacu
kepada rencana induk kawasan.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang belum
termuat dalam RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1)
huruf b pada Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan
wilayah yurisdiksi, dilakukan melalui Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemaniaalan Ruang Laut.

Pasal 139

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan yang Dbersifat strategis -nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1)
dilaksanakan dengan tahapan:

a.
b.

pendaftaran;

penilainn dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan
Ruang terhadap RTR, RZ KAW, dan KZ KSNT; dan

penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

Pasal 140 . ..
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Pasal 140

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139
huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:

a. koordinat lokasi;

b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan
Ruang;

informasi penguasaan tanah,;
informasi jenis kegiatan,;

rencana jumlah lantai bangunan;
rencana luas lantai bangunan;

dokumen prastudi kelayakan kegiatan
Pemanfaatan Ruang; dan

h. rencana teknis bangunan darn/atau rencana
induk kawasan.

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan mempertimbangkan tujuan Penyelenggaraan
Penataan Ruang untuk mewujudkan ruang yang
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemantaatan
Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis iiasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan memperhatikan  pzrtimbangan  teknis
pertanahan.

Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terkait lokasi kegiatan
dilaksanakan oleh kantor pertanshan.

Kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan
teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak
pendaftaran atau opembayaran penerimaan negara
bukan pajak. :

Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan
pertimbangan teknis dalam  jangka  waktu
sebagaimana dimaksud pada avat (5) kantor
pertanahan dimaksud dianggap “telah memberikan
pertimbangan teknis pertanahan.

R ™0 20

(7) Berdasarkan . . .
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Berdasarkan kajian sebagaimana dimeaksud pada
ayat (2) dan pertimbangan teknis pertanahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri
menerbitkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7, paling
sedikit memuat:

a. lokasi kegiatan;

jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;

koefisien dasar bangunan;

koefisien lantai bangunan;

o e T

informasi indikasi program Pemanfaatan Ruang
terkait; dan

f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan
Ruang.

Pasal 141

Jangka waktu penerbitan Rekomendasi Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 139 huruf c paling lama 20 (dua puluh)
Hari dihitung sejak pendaftaran atau pembayaran
penerimaan negara bukan pajak.

Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan
atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri dianggap telah
memberikan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

Pasal 142

Setelah memperoleli Rekomendasi Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang
bersifat strategis -nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 141 ayat (1), pemohon dapat melakukan
kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(2) Kegiatan . . .
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(2) Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksnd
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 143

(1) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan
Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di
lmar kehutanan berlaku ketentuan peraturan
perurndang-undangan di bidang kehutanan.

(2) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada
Kawasan Hutan yang mengalami perubahan
peruntukan dan fungs: serta belurn dimuat dalam
RTR, maka kegiatan pemanfaatan ruang
dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(3) Rekcmendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai
tahapan dan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 139 dan Pasal 140.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Sinkronisasi Pregram Pemanfaatan Ruang

Pasal 144

(1) Pelaksandan sinkronisasi prograch Pemanfaatan
Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97
buruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan
Ruang yang dilaksanakan oleh Pemeriniah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
b. RTR pulau/kepulauan;

c. RTRKSN. ..
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c. RTRKSN;
d. RZ KAW,; dan
e. RZ KSNT.

Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan
Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap:

a. rencana tata ruang wilaysh provinsi,
b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan/atau
c. rencana tata ruang wilayah kota.

Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan
Ruang dilakukan berdasarkan indikasi programn
utama yang termuat dalam RTR sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan Luruf c,
serta ayat (3). '

Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan
Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi
prograin utama dengan program sektoral dan
kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan
secara terpadu.

Pasal 145

Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang
menghasilkan dokumen.

a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka
menengah 5 (lima) tahunan; dan

b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka
pendek 1 (satu) tahunan.

Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
masukan untuk penyusunan rencana pembangunan
dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka
revisi RTR.

Pasal 146 . ..



SK No (093630 A

o

RICIs
na;.( &

2

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-116 -

Pasal 146

(1) Ketentuan Ilebih lanjut mengenai pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau
pelaksanaan sinkironisasi program Pemanfaatan
Ruang diatur dengan Peraturan Menteri.

(2) Ketentuan lebik lanjut mengenai pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laat diatur
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelauvtan.

BAB IV
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 147

(1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan
untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai
dengan RTR.

(2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayet (1) dilaksanakan untuk
mendorong setiap Oraiig agar:

a. menaati RTR yang telah ditetapkan,;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam
persyaratan Kesesuaian Xegiatan Pemanfaatan
Ruang. '

Pasal 148

Pengendalian Pemanfaatan. Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 147 dilakukan melalui:

a. penilaian . . .
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penilaian pelaksanaan Kzsesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan pernyatean mandiri pelaku
UMK,

penilaian perwujudan RTR;
pemberian insentif dan disinsentif;
pengenaan sanksi; dan

penyelesaian sengketa Penataan Ruang.

Bezgian Kedua

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemantaatan Ruang

(1)

(2)

(1)

SK No 093631 A

Pasal 149
Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk
memastikan:

a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian
Kegiatan Pernanfaatan Ruang; dan

b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Penilaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku
UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran
pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK.

Pasal 150
Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 149 ayat (1)
huruf a dilakukan pada periode:

a. selama pembangunan; dan

b. .pasca pembangunan.

(2) Penilaian . . .
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Penilaian pada periode selama pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan untuk memastikan kepatuhan
pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Penilaian pada periode selama pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan paling landbat 2 (dua) tahun sejak
diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang.

Penilaian pada periode pasca pembangunan
sebagaimana: dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan untuk memastikan . kepatuhan hasil
pembangunan dengan ketentuan dokumen
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Calam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian
Kegiatan Pemanfzatan Ruang, pelaku Kkegiatan
Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan
penyesuaian.

Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2)
ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang
dibuat oleh pelaku UMK, dilakukan pembinaan oleh
kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah.

Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan. pengenaan
sanksi sesnai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 151

Hasil penilaian pelaksanaan ketentusn-dalam dokumen
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan. Ruang pada periode
selama  pembangunan dan pasca pembangunan
sebagaumana dimaksud dalam Pasal 150 dituangkan
dalam bentuk tekstual dan spasial.

‘Pacal 152 . .-.
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Pasal 15

Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen
Kesesua.an Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan
oleh Menteri.

Penilaian fpelaksanaan ketentuan dalam dokumen
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
didelegasikan kepada gubernur, bupati, atau wali
kota sesuai kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 153

Penilaian pémenuhan prosedur perolehan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal- 149 ayat (1) huruf b dilakukan untuk
memastikan keépatuhan pelaku pembangunan/
pemohon terhadap tahapan dan persyaratan
perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan
dan/atau diperoleh dengar. tidak melalui prosedur
yang benar, batal demi hukum.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak
sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR ' dapat
dibatalkan ~oleh instansi pemerintah yang
menerbitkan  Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang.

Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat
pembatalan sebagaimana aimaksud pada ayat (3),
dapat dimintakan ganti keiugian yang layak kepada
instznsi ‘pemerintah yang ‘inenerbitkan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(5) Ketentuan . . .
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 154

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan
hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 sampai dengan
Pasal 153 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

_Pasal 155

Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 148 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan
rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

Pasal 156

(1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan
rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 155 dilakukan dengan:

a. perilaian tingkat perwujudan rencana Struktur
Ruang; dan \ )

b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola
Ruang. '

(2) Penilaian pervujudan rencana Struktur Ruang dan
rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaknkan terhadap:

a. kesesuaian program,;
b. kesesuaian iokasi; dan-
¢. kevesuaian waktu pelaksasiaan  kegiatan
Pemanfaatan Ruang.
(3) Penilaian . . .
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Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan
prograin pembangunan pusat-pusat permukiman dan
sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur
Ruang.

Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan
program pengelolaan lingkungan, pembangunan
berdasarkan Perizinan Berusaha, dan hak atas tanah
terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 157

Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur

Ruang sebagaimana dimalksud dalam Pasal 156

ayat (3) berisikan:

a. 1muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud;

b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum
terwujud; dan

c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak
sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.

Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Pola
Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156
ayat (4) berisikan:

a. muatan rencana Pola Ruang yang terwujud,;
b. muatan rencana Pola Ruang yang belum
terwujud; dan

c. pelaksanaan program perabangunan yang tidak
sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.

Tingkat perwu;udan rencana Struktur Ruang
sebagaimana- dilraksud pada ayat (1} dan tingkat
perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk
tekstual dan spasial.

Pasal 158 . ..
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Pasal 158

Terhadap hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 151 dan hasil penilaian perwujudan RTR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, dilakukan
pengendalian implikasi kewilayahan untuk
terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah
sebagaimana tertuang dalam RTR.

Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
membatasi:

a. konsentrasi Pemanfaatan Ruang tertentu pada
wilayah tertentu yang tidak sesuai - dengan
skenario perwujudan RTR; dan

b. dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu.

Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:

a. zona kendali; atau
b. zone yang didorong.

Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a merupakan zona dengan koasentrasi kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi Kkegiatan
Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan
berpotensi melampaui daya dukung dan daya
tampung.

Zona yang cidorong sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b'merupakan zona dengan konsentrasi
kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi
kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat
rendah .yang perlu ditingkatkan perwujudannya
sesuai dengan RTR.

Pacal 159

Terhadap 2zona kendali dan 2zona yang didororng
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3), dapat
disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 160 . . .
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Pasal 160

(1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik
dan terus-menerus.

(2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam S (lima)
tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum
peninjauan kembali RTR.

(3) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat
strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 161

Penilaian perwujudan RTR dilakukan oleh Pemerintah
Pusat dan  Pemerintah  Daerah  sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 162

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian
perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155
sampai dengan Pasal 161 diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 163

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 148 huruf c diselenggarakan untuk:

a. meningkatkan . . .
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meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai
dengan RTR;

memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar
sejalan dengan RTR; dan

meningkatkan kemitraan semua pemangku
kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang
sejalan dengan RTR.

Pasal 164

Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada
pelaku  kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
mendukung perwujudan RTR.

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:

a. menindaklanjuti pengendalian implikasi
kewilayahan pada zona kendali atau zona yang
didorong; atau

b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau
rencarna strategis nasional.

Paragraf 2

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

(1)

(2)

Pasal 165

Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi,
mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau
memkberikan percepatan terhadap kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada
zona yang perlu didorong pengembarngannya.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
be: upa:

a. insentif fiskal; dan/atau

b. insentif nonfiskal.

Pasal 166 . ..
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Pasal 166

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 165 ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian
keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan
negara bukan pajak.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) cdilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165
ayat (2) huruf b dapat berupa:

oo o

5 0

(1)

(2)

pemberian kompensasi;
subsidi;

imbalan;

sewa ruang;

urun saham;

fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang;

penyediaan prasarana dan sarana;
penghargaan; dan/atau
publikasi atau promosi.

Pasal 168
Insentif dapat diberikan oleh:

a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;

b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah
lainnya; dan

c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
kepada Masyarakat.

insentif- dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat berupa:

a. subsidi . . .
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subsidi;

penyvediaan prasarana dan sarana di daerah;
pemberian kompensasi,

penghargaan; dan/atau

publikasi atau promosi daerah.

(3) Insentif dari Pemnerintah Daerah kepada Pemerintah
Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dapat berupa:

a. pemberian kompensasi,

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
c. penghargaan; dan/atau

d. publikasi atau promosi daerah.

(4) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf ¢ dapat berupa:

(._‘. :...P.-

® oo a0 o

pemberian liéringanan pajak dan/atau retribusi;
subsidi;

pemberian kompensasi;

imbalan,;

sewa ruang;

urun saham;

fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang;

penyediaan prasarana dan sarana;
penghargaan; dan /atau

publikasi atau promosi.

Pasal 169

Jenis, besaran, dan mekanisme pemberian keringanan
pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal i66 ayat (1) paling
sedikit mempertimbangkan:

a. jenis . . .
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jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;

tingkat kerentanan atau keberlanjutan kawasan atau
bangunan; dan

nilai tambah kawasan.

Pasal 170

Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 167 huruf a merupakan perangkat balas jasa
kepada Masyarakat atas penyediaan prasarana,
fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka
publik yang melebithi ketentuan minimal yang
dipersyaratkan.

Bentuk, besaran, dan mekanisme pemberian
kompensasi paling sedikit mempertimbangkan:

a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;

b. nilai jasa yang diberikan; dan

c. kebutuhan penerima kompensasi.

Pasal 171

Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167
huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau
nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan
komponen ruang tertentu yang diprioritaskan atau
rehabilitasi kawasan pasca bencana alam.

Bentuk, besaran, dan mekanisme subsidi paling
sedikit mempertimbangkan:

a. skala kepentingan,;

b. dampak program pembangunan prioritas;

C kapasitas kelembagaan; dan

d kebutuhan penerima subsidi.

Pasal 172

Imbalan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 167
nuruf ¢ merupakan perangkat belas jasa terhadap
kegiatan Femanfaatan Ruang yang memberikan nilai
tambah pada jasa lingkungan.

Besaran dan mekanisme imbalan paling sedikit
mermpertimkangkan:

a. jenis . . .
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jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
kebutuhan penerima imbalan;

nilai tambah terhadap jasa lingkungan; dan
biaya upaya pelestarian lingkungan hidup.

a o oo

Pasal 173

Sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167
huruf d merupakan penyewaan tanah dan/atau
ruang milik negara dan/atau daerah kepada
Masyarakat dengan tarif di bawah harga normal
dalam jangka waktu tertentu.

Besaran dan mekanisme sewa ruang paling sedikit
mempertimmbangkan:

a. perningkatan nilai kemanfaatan ruang;

biaya dan manfaat;

ketersediaan sumber daya;

kapasitas kelembagaan; dan

kebutuhan psnerina.

°© oo o

Pasal 174

Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167
huruf e merupakan penyertaan saham oleh
Pemerintah Pusat dan/aiau Pemerintah Daerah
untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di
lokasi tertentu.

Besaran dan mekanisme urun saham paling sedikit
mempertimbangkan:

a. nilai strategis kegiatan Pemanfaatan Ruang
terhadap pengembangan wilayah dan kawasan;
nilai aset dan peluang pengembangan;

biaya dan manfaat;

kapasitas kelembagaan; dan

kebutuhan penerima.

NS

Pasal 175 . ..
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Pasal 175

Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 167 huruf f di Perairan Pesisir, wilayah
perairan, dan wilayah yurisdiksi diberikan oleh
Pemerintah Pusat kepada Masyarakat Tradisional dan
Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan
Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari.

Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

a. bermata pencaharian pokok sebagai nelayan
dengan alat penangkapan ikan @ statis,
pembudidaya ikan atau petambak garam;
dan/atau

b  menghasilkan produks; ataﬁ memiliki
. penghasilan tidak lebih dari nilai rata-rata upah
minimum provinsi.

Selam memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), untuk pembudidaya ikan dan
petambak garam, wajib berdomisili di wilayah pesisir
dan/atau pulau-prlau kecil paling singkat 5 (lima)
tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh)
tahun tidak berturut-turut.

Masyarakat Tradisicnal dan Masyarakat Lokal yang
mempercleh  fasilitasi  Persetyjuan  Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh bupati/wali
kota.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan berdasarkan hasil identifikasi Masyarakat
Tradisional dan Masyarakat Lokal yang disampaikan
oleh lLrah/kepala desa .nelalui camat.

Fasilitasi -Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut untuk Masyarakat
Tradisional dan'~ Masyarakat Lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk kegiatan:

a. perikanan . . .
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a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan
ikan statis;

b. perikanan budidaya menetap;

Cc. pergaraman;

d. wisata bahari; dan/atau

e. permukiman di atas air.

Fasilitasi Persetujuan Kesesuaizn Kegiatan

Pemanfaatan Ruang Laut yang diiakukan di dalam
Kawasan Konservasi di Laut dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 176

Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 167 huruf g merugakan
bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk
mendorong pengembangan wilayah dan kawasan
sesuai dengan RTR.

Bentuk ‘dan mekanisme penyediaan prasarana dan
sarana paling sedikit mempertim»angkan:

a. kebutuhan jenis prasarana dan sarana;
b. ketersediaan sumber daya; dan

c. kemitraan

Pasal 177

Pemberiarn penghargaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 167 huruf L. merupakan pengakuan
terhadap kinerja Penyelenggaraan Fenataan Ruang
yang- berkualitas dan/atau parisipasi Masyarakat
dalam perwujudan RTR.

Bentuk penghargaan paling sedikit
mempertimbangkan:

a. kebutuhau penerima; dan

b. nilai manfsat.

Pasal 178 . ..
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Pasal 178

Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 167 huruf i merupakan penyebarluasan
informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas
melalui media cetak, media elektronik, maupun media
lainnya.

Bentuk publikasi atau promosi paling sedikit
mempertiinbangkan:

a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
b. lokasi kegiatan; dan
c. keberdayagunaan dan keterhasilgunaan.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Peraberian Disinsentif

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 179

Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah
dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam
hal berpotensi melampaui dava dukung dan daya
tampung lingkungan.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:

a. disinsentif fiskal; dan/atau

b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 180

Disinsendtif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
179 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak
dan/atau retribusi yang tinggi.

Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana -dimaksud
pada ayat (1) dilaksarakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 181 ...
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Pasal 181

Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 179 ayat (2) huruf b dapat berupa:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(4)

kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;

pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
dan/atau

pemberian status tertentu.

Pasal 182

Disinsentif dapat diberikan oleh:
a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;

b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah
lainnya; dan . .

c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
kepada Masyarakadt.

Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat diberikan dalam bentuk:

a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di
daerah; dan/atau :

b. pemberian status tertentu.

Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan
penyediaan prasarana dan sarana.

Disinsentif dari® Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dapat berupa:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;

b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
dan/atau

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 183 ...
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Pasal 183
Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4)
huruf a dapat diberikan kepada pelaku kegiatan
Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang memiliki
nilai ekonomi tinggi yang hampir atau telah
melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan.
Jenis, besaran, dan mekanisme pengenaan pajak
dan/atau retribusi yang tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
mempertimbangkan:
a. pelaku kegiatan;
b. jenis kegiatan Pemanfaatan kuang;

c. tingkat kerentanan atau keberlanjutan kawasan
atau bangunan; dan

d. efektivitas dampak pemberian pengenaan pajak
dan/atau retribusi yang tinggi.

Pasal 184

Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4)
huruf b merupakan kewajiban memberikan ganti
kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat
dampak negatif Pemanfaatan Ruang.

Bentuk, besaran, dan mekanisine kewajiban memberi
kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedirxit mempertimbangkan:

a. dampak yang ditimbulkan; dan

b. kebutuhan penerima kompensasi atau imbalan.

_Pasal 185

Pembatasan penyediaan - prasarana dan sarana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4)
huruf ¢ merupakan pembatasan penyediaan jaringan
transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau
prasarana dan sarana lainnya pada Kawasan
tertentu. ’

(2) Bentuk . . .
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Bentuk dan mekanisme pembatasan penyediaan
prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:

a. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
pembatasan penyediaan prasarana dan sarana,
dan

b. standar pelayanan.

Pasal 186

Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 182 ayat {2) huruf b merupakan
pelekatarn. predikat atau keterangan tertentu pada
kawasan rawan bencana dan/atau Pemerintah
Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan
Penataan Ruang rendah. o

Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan.

a. hasil kajian dan/atau kejadian bencana;
dan/atau

b. hasil penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan
Ruang.

Pasal 187

Ketentuan lebih lanjut mengenrai insentif nonfiskal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dan
disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 182 diatur dengan Peraturan Menteri dan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
emerintahan di bidang kelautan sesuai dengan
kewenangannya.

Pemberian insentif nonfiskal dan disinsentif nonfiskal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidarg yang terkait dengan
insentif dan disinsentif yang diberikan.

Bagian . . .
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Bagian Kelima
Pengenaan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 188

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 148 huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 189

Sanksi administratif sebagaimana duraksud dalam
Pasal 188 dikenakan kepada setiap Orang yang tidak
menaati RTR yang clah  ditetapkan yang
mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit Tata
Ruang. ‘ " ‘

Dalam hal terdapat perubahan fungsi ruang Laut,
pemeriksaan fungsi ruang Laut dilaksanakan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.

Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan:

a. keputusan Menteri untuk hasil audit. Tata Ruang
yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat; ..

b. keputusan gubernur untuk hasil auvdit Tata
Ruang yang dilakukan olch Pemerintah Daerah
provinusi; atau _

c. keputusan bupati/wali kota -uncuk hasil audit
Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota.

(6) Dalam . . .
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Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata
Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri
sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai
kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Tata Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri dan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 190

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 188 dikenakan juga kepada Orang yang tidak
mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) aapat langsung dikenakan tanpa melalui
proses audit Tata Ruang.

Pasal 191

Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang
mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dan tidak mematuhi
ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) meliputi:

a.

b.

(1)

Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau

Pemanfaatan Ruang yang tidal: memaiuhi ketentuan
dalam rauatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang.

Pasal 192

Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
191, sanksi administratif dapat dikenakan kepada
setiap Orang yang menghalangi akses terhadap
Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(2) Perbuatan . . .
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Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara
sementara maupun permanen.

Dalam hal Pemnanfaatan Ruang Laut, sanksi
administratif dikenakan terhadap:

a.

penggunaan dokumen Persetuji:an Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau
konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;

tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau
penempatan bangunan dan instalasi di Laut
kepada meateri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan;

tindakan tidak menyampaikan laporan ter:ulis
secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan:

pelaksanaan Persetujucn Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai
dengan RTR, RZ KAW, dan/atau RZ KSNT,
dan/atau

pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut yang inengganggu
ruang penghidupan dan akses nelayan Kkecil,
nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.

Pasal 193

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

a.

SK No 093651 A

hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

hasil Pengawasan Penataan Ruang;

hasil audit Tata Ruang; dan/atau

pengaduan pclanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 194 ...
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Pasal 164

Pengenaan sanksi adiministratif dilakukan olek
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya.

Dalam hal bupaid/wali kota tidak melaksanakan
pengenaan  sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua)
bulan setelah adanya penctapan pengenaan sanksi
administratif, gubernur mengambil alih pengenaan
sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh
bupati/wali kota.

Dalam hal gubernur tidak melaksanakan pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud padz
ayat (2) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setélah
adanya penetapan pengenaan sanksi administratif
oleh bupati/wali- kota, Menteri mengambil alih
pengenaan  sanksi administratif yang tidak
dilaksanakan oleh gubernur.

Paragraf 2

Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

(1)

Pasal 195

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 188 berupa:

a. peringatan tertulis;

denda administratif;

penghentian sementara kegiatan;

penghentian sementara pelayanan umum;
penutupan lokasi;

pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang;

g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pcmanfaat.;m
Ruang;

~o a0

h. peinbongkaran . .
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h. pembongkaran bangunan; dan/atau
1. pemulihan fungsi ruang.

Pengenaan  sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanaa
pemberitahuar: nelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan
inelalui  koordinasi dengan kementerian/lembaga
dan/atau perangkat daerah sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 196

Sanksi administratif terl:adap pelanggaran Pcmantaatan
Ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

a.

b.

besar atau kecilnya dampak yang ditiinbulkan akibat
pelanggaran Pemanfaatan Ruang:

nilai manfaat pengenaan- sanksi yang diberikan
terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau

kerugian publik yang ditimbuikan akibat pelanggaran
Pemanfaatan Ruang.

Pasal 197

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 195 dilaksanakan melalui tahapan:

a.
b.

S0 oo 0

pelaksanaan inventarisasi }<asus;

pengumpulan dan pendal aman materi, data, dan
informast;

penyvusunan kajian teknis dan kajian hukum,;
penetapan tindakan sanksi;

penyelenggnraan forum sosialisasi; dan

pengenaan sanksi.administratif.

Paszal 1.98 ..
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Pasal 198

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 195 ayat (1) huruf a dilakukan melalui
penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang
berwenang.

Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat:

a. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;

b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan
teknis Pemanfaatan Ruang; dan

c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan
apabila tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
Dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejabat yang
berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan
sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195
ayat (1) huruf b sampai deiigan huruf i sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 199

Denda administratif sebagaimana dimaksud. dalam
Pasal 195 ayat (1) huraf b dapat dikeniakan secara
tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan
sanksi administrat:f lainnya. B

Penghitungan denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan: :

4. nilai jual objek pajak;

b. luas lahan dan luas bangunan;

c. indeks kawasan; dan/atau

d. Dbesar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.:

(3) Denda . . .
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(3) Denda administratif dapat berupa denda progresif
yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi
ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.

(4) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih
lanjut dalam peraturar: kepala daerah.

Pasal 200

Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Kuang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) huruf f
dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatea Pemanfaatan
Ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

Pasal 201
Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatar Ruang
sebagaimana dimsaksud dalam Pasal 195 ayat (1) huruf g

dilakukan dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang tidak diperoleh dengan prosedur yang benar. .

Pasal 202

(1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 195 ayat (1) huruf i merupakan upaya
untuk merehabilitasi ruang agar dapat kembali sesuai
dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.

(2) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilakukan apabila terbukti adanya
perubahan fungsi ruang yang diakibatkan oleh
Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR.

(3) Perulihan fungsi ruang scbagaimana dimaksud pada
ayat (2! menjadi tanggung jawab pihak yang
melanggar.

(4) Biaya pemulihan fungsi riaang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari denda
administratif.

(5) Dalam . . .
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(5) Dalam hal pihak yang melangar dinilai tidak mampu
membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan
penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan
pengenaan disinsentif pada pihak yang melanggar.

Pasal 203

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan
basis data pengenaan sanksi administratif sebagai
bagian dari pengembangan basis data dan informasi
digital bidang Penataan Ruang.

(2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses
peninjauan kembali dan/atau revisi RTR.

Pasal 204

(1) Revisi RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94
ayat (2) huruf b tidak dimaksudkan untuk
pemutihan.

(2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mesupakan tindakan mengakcmodasi pelanggaran
Pemanfaatan Ruang dalam revisi RTR tanpa terlebih
dahulu mengenakan sarksi kepada pelaku
pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah terbukti melakukan

pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka dilakukan pengurangan dana alokasi khusus.

Pasal 205

Ketentuan lehih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanks1 administratif bidang Penataan Ruang diatur dengan
Peraturan Menteri dan peraturan ~menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelauran sesuai dengan kewenangannya.

Bagian . . .
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Bagian Keenam

Sengketa Penataan Ruang

Pasal 206

Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan
antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan
Penataan Ruang.

Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} yaitu antarorang perseorangan, antara
Pemerintah Pusat dan  Pemerintah Daerah,
antarPemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama
diupayakan berdasarkan prinsip niusyawarah untuk
mufakat.

Pasal 207

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 206 ayat (3) tidak diperoleh
kesepakatan, para pihak dapat menempuii upaya
penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar
pengadilan sesuai dengan . ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau
konsiliasi.

Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan upaya penyelesaian sengketa antarkedua
belah pihak yang bersengketa.

Mediasi = sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan upaya penyelesaian sengketa yang
melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang
mengoordinasikan pihak yang bersengketa.

(S) Konsiliasi . . .
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(3) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan upaya penyelesaian sengketa yang
melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi
untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian
sengketa Penataan Ruang diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 2C8

Dalam hal sengketa Penatazn Ruang terjadi akibat edanya
perbedaan kebiiakan pengaturan antartingkatan
pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat
mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum
Penataan Ruang.

BABV
PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 209
Pengawasan Penataan Ruang diselenggataken untuk:

a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan
Penataan Ruang;

0. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang
Penataan Ruang; dan

c. meningkatkan Xkualitas Penyelenggaraan Penataan
Ruang.

Pasal 210. ..
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Pasal 210

Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kegiatan pengamatan terhadap
Penyelenggaraan Penataan Ruang secara langsung,
tidak langsung, dan/atau berdasarkan informasi dari
Masyarakat.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kegiatan penilaian terhadap tingkat
pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara
terukur dan cbjektif.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (%)
merupakan kegiatan penyampaian hasil evaluasi.

Pasal 211

Pengawasan Penataan Ruang- sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 210 dilakukan secara berkala setiap 2 (dua)
tahun sejak RTR ditetapkan.

Bagian Kedua

Lingkup Pengawasan Penataan Ruang

(1)

Pasal 212

Pengawasan Penataan Ruang dilakukan terhadap
kinerja:

.a. Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan

Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan
Ruang;

b. fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan

Ruang; dan

c. pemenuhan standar pelayanan bidang Penataan

Ruang dan standar teknis Penataan Ruang
Kawasan.

(2) Pengawasan . . .
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Pengawasan Penataan Ruang Laut dilakukan
terhadap Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 213

Standar pelayanan bidang Penataan Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 avac (1)
huruf ¢ meliputi aspek:

a. Perencanaan Tata Ruang;
b. Pemanfaatan Ruang; dan
c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Standar pelayanan bidang Penataan Ruang dalam
aspek Perencanaan Tata Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit
mencakup Konsultasi Publik dalam penyusunan RTR
dan proses persetujuan substansi.

Standar pelayanan' bidang Penataaan Ruangvdélam
aspek Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b paling sedikit mercakup:

a. penyediaan dan penyebarluasan informasi RTR;
b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
c. pemenuhan ruang terbuka hijau publik.

Standar pelayanan bidang Penataan Ruang dalam
aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c paling seaikit
mencakup pengaduan pelanggaran Pemanfaatan
Ruang.

Pasal 214

Standar = pelayanan  bidang Penataan Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 212 ayat (1)
hurui ¢ mencakup standar " pelayanan bidang
Penataan Ruang provinsi dan standar pelayanan
bidang Penataan Ruary kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjui mengenai standar pelayanan
bidang Penataan Ruang diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 215 . ..



SK No (093661 A

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

5 ,

5"(4@#

33
,“Et

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -
Pasal 215

Standar  teknis Penataan Ruang Kawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1)
huruf ¢ merupakan ketentuan teknis yang
menunjukkar. perwujudan kinerja fungsi suatu
Kawasan yang sesuai peruntukan.

Standar  teknis Penataan Ruang Kawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
ketentuan spasial dalam pengembangan kegiatan
sektor di suatu Kawasan.

Kinerja fungsi suatu Kawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kondisi yang diinginkan
atau dituju dalam pengembangan Kawasan.

Standar teknis Periataan Ruang Kawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam bentuk daftar periksa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis
Penataan Ruang Kawasan diatar dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 216

Menteri, ménteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidahg kelautan, gubernur, dan
bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penataan
Ruang sesuai dengan kewenangannya.

Menteri dan menteri yang men3;elenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lelautan sesuai dengan
kewenangannya melakukan Pengawasan Penataan
Ruang terhadap kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 212 yang dilakukan oleh gubernur.

(3) Gubernur. . .
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Gubernur melakukan Pengawasan Penataan Ruang
terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 212 yang dilakukan oleh bupati/wali kota.

Dalam hal gubernur tidak melakukan Pengawasan
Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Ment=ri dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan sesuai
dengan kewenangannya dapat mengambil alih
Pengawasan Penataan Ruang yang tidak dilakukan
oleh gubernur.

Terhadap gubernur yang tidak melakukan
Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dapat mengenakan sanksi sesuai dengarn
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 217

Dalam me¢laksanakan Pengawasan Penataan Ruang,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat
membentuk inspektur pembangunan sesuai dengan
kewenangannya.

Inspektur pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas aparatur sipil negara dan
non-aparatur sipil negara.

Dalam melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang
Laut, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dapat membentuk
pengawas kelautan.

(4) Inspektur . . .
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Inspektur pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan pengawas kelautan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berwenang:

a. melakukan pemantauan dan evaluasi
Pemanfaatan Ruang atau Pemanfaatan Ruang
Laut;

b. meminta keterangan,;

c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat
catatan yang diperlukan;

d. memasuki tempat atau lokasi tertentu;
e. memotret;
f. membuat rekaman audio visual,

g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan
sarana pendukungnya;

h. menghentikan pelanggaran tertentu; dan
1. melakukan tindakan lain yang diperlukan.

Dalam melaksanakan tugasnya, inspektur
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan pengawas kelautan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat berkoordinasi dengan penyidik pegawai
negeri sipil.

Ketentuan lebih  lanjut mengenai inspektur
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawas kelautan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.

Pasal 218 . ..
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Pasal 218

Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang di kawasan
pesisir sebagai kawasan peralihan antara darat dan laut
dilakukan secara terpadu oleh Menteri, menteri yang
menyelenggarukan urusan pemerintahan di bidang
kelautan, dan menteri atau kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintaban terkait lainnya.

(1)

(2).

Pasal 219

Masyarakat dapat membantu Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengawasar
Penataan Ruang. -

. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan

Penataan. Ruang yang dilakukan oleh Masyarakat,
Pemerintah  Pusat atau Pemerintah  Daerah
menyediakan sarana penyampaian laporan dan/atau
aduan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengawasan Khusus Penataan Ruang

(1)

(2)

Pasal 220

Dalam hal terdapat kordisi khusus dari hasil
Pengawasan Penataan Ruang dan/atau laporan atau
aduan. Masyarakat yang bcrsifat mendesak untuk
ditindaklanjuti, dilakukan pengawasan khusus
Penataan Ruang.

Pengawasan khusus sebagaimana dimeksud pada
ayat (1) meliputi kegiatan:

a. merekonstruksi terjadinya kondisi khusus;
b. menganalisis Gampak dan prediksi; dan

c¢. merumuskan alternatif penyelesaian kondisi
khusus.

Pasal 221 . ..
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Pasal 221

Pengawasan Penataari Ruang menghasilkan laporan
yang memuat:

a. kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang
bernilai baik;

b. kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang
bernilai sedang; dan

c. kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang
bernilai burul.

Terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang
bernilai baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dapat diberikan penghargaan.

Terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang
yang bernilai sedang dan buruk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat
diberikan dukungan peningkatan kinerja
Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pembinaan
Penataan Ruang.

Pasal 222

Ketentuann lebih lanjut, mengenai tata cara
Pengawasan Penataan Ruang  diatur  dengan
Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
Pengawasan Penataan. Ruang Laut diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintaharn di bidang kelautan.

BAB Vi . ..
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BAB VI

PEMBINAAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 223

Pembinaan Penataan Ruang diselenggarakan melalui:

a.

b.

(3)

(4)

peningkatan kualitas dan efektifitas Penyelenggaraan
Penataan Ruang; dan

peningkatan beraﬁ Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 224

Pemerintah Pusat melakukan Pembinaan Penataan
Ruang kepada Pemerintah Daerah  provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat.

Pemerintah Pusat melakukan pembinaan - teknis
dalam  kegiatan Perencanaan Tata  Ruang,
Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan/ateau Pengawasan Penataan Ruang
kepada Pemerintah Daerah.

Pemerinteah Pusat memberikan bantuan teknis dalam
kegiatan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan
Ruaung, Pengendalian Pemanfaatan’ Ruang dan/atau
Pengawasan Penataan Ruang kepada Pemerintah
Daerah.

Pemerintah Daerah provinsi melakukan pembinaan
kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan
Masyarakat. '

(5) Pemerintah . . .
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(5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan
pembinaan kepada Masyarakat.

(6) Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan
Pembinaan Penataan Ruang untuk mencapai tujuan
Pembinaan Penataan Ruang.

Pasal 225

(I) Pembinaan Penataan Ruang diselenggarakan secara
sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
dan Masyarakat.

(2) Pembinaan Penataan Ruang dapat diselenggarakan
dengan kerja sama antara:

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daeral.; dan

b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemierintah Daerah
dan Masyarakat.

Bagian Kedua

Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang

Pasal 226

(1) Bentuk Pembinaan Penataan Ruang meliputi:
koordinasi Penyelenggaraan Pem.{taan Ruang;

sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
pedoman bidang Penataan R:iang;

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
Pelaksanaan Penataan Ruang;

d. pendidikan dan pelatihan;

e. penelitian . . .
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e. penelitian, kajian, dan pengembangan;,

f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi
Penataan Ruang;

g. penyebarluasan informasi Penataan Ruang
kepada Masyarakat;

h. peningkatan pemahaman dan tanggung jawab
Masyarakat; dan/atau

i.  pengembangan profesi perencana Tata Ruang.

Pelaksanaan Pembinaan Penataan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf h dilakukan secara sinergis oleh
Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan, gubernur, bupati,
wali kota sesuai dengan kewenangannya, dan
Masyarakat.

Pelaksanaan pengembangan profesi perencana Tata
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
dilakukan oleh Menteri.

Pasal 227

Koordinasi  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1)
huruf a merupakan upaya untuk meningkatkan kerja
sama antarpemangku kepentingan dalam

Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Koordirasi  Penyelenggaraan Penataan Ruang
dilakukan melalui koordinasi dalam satu wilayah
administrasi, koordinasi antardacrah, dan koordinasi
antartingkatan pemeriztahan.

(3) Koordinasi . . .
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(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan melalui fungsi koordinasi dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

(4) Ketentuan Ilebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan fungsi koordinasi dalan:
Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri dan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 228

(1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan
pedoman bidaing Penataan Ruang sebagaimanga'
dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) huruf b
merupakan upaya penyampaian secara interaktif
substansi peraturan perundang-undangan dan
pedoman bidang Penataan Ruang.

2) Sosialisasi peraturan perlindang-undangan dan
pedoman bidang Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tatap
muka, media elektronik, media cetak, dan media
lainnya.

Pasal 229

Pemberian  bimbingan, supervisi, dan konsultasi
Pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimzna dimaksud
dalam Pasal 226 ayat (1) huruf ¢ merupakan upaya untuk
mendampingi, mengawasi, dan meniberikan penjelasan
kepada Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Tata
Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan  Pengendalian
Pemanfaatan Ruang.

Pasal 230 . ..
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Pasal 230

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 226 ayat (1) huruf d merupakan upaya
untuk meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melaiui:

a. penyusunan prcgram pendidikan dan pelatihan
bidang Penataan Ruang sesuai dengan
kebutuhan Pemangku Kepentingan yang menjadi
sasaran pembinaan; .

b. peﬁyelenggaraan dan fasilitasi kerja sama
pendidikan dan pelatihan bidang Penataan
Ruang; ‘

C. penerapan sistem sertifikasi dalam
penyeleriggaraan dan fasilitasi pendidikan dan
pelatihan dalam bidang Penataan Ruang; dan

d. evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan hidang
Penataan Ruang.

Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Menteri dan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan sesuai dengan
kewenanganrnya. '

Pasal 231

Penelitian, kajian, dan pengembangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) huruf e
merupakan upaya pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi untuk menghasilkan inovasi atau
penemuan baru dalam bidang Penataan Ruang.

(2) Hasil . . .
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Hasil penelitian, Kkajian, dan pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan
dalam perumusan kebijakan dan strategi, norma,
standar, prosedur, dan kriteria bidang Penataan
Ruang, serta pemanfaatan lain yang relevan.

Pasal 2232

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi
Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
226 ayat (1) huruf f merupakan upaya untuk
mengembangkan sistem informasi dan komunikasi
Penataan Ruang yang berkualitas, mutakhir, efisien,
dan terpadu.

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi
Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui penyediaan basis data dan
informasi  bidang Penataan Ruang dengan
mengembangkan jaringan sistem elektronik.

Pasal 233

Penyebarluasan informasi Penataan Ruang kepada
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226
ayat (1) huruf g merupakan upaya untuk
mempublikasikan berbagai aspek dalam Penataan
Ruaﬁg.

Penyebarluasan informasi . Penataan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksznakan
melalui media elektronik dan media ce‘ak vang
mudah dijangkau oleh Masyarakat.

Pasal 234 . ..
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Pasal 234

Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226
ayat (1) huruf h merupakan upaya untuk
menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman dan
tanggung jawab Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang.

Peningkatan .pemahaman dan tanggung jawab
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:

a. penyuluhan bidang Penataan Ruang;

b.  pemberian ceramah, diskusi umum, sayembaira,
dan debat publik;

pembentukan kelompok Mééyarakat peduli Tata
Ruang;

(&)

d. penyediaan unit pengaduan; dan

e. penyediaan media informasi.

Bagian Ketiga

Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang..

(1)

SK No 093672 A

Pasal 235

Pengembangan profesi perencana Tata Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1)
huruf i dilakukan untuk mendukung peningkatan
kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan
Ruang serta peningkatan peran Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

(2} Fengembangan . . .
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Pengembangan profesi perencana Tata Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Menteri melalui:

a. pembinaan jabatan fungsiona! bidang Penataan
Ruang bagi aparatur sipil negara; dan

b. pengembangan tenaga profesional perencana
Tata Ruang.

Pasal 235

Pembinaan  jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 235 ayat (2) huruf a dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undaigarn.

Pengembangan tenaga profesional perencana Tata
Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235
ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

pendidikan profesi;
pengembangan keprofesian berkelanjutan;

c. sertifikasi kompetensi ahli bidang Penataan
Ruang; dan

d. pemberian lisensi perencana Tata Ruang.

Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a diselenggarakan oleh lembaga pendidikan
tinggi sesuai dengdn ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengembangan keprofesian berkelanjuiar:
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
diselenggarakan cleh organisasi profesi perencana
wilayah dan kota.

(5) Sertifikasi . . .
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Sertifikasi kompetensi ahli bidang Penataan Ruang
sebagaimana dimalsud pada ayat (2) huruf c
diselenggarakan berdasarkan standar kompetensi dan
prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemberian lisensi perencana Tata Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
diselenggarakan oleh Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata
cara pemberian lisensi perencana Tata Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan
Peraturan Menteri.

BAB VII

KELEMBAGAAN PENATAAN RUA.NG

(1)

(2)

(3)

Pasal 237

Dalam rangia Penyelenggaraan Penataan Ruang
secara partisipatif, Menteri dapat membentuk Forum
Penataan Ruang.

Forum Penataan Ruang sebagaiinana dimaksud pada
ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan
pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

Menteri dapat mendelegasikan pembentukan Forum
Penataan Ruang di daerah kepada gubernur, bupati,
dan/atau wali kota.

Pasal 238 . ..
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Pasal 238

Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) di pusat terdiri
atas perwakilan dari kementerian/lembaga terkait
Penataan Ruang, asosiasi profesi, asosiasi akademisi,
dan tokol: Masyarakat.

Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 237 ayat {1) di daerah terdiri
atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi
akacemisi, dan tokoh Masyarakat.

Keanggotaan forum di pusat dan daerak yang terdiri
atas asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 239

Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan, susunan
keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata 'kerja Forum
Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Menteri.

(1)

BA3 VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 240

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  di  bidang kelautan melakukan
pengelolaan data lokasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang sesuai dengan kewenangannya.

(2) Keteatuen . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data
lokasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri dan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 241

Terhadap penerbitan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dikenakan penerimaan negara
bukan pajak.

Ketentuan mengenai jenis, tarif, dan kriteria
pengenaan penerimaan negara bukan pajak diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 242

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat
mengajukan usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang
yang dibatasi perkembangannya kepada Menteri
dengan disertai pertimbangannya.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dibatasi

perkembangannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:

a. dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan
hidup; dan/atau

b. dapat menimbulkan kerawanan sosial.

Berdasarkan usulan kegiatan yang  dibatasi
perkembangannya sebagaimana’ dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menetapkan
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dibatasi
perkembangannya di daerah kabupaten/kota.

(4) Menteri . . .
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(4) Menteri menyampaikan penetapan kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang dibatasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), kepada instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
penanaman modal.

(5) Menteri dapat merevisi daftar kegiatan yang dibatasi
perkembangannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dengan pertimbangan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

Pasal 243

(1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang
mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  hidup
dan/atau menimbulkan kerawanan sosial, Menteri
dapat membatalkan Kesesuaian - Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan/atau menertibkan kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

(2) Gubernur, bupati, dan wali kota sesuai dengan
kewenangannya dapat membatalkan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau menertibkan
kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persetujuan
Menteri.

Pasai 244

Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikar: pilihan
tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau
adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan
diskresi untuk mengatasi persoalar konkret dalam
penyelengzaraan urusan pemerintahan di  bidang
Penyelenggaraan Penataan Ruanaz.

BABIX. ..
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BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 245
Terhadap dokumen Perencanaan Ruang Laut,
pengintegrasian ke dalam RTR dilakukan dengan
ketentuan:
a. RTRL diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang

(1)

Wilayah Nasional;

RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam rencana tata
ruang wilayah provinsi;

RZ KSN diintegrasikan ke dalam RTR KSN; dan

RZ KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam
RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan
keamanan di kawasan perbatasan negara.

Pasal 246

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a.

rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi
yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah,
diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang
wilayah provinsi;

rencana ‘tata riaang Kawasen = Strategis
Kabupaten/Kota vang telah ditetapkan dengan
peraturan daerah, diintegrasikan ke dalam
rencana tiata ruang wilayah kabupaten/kota
dan/atau RDTR kabupaten /kota;

C. penyusunan . . .
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penyusunan atau penetapan rencana tata ruang
wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah
kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota
yang sedang dalam proses, dilakukan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;

penyusunan atau penetapan RDTR
kabupaten/kota yang sedang dalam proses,
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah ini;

RDTR kabupaten/kota yang telah ditetapkan
dalam bentuk peraturan daerah kabupaten/kota
setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sebelum
Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, dinyatakan
tetap berlaku;

persetujuan substansi terhadap rancangan
peraturan daerah tentang RDTR kabupaten/kota
yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini tetap berlaku dan ditindaklanjuti
dengan penetapan peraturan kepala daerah
tentang RDTR kabupaten/kota;

penyusunan atau penetapan RTR KSN yang
sedang dalam proses penetapan, dilakukan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
ini;

izin kegiatan untuk memanfaatkan ruang Laut
secara menetap di wilayah perairan dan wilayah
yurisdiksi yang telah dikeluarkan sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap
berlaku sampai dengan habis masa berlakunya
izin dan dianggap sebagai Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
dan

1. tim . . .
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i. tim koordinasi penataan ruang daerah yang
dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota tetap
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya
sampai dengan keanggotaan Forum Penataan
Ruang di daerah dibentuk dan ditetapkan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

(2) RDTR kabupaten/kota yang telah mendapat

(4)

persetujuan substansi dari Menteri namun dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung
sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku belum
ditetapkan menjadi peraturan bupati/wali kota,
ditetapkan dengan Peraturan Menteri sesuai
ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana
tata ruang wilayah kota yang telah mendapat
persetujuan substansi dari Menteri namun dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung
sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku belum
ditetapkan menjadi peraturan daerah kabupaten/kota
dan 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan
Pemerintah ini mulai berlaku belum ditetapkan
menjadi peraturan daerahh oleh bupati/wali kota,
ditetapkan dengan Peraturan Menteri sesuai
ketentuar Peraturan Pemerintah ini.

Rancangan RZ KSN yang telah selesai atau sedang
dalam proses harmonisasi diintegrasikan ke dalam
RTR KSN paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Peraturan Femerintah ini mulai berlaku.

“5) RZ KSNT . . .
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RZ KSNT yang berupa PPKT yang telah ditetapkan
dan/atau yang sudah mendapatkan izin prakarsa
diintegrasikan ke dalam RTR KSN dari sudat
kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan
perbatasan negara paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak Peraturan Pemsrintah ini mulai
beriaku.

RZWP-3-K yang sedang dalam proses penetapan,
diintegrasikan dalam revisi rencana tata ruang
wilayah provinsi paling lama 18 (délapan _belaié) bulan
terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini ;nul‘ai
berlaku.

Pasal 247

Pada saau Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
persetujuan substansi terhadap 1aneangan peraturan
daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi
yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini ditindaklanjuti dengan :integrasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana tata
ruang wilayah provinsi dengan peraturan daerah atau
ranicangan peraturan daerah tentang RZWP-3-K.

Peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang
wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan
terhitung sejak diselesaikannyé’ proses integrasi
sebagaimana dimékéi,ld pada ayat (1).

(3) Dalam . . .
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Dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi
tentang rencana tata ruang wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
ditetapkan, gubernur menetapkan rancangan
peraturan deaerah tentang rencana tata ruang wilayah
provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
diselesaikannya  proses integrasi sebagaimana
dimaksua pada ayat (1).

Dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi
tentang rencana tata ruang wilayah provinsi belum
ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ~maka dalam waktu paliag
lama 4 (empat) bulan terhitung sejak diselesaikannya
proses integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Peraturan Menteri sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah ini. -

. Pasal 248

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut diberikan berdasarkan RTRL, RZ KSNT di PPKT,
dan/atau RZWP-3-K yang telah ditetapkan sepanjang
belum diintegrasikan dengan RTR.

Dalam hal terdapa: perbedaaan antara luas Kawasan
Konservasi di Laut yang dimuat dalam RTRL, RZ
KAW, RZ KSNT, dan/atau RZWP-3-K sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas yang ditetapkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan, maka yang berlaku
adalah yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan.

. Pasal 249 . ..
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Pasal 249

Dalam hal Lembaga OSS belum dapat melaksanakan
pelayanan penerbitan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang melalui sistem OSS sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, pelayanan
penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk Perizinan Berusaha dilaksanakan secara
non-elektronik oleh Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan percerintahan di bidang
kelautan sesuai kewenangan:ya.

Pelayanan penerbitan Kesesuzian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang untuk Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sampai dengan ditetapkannya pengalihan pengelolaan
penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
ke Lembaga OSS berdasarkan Keputusan Menteri
dan keputusan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan sesuai
kewenangannya dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan
Pemerintah ini. :

Dalam hal sistem elektronik yang -diselenggarakan
oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan belum dapat
melaksanakan pelayanan penerbitan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan
nonberusaha sebagaimana dimaksud - dalam
Peraturan Pemerintah ' ini, pelayanan penerbitan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
kegiatan nonberusaha dilaksanakan secara
non-elektronik oleh Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan sesuai kewenangaunya dalam jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat! bulan sejak
berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 250 ... .
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Pasal 250

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
kegiatan dan/atau ketentuan Perencanaan Tata Ruang,
Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang, serta penertiban Pemanfaatan Ruang yang masih
dalam proses teknis dan/atau proses legalisasi
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 251

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 252
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5103); .

b. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010
tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5151); dan

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5393),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 253 . ..
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Pasal 253

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Rencana Tata Ruang Laut yang disusun berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Rencana Tata Ruang Laut diintegrasikan ke dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada saat revisi
Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional.

Pasal 254
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042); dan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6345),

dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 255

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
' REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan
inistrasi Hukum,
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
mengubah sebagian muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
tentang Kelautan, merupakan landasan hukum Penyelenggaraan Penataan
Ruang secara nasional, yang perlu disinergikan melalui pembentukan
peraturan pelaksanaan sebagai landasan operasional dalam
mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang tersebut. Peraturan
pelaksanaan dimaksud meliputi aspek-aspek dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang yang perlu diatur dalam bentuk peraturan pemerintah.

Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk
mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan
lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan
Rencana Tata Ruang, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola
Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan,
perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah,
serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan
Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang didasarkan
pada pertimbangan kondisi keragaman geografis, sosial budaya, potensi
sumber daya alam, dan peluang pengembangan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan
permasalahan yang, antara lain, dipengaruhi oleh:

a. letak . ..
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a. letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan
cepat berkembang (pacific ocean rim dan indian ocean rim) yang
menuntut perlu didorongnya daya saing ekonomi dalam tatanan
ekonomi global;

b. letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan
pertemuan 3 itiga) lempeng tektonik yang mengakibatkan rawan
bencana geologi sehingga menuntut pertimbangan aspek mitigasi
bencana;

c. intensitas kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait eksploitasi sumber
daya alam yang semakin meningkat dan berpotensi mengancam
kelestarian Jingkungan hidup, termasuk peningkatan pemanaSan
global; dan '

d. penurunan kualitas permukiman dan lingkungan hidup, peningi(étan
alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan peningkatan kesenjangan
antar dan di dalam wilayah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur berbagai ketentuan terkait
Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan
Ruang, Pengawasan Penatzan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan
kelembagaan Penataan Ruang. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan
pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang yang leb1h
komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien, Peraturan
Pemerintah ini memuat:

a. Perencanaan Tata Ruang yar.g mengatur ketentuan mengenai
penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana
rinci tata ruang; '

o

Pemanfaatan Ruang yang mengatur ketentuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan sinkronisasi program Pemanizatan Ruang;

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang mengatur penilaian
pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penilaian
perwujudan RTR, pemberian .insentif dan disinsentif pengenaan
sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang;

d. Pengawasan Penataan Ruang, yang meliputi pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan, yang merupakan upayva untuk menjaga kesesuaian
Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oieh Pemerintah
Pusat, Pemeriniah Daerali, maupun Masyarakat;

e. Pembinaan . . .
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e. Pembinaan Penataan Ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata
cara Pembinaan Penataan Ruang yang diselenggarakan secara
sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
Pembinaan Penataan Ruang mencakup juga pengaturan mengenai
pengembangan profesi perencana tata ruang untuk mendukung
peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan
Ruang; dan

f. kelembagaan Penataan Ruang yang mengatur mengenai bentuk,
tugas, keanggotaan, dan tata kerja Forum Penataan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukug jelas.
Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” dalam
Penvelenggaraan Penataan Ruang adalah penyelenggaraan
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan
Penataan Ruang yang dilakukan berdasarkan kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukumn
yang berlaku.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “keadilan” dalam Penyelenggaraan
Penataan "Ruang adalah penyclenggaraan pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan mempertimbangkan rasa keadilan
Masyarakat, serta melindungi hak dan kewajiban semua
pihak.
Pasal 3

Cukup jelas.
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Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Perencanaan Tata Ruang pada dasarnya m:eliputi tahapan yang
terdiri atas tahap penyusunan materi RTR yeng didasarkan pada
kajian teknis dan kajian akademis, tahap pelibatan peran
Masyarakat dalam penyusunan RTR sebagai upaya untuk
mengakomodasi kebutuhan Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang, serta tahap penetapan RTR.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)‘
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasai 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Pemanfaatan Ruang terdiri atas pelaksanaan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pelaksanaan
sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang. Pemanfaatan
Ruang dituangkan dalam bentuk indikasi program
utama.

Periodisasi . . .
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Periodisasi indikasi program uatama jangka menengah
lima tahunan dalam RTR disesuaikan dengan periode
rencana pembangunan jangka menengah.

Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) '
Cukup jelas. -
Pasa! 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Wilayah yurisdiksi mencakup zona tambahan, zona ekonomi
eksklusif, dan landas kontinen.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
. Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a

Cul-zup jelas.

Hurufb...
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Huruf b

Peclibatan peran Masyarakat di tingkat nasional dalam
penyusunan. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
anvara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik,
forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau
mewakili kondisi seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas. |
Huruf b

Data lain yang dapat dikumpulkan meliputi data
fisiografis, data ekonomi dan keuangan, data
ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data
penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan data
terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup.

Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3

Data dar informasi bidang pertanahan yang
dibutuhkan dalam proses penyusunan Rencana
Tata Ruang Wilayalh Nasional berupa, antara lain,
data dan informasi penguasaan tanah, pemilikan
tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah,
dan permasalahan pertanahan yang dapat
mempengaruhi efektivitas perwujudan Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional.

Angka 4 ...
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Data dan  informasi kebencanaan  yang
dibutuhkan dalam proses penyusunan Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi data dan
informasi terkait bahaya dan risiko bencana,
antara lain, peta kawasan rawan bencana gempa
bumi, peta kawasan rawan bencana sesar aktif,
peta kawasan rawan bencana tsunami, peta
kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan
peta kawasan rawan bencana banjir, serta peta
kerentanan likuefaksi dan peta kerentanan
gerakan tanah termasuk longsor.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Huruf ¢

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Dalam analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan yang terintegrasi dengan kajian
lingkungan hidup strategis, dapat dilakukan
analisis terhadap aspek dampak dan risiko
lingkungan hidup, jasa ekosistem, pemanfaatan
sumber daya alam, tingkat kerentanan terhadap
perubahan iklim, dan/atau keanekaragaman
hayati.
Kajian terhadap aspek-aspek tersebut
disesuaikan dengan lingkup dan karakteristik
wilayah perencanaan, tujuan Perencanaan Tata
Ruang, dan fokus perencanaan.

Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe. ..
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Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal peta rupabumi Indonesia belum
tersedia, penyusunan peta dasar RTR dilakukan dengan
menggunakan sumber peta lain sesuai dengan standar
kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi
geospasial.

Peta dasar lainnya yaitu peta yang tersedia dalam skala yang
diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 13

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

SK No 087150 A

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Pelibatan peran Masyarakat di provinsi dalam
penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi antara
lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum
diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau
mewakili kondisi seluruh wilayah provinsi.

Hurufc. ..
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Huruf ¢

Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah
tentang rencana tata ruang wilayah provinsi merupakan
upaya untuk mengkomunikasikan muatan rencana tata
ruang wilayah provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah provinsi, serta secara paralel sebagai bentuk
komunikasi kepada seluruh Pemangku Kepentingan.

Frekuensi pelaksanaan pembahasan disesuaikan dengan
kebutuhan, sehingga Pemangku Kepentingan
mendapatkan kesempatan untuk mengetahui konsep
RTR serta memberikan masukan dan saran.

Pemangku Kepentingan yang dilibatkan dalam
pembahasan rancangan peraturan daerah tentang
rencana tata ruang wilayah provinsi mencakup pula
Pemerintah Daerah kabupatern/kota di wilayahnya dan
Pemerintah Daerah provinsi yang berbatasan.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Data lain yang dapat dikumpulkan meliputi data
fisiografis, data ekonomi dan keuangan, data
ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data
penggunaan lahan, data peruniukan ruang, dan data
terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup.
Angka 1

Cukup jelas.
Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3 ...
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Angka 3

Data dan informasi bidang pertanahan yang
dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana
tata ruang wilayah provinsi berupa, antara lain,
data dan informasi penguasaan tanah, pemilikan
tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah,
dan permasalahan pertanahan yang dapat
mempengaruhi efektivitas perwujudan rencana
tata ruang wilayah provinsi.

Angka 4

Data dan informasi kebencanaan yang dibutuhkan
dalam proses penyusunan rencana tata ruang
wilayah provinsi meliputi data dan informasi
terkait bahaya dan risiko bencana, antara lain,
peta kawasan rawan bencana gempa bumi, peta
kawasan rawan bencana sesar aktif, peta kawasan
rawan bencana tsunaini, psta kawasan rawan
bencana letusan gunung api, dan peta kawasan
rawan bencana banjir, serta peta Kkerentanan
likuefaksi dan peta kerentanan gerakan tanah
termasuk longsor.

Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Cdkup jelas.

Angka 2 ...
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Angka 2

Dalam kajian dayz dukung dan daya tampung
lingkungan yang terintegrasi dengan kajian
lingkungan hidup strategis, dapat dilakukan
analisis terhadap aspek dampak dan risiko
lingkungan hidup, jasa ekosistem, pemanfaatan
sumber daya alam, tingkat kerenitanan terhadap
perubahan iklim, dan/atau keanekaragaman
hayati.

Kajian terhadap aspek-aspek tersebut
disesuaikan dengan lingkup dan karakteristik
wilayah perencanaail, tujuan Perencanaan Tata
Ruang, dan fokus perencanaan.

Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabumi Indonesia belum
tersedia, penyusunan peta dasar RTR dilakukan dengan
menggunakan sumber peta lain sesuai dengan standar
kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi

geospasial.
Peta dasar lainnya yaitu peta yang tersedia dalam skala yang
diperlukan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18 ...
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Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

SK No 093698 A

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Haruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Tanah dan air merupakan sumber daya yang sangat vital
dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan Tata
Ruang perlu mempertimbangkan ketersediaan kedua
sumber daya tersebut untuk lebih menjamin perwujudan
RTR.

Ketersediaan . . .
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Ketersediaan tanah dan sumber daya  air
dipertimbangkan dalam penyusunan RTR dengan
menggunakan data dan informasi yang tersedia pada
saat penyusunan RTR, antara lain, neraca penatagunaan
tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air.

Apabila data tersebut tidak tersedia, digunakan data dan
informasi yang lainnya.

Huruf k
Cukup jelas.
Huruf1
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Pelibatan peran Masyarakat di kabupaten dalam
penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten
antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik,
forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau
mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten.

Hurufc. ..
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Huruf ¢

Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah
tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten
merupakan upaya untuk mengomunikasikan muatan
rencana tata ruang wilayah kabupaten kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, serta secara
paralel sebagai bentuk komunikasi kepada seluruh
Pemangku Kepentingan.

Frekuensi pelaksanaan pembahasan disesuaikan dengan
kebutuhan, sehingga Pemangku Kepentingan
mendapatkan kesempatan untuk mengetahui konsep
RTR serta memberikan masukan dan saran.

Pemangku  Kepentingan yang dilibatkan dalam
pembahasan rancangan peraturan daerah tentang
rencana tata ruang wilayah kabupaten mencakup pula
Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berbatasan.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Data lain yang dapat dikumpulkan meliputi data
fisiografis, data ekonomi dan keuangan, data
ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data
penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan data
terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup.
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3. ..

SK No 087151 A



O,

e

3
2,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

)

- 15 -

Angka 3

Data dan informasi bidang pertanahan yang
dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana
tata ruang wilayah kabupaten berupa, antara lain,
data dan informasi penguasaan tanah, pemilikan
tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah,
neraca penatagunaan tanah, dan permasalahan
pertanahan yang dapat inempengaruhi efektivitas
perwujudan rencana tata ruang wilayah
kabupaten.

Angka 4

Data dan informasi kebencanaan yang
dibutuhkan dalam proses penyusunan reuncana
tata ruang wilayah kabupaten meliputi data dan
informasi terkait bahaya dan risiko bencana,
antera lain, peta kawasan rawan bencana gempa
bumi, peta kawasan rawan bencana sesar aktif,
peta kawasan rawan bencana tsunami, peta
kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan
peta kawasan rawan beacana banjir, serta peta
kerentanan likuefaksi dan peta kerentanan
gerakan tanah termasuk longsor.

Angka 5
Cukup jelas.
Huruf ¢
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2

Dalam kajian daya dukung dan daya tampung
lingkungan yang terintegrasi dengan kajian
lingkungan hidup strategis, dapat dilakukan
analisis terhadap aspek dampak dan risiko
lingkungan hidup, jasa ekosistem, pemanfaatan
sumber daya alam, tingkat kerentanan terhadap
perubahan iklim, dan/atau keanekaragaman
hayati.

Kajian . . .
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Kajian terhadap aspek-aspek tersebut
disesuaikan dengan lingkup dan karakteristik
wilayah perencanaan, tujuan Perencanaan Tata
Ruang, dan fokus perencanaan.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabumi Indonesia belum
tersedia, penyusunan peta dasar RTR dilakukan dengan
menggunakan sumber peta lain sesuai dengan standar
kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi

geospasial.
Peta dasar lainnya yaitu peta yang tersedia daiam skala yang
diperlukan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Hurufc. ..
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Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

-17 -

Tanah dan air merupakan sumnber daya yang sangat vital
dalam pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan Tata Ruang perlu inempertimbangkan
ketersediaan kedua sumber daya tersebut untuk lebih
menjamin perwujudan RTR.

Ketersediaan tanah  dan sumber daya @ air
dipertimbangkan dalam penyusunan RTR dengan
menggunakan data dan informasi yang tersedia pada
saat penyusunan RTR, antara lain, neraca penatagunaan
tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air.

Apabila data tersebut tidak tersedia, digunakan data dan
informasi yang lainnya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.
Ayat (3) . ..
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
‘Huruf b
Pelibatan peran Masyarakat di kota dalam penyusunan
rencana tata ruang wilayah kota antara lain dilakukan
melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan
Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi
seluruh wilayah kota.
Huruf c
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Pelaksarraan pembahasan rancangan peraturan daerah
tentang rencana tata ruang wilayah kota merupakan
upaya untuk mengkomunikasikan muatan rencana tata
ruang wilayah kabupaten kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kota, serta secara paralel sebagai bentuk
komunikasi kepada seluruh Pemangku Kepentingan.
Frekuensi pelaksanaan pembahasan disesuaikan dengan
kebutuhan, sehingga Pemangku Kepentingan
mendapatkan kesempatan untuk mengetahui konsep
RTR serta memberikan masukan dan saran.

Pemangku Kepentingan yang dilibatkan dalam
pembahasan rancangan peraturan daerah tentang
rencana tata ruang wilayah kota mencakup pula
Pemerintah Dacrah kabupaten/kota yang berbatasan.

Ayat (2) . ..



Ayat (2)
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Huruf b

Cukup jelas.

Data lain yang dapat dikumpulkan meliputi data
fisiografis, data ekonomi dan keuangan, daia
ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data

penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan

data

terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup.
Angka 1

Cukup jelas.
Angka 2

Cukup jelas.
Angka 3

Data dan " informasi bidang pertananan

yang

dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana
tata ruang wilayah kota berupa, antara lain, data
dan informasi penguasaan tanah, pemilikan tanah,
penggunaan tanah, pemaniaatan tanah, neraca
pen.atagunaan tanah, dan permasalahan
pertanahan yang dapat mempengaruhi efektivitas
perwujudan rencana tata ruang wilayah kota.

Angka 4

Data dan informasi kebencanaan yang dibutuhkan
dalam proses penyusunan rencana tata ruang
wilayah kota meliputi data dan informasi terkait
bahaya dan risiko bencana, antara lain, peta
kawasan rawan bencana gempa bumi, peta
kawasan rawan bencana sesar akiif, peta kawasan
rawan bencana tsunaidi, peta kawasan rawan
bencana letusan gunung api, dan peta kawasan
rawan bencana banjir, serta peta kerentanan
likuefaksi dan peta kerentanan gerakan tanah
termasuk longsor.

Angka 5. ..
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Angka 5
Cukup jelas.

Huruf ¢

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf d

Dalam kajian daya dukung dan daya tampung
lingkungan yang terintegrasi dengan kajian
lingkungan hidup strategis, dapat dilakukan
analisis terhadap aspek dampak dan risiko
lingkungan hidup, jasa ekosistein, pemanfaatan
sumber daya alam, tingkat kerentanan terhadap
perubahan iklim, dan/atau keanekaragaman
hayati.

Kajian terhadap aspek-aspek tersebut
disesuaikan dengan lingkup dan karakteristik
wilayah perencanaan, tujuan Perencanaan Tata
Ruang, dan fokus perencanaan.

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabumi Indonesia belum
tersedia, penyusunan peta dasar RTR dilakukan :dengan
menggunakan sumber peta lain sesuai dengan standar
kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi

geospasial.

Peta dasar lainnya yaitu peta yang tersedia dalam skala yang

diperlukan.
Ayat (4)

Cukup jelas.

SK No 093706 A

Ayat (5) . ..
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Ayvat (5)
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pelibatan peran Masyarakat regionial pulau/kepulauan
dalam penyusunan rencana tata ruang pulau/kepulauan
antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik,
forum diskusi, dan Kensuitasi Publik yang meliputi atau
mewakili kondisi seluruh wilayah pulau/kepulauan.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jeias.
Huruf b
Data lain yang dapat dikumpulkan meliputi data
fisiografis, dara ekoncmi dan keuangan, data
ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data

SK No 093707 A

penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan data
terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup.

Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2 ...
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Angka 2

Cukup jelas.
Angka 3

Data dan informasi bidang pertanahan yang
dibutuhkan dalam proses peayusunan RTR
pulau/kepulauan berupa, antara lain, data
dan informasi penguasaan tanah, pemilikan
tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah,
dan permasalahan pertanahan yang dapat
mempengaruhi efektivitas perwujudan RTR
pulau/kepulauan.

Angka 4

Data dan informasi kebencanaan yang
dibutuhkan dalam proses penyusunan RTR
pulau/kepulauan meliputi datd dan informasi
terkait bahaya dan risiko bencana, antara lain,
peta kawasan rawan bencana gempa bumi,
peta kawasan rawan bencana sesar aktif, peta
kaweasan rawan bencana tsunami, peta
kawasan rawan bencana letusan gunung api,
dan peta kawasan rawan bencana banjir, serta
peta  kerentanan  likuefaksi dan peta
kerentanan gerakan tanah termasuk longsor.

Angka 5

Huruf ¢
Angka 1

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Angka 2 ...
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Angka 2

Huruf d

Dalam kajian daya dukung dan daya tampung
lingkungan yang terintegrasi dengan kajian
lingkungan hidup strategis, dapat dilakukan
analisis terhadap aspek dampak dan risiko
lingkungan hidup, jasa ekosistem, pemanfaatan
sumber daya alam, tingkat kerentanan terhadap
perubahan iklim, dan/atau keanekaragaman
hayati.

Kajian terhadap aspek-aspek tersebut
disesuaikan dengan lingkup dan karakferistik
wilayah perencanaan, tujuan Perencanaan Tata
Ruang, dan fokus perencanaan.

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupaibumi Indonesia belum
tersedia, penyusunan peta dasar RTk dilakukan dengan
menggunakan sumber peta jain sesuai dengan standar
kartografis dengan mec:inpergunakan kesamaan sistem referensi

geospasial.

Peta dasar lainnya yaitu peta yang tersedia dalam skala yang

diperlukan.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.

SK No 093709 A
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Pasal 30
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Perairan di sekitar PPKT ditetapkan dengan kriteria:

a. sampai dengan paling jauh 12 {dua belas) mil Laut diukur
dari garis pantai;

b. sampai batas laut teritorial Indonesia, dalam hal wilayah
perairan RZ KSNT lebih dari 12 (dua belas) mil Laut dan
berada pada sisi dalam batas laut teritoria! Indcnesia;
dan/atau

c. wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain
dan/atau wilayah pesisir yang berada dalam jarak hingga
24 (dua puluh empat) mil Laut dibagi sama jarak atau
diukur dengan prinsip garis tengai.

Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc ..
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe ...

SK No 093710 A
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Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Yang dimaksud dengan ”“taman bumi” adalah geopark
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Hurufh. ..

SK No (093711 A



Yy

N

g
,“b"““

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Huruf h

Tanah dan air merupakan sumber daya yang sangat vital
dalam pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan Tata Ruang perlu mempertimbangkan
ketersediaan kedua sumber daya tersebut untuk lebih
menjamin perwujudan RTR.

Ketersediaan tanah dan sumber daya air
dipertimbangkan dalam penyusunan RTR dengan
menggunakan data dan informasi yang tersedia pada
saat penyusunan RTR, antara lain, neraca penatagunaan
tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air.

Apabila data tersebut tidak tersedia, digunakan data dan
informasi yang lainnya.

Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Pada KSN yang memiliki cakupan wilayah perencanaan
lebih kecil dan merupakan pusat permukiman
perkotaan, rencana Struktur Ruang dimaksud berisi
sistem pusat pelayanan kegiatan perkotaan.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jeias.
Huruf e

Cukup jelas.

Huruff. ..
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Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pelibatan peran Masyarakat
dalam penyusunan RTR KSN” antara lain dilakukan
melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan
Konsultasi Publik yang meliputi atau mewakili kondisi
seluruh wilayah KSN.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Hurufb...

SK No 087152 A
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Huruf b

Data lain yang dapat dikumpulkan meliputi data
fisiografis, data ekonomi dan keuangan, data
ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data
penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan data
terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup.

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Data dan informasi bidang pertanahan yang
dibutuhkan dalam proses penyusunan RTR KSN
berupa, antara lain, data dan informasi
penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan
tanah, pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan
tanah, dan permasalahan pertanahan yang dapat
mempengaruhi efektivitas perwujudan RTR KSN.

Angka 4

Data dan informasi kebencanaan  yang
dibutuhkan dalam proses penyusunan RTR KSN
meliputi data dan informasi terkait bahaya dan
risiko bencana, antara lain, peta kawasan rawan
bencana gempa bumi, peta kawasan rawan
bencana sesar aktif, peta kawasan rawan bencana
tsunami, peta kawasan rawan bencana letusan
gunung api, dan peta kawasan rawan bencana
banjir, serta peta kerentanan likuefaksi dan peta
kerentanan gerakan tanah termasuk longsor.

Angka 5

Cukup jelas.
Angka 6

Cukup jelas.

Hurufc...
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Huruf ¢
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Dalarn kajian daya dukung dan daya tampung
lingkungan yang terintegrasi dengan kajian
lingkungan hidup strategis, dapat dilakukan
analisis terhadap aspek dampak dan risiko
lingkungan hidup, jasa ekosistem, pemanfaatan
sumber daya alam, tingkat kerentanan terhadap
perubahan iklim, dan/atau keanekaragaman
hayati.
Kajian terhadap aspek-aspek tersebut
disesuaikan dengan lingkup dan karakteristik
wilayah perencanaan, tujuan Perencanaan Tata
Ruang, dan fokus perencanaan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabumi Indonesia belum
tersedia, penyusunan peta dasar RTR dilakukan dengan

menggunakan sumber peta

lain sesuai dengan standar

kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi

geospasial.

Yang dimaksud dengan “Peta dasar lainnya” adalah peta yang
tersedia dalam skala yang diperlukan.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

SK No 093715 A
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Huruf b

Yang dimaksud dengan ”garis pantai sesuai kebutuhan
RTR” adalah kebutuhan untuk mengakomodasi, antara
lain, rencana pembangunan, hak atas tanah, dan
perizinan yang telah diterbitkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, termasuk konsesi.

Kepentingan hak atas tanah yang diakomodasi, antara
lain, hak atas tanah yang akan diberikan pada tanah
timbul dan tanah hasil reklamasi.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2

Yang dimaksud dengan “hipsografi” adalah garis
khayal untuk menggambarkan semua titik yang
mempunyai ketinggian yang sama di permukaan
bumi atau kedalaman yang sama di dasar laut.

Hipsografi di ruang laut digambarkan dengan titik
kedalaman, batimetri dan/atau garis kontur
kedalaman untuk wilayah Laut.

Angka 3 ...

SK No 093716 A
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Angka 3

Batas wilayah termasuk batas maritim yang
diatur dalam bentuk:

a. perjanjian internasional, baik bilateral/
trilateral dengan negara tetangga; dan

b. batas maritim yang bersifat unilateral,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan hukum internasional.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabumi Indonesia belum
tersedia, penyusunan peta dasar dilakukan dengan
menggunakan sumber peta lain sesuai dengan standar
kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi
geospasial.

Yang dimaksud dengan “Peta dasar lainnya” adalah peta yang
tersedia dalam skala yang diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

SK No 087164 A

Cukup jelas.

Ayat (10) . ..
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Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
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Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

SK No 093718 A

Yang dimaksud dengan “hipsografi” adalah garis

khayal untuk menggambarkan semua titik yang
mempurnyai Ketinggian yang sama di permukaan
bumi atau kedalaman yang sama di dasar laut.

Hipsografi di ruang laut digambarkan dengan titik
kedalaman, batimetri dan/atau garis kontur
kedalaman untuk wilayah Laut.

Angka 3. ..
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Angka 3

Batas wilayah termasuk batas maritim sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan dan hukum internasional, yang diatur
dalam bentuk:

a. perjanjian internasional, baik bilateral/
trilateral dengan negara tetangga; dan

b. batas maritim yang bersifat unilateral.
Huruf b
Cukup jelas.

.

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabumi Indonesia belum
tersedia, penyusunan peta dasar dilakukan dengan
menggunakan sumber peta lain sesuai dengan standar
kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi
geospasial.

Yang dimaksud dengan “Peta dasar lainnya” adalah peta yang
tersedia dalam skala yang diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) |

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

SK No 095719 A

Cukup jelas.
Pasal 46 . ..
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Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf a

Optimasi Pemanfaatan Ruang darat dimaksudkan untuk
mengoptimalkan manfaat sosial dan ekonomi ruang
darat dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.

Untuk itu rencana Pemanfaatan Ruang untuk berbagai
kebutuhan harus memperhitungkan ketersediaan tanah
dan air yang merupakan dua sumber daya vital untuk
mendukung perikehidupan manusia.

SK No 093720 A
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Ketersediaan tanah dan sumber daya air, antara lain,
dapat diketahui dari data neraca penatagunazsn tanah
dan neraca penatagunaan sumber daya air yang tersedia

pada saat penyusunan RDTR.

Dalam hal data neraca penatagunaan tanah dan neraca
penatagunaan sumber daya air tidak tersedia, dapat

digunakan data lainnya.
Huruf e
Cukup jeias.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jela's.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “peliL.atan pcran Masyarakat di
tingkat kabupaten/kota dalair penyusunan RDTR KPN”
anzara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik,
forum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau

mewakili kondisi seluruh wilayah KPN.

Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

SK No 093721 A
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Huruf b

Data lain yang dapat dikumpulkan meliputi
fisiografis, data ekonomi dan keuangan,
ketersediaan prasarana dan sarana dasar,
penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan

data
data
data
data

terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup.
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Data dan informasi bidang pertanahan

yang

dibutuhkan dalam proses penyusunan RDTR KPN
berupa, antara lain, data dan informasi
penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan
tanah, pemanfaatan tanah, dan permasalahan
pertanahan yang dapat mempengaruhi efektivitas

perwujudan RDTR KPN.
Angka 4

Data dan informasi kebencanaan yang dibutuhkan
dalam proscs penyusunan RDTR KPN meliputi data
dan informasi terkait bahaya dan risiko bencana,
antara lain, peta kawasan rawan bencana gempa
bumi, peta kawasan rawan bencana sesar aktif,

peta kawasan rawan bhincana tsunami,

peta

kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan
peta kawasan rawan bencana banjir, serta peta
kerentanan likuefaksi dan peta kerentanan gerakan

tanah termasuk longsor.
Angka 5
Cukup jelas.

Hurufc. ..
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Huruf c
Angka 1
Dalam kajian daya dukung dan daya tampung
lingkungan dapat dilakukan analisis terhadap
aspek dampak dan risiko lingkungan hidup, jasa
ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam,
tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim,
dan/atau keanekaragaman hayati.
Kajian terhadap aspek-aspek tersebut
disesuaikan dengan lingkup dan karakteristik
wilayah perencanaan, tujuan Perencanaan Tata
Ruang, dan fokus perencanaan.
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf d '
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabumi Indonesia belum
tersedia, penyusunan peta dasar RTR dilakukan dengan
menggunakan sumber peta lain sesuai dengan standar
kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi
geospasial.

Yang dimaksud dengan “peta dasar lainnya” yaitu peta yarng
tersedia dalam skala yang diperlukan.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55 . ..
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S

Ao~

E@@f‘?

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Optimasi Pemanfaatan Ruang darat dimaksudkan untuk
mengoptimalkan manfaat sosial dan ekonomi ruang
darat dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.
Untuk itu rencana pemanfaatan ruang untuk berbagai
kebutuhan harus memperhitungkan ketersediaan tanah
dan air yang merupakan dua sumber daya vital untuk
mendukung perikehidupan manusia.
Ketersediaan tanah dan sumber daya air, antara lain,
dapat diketahui dari data neraca penatagunaan tanah
dan neraca penatagunaan sumber daya air yang tersedia
pada saat penyusunan RDTR. ‘
Dalam hal data neraca penatagunaan tanah dan neraca
penatagunaan sumber daya air tidak tersedia, dapat
digunakan data lainnya.
Hurufe
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)

Huruf a

Ayat (2)

Huruf a
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Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “pelibatan peran Masyarakat di
tingkat kabupaten/kota dalam penyusunan RDTR
kabupaten/kota” antara lain dilakukan melalui
penjaringan opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi
Publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh
wilayah pengembangan dalam RDTR kabupaten/kota.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf b

Data lain yang dapat dikumpulkan meliputi data
fisiografis, data ekonomi dan keuangan, data
ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data
penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan data
terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup.

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3. ..
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Angka 3

Data dan informasi bidang pertanahan yang
dibutuhkan dalam proses penyusunan RDTR
kabupaten/kota berupa, antara lain, data dan
informasi penguasaan tanah, pemilikan tanah,
penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan
permasalahan pertanahan yang dapat
mempengaruhi efektivitas perwujudan RDTR
kabupaten/kota.

Angka 4

Data dan informasi kebencanaan yang
dibutuhkan dalam proses penyusunan RDTR
kabupaten/kota meliputi data dan informasi
terkait bahaya dan risiko bencana, antara lain,
peta kawasan rawan bencana gempa bumi, peta
kawasan rawan bencana sesar aktif, peta kawasan
rawan bencana tsunami, peta kawasan rawan
bencana letusan gunung api, dan peta kawasan
rawan bencana banjir, serta peta kerentanan
likuefaksi dan peta kerentanan gerakan tanah
termasuk longsor.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 1

Dalam kajian daya dukung dan daya tampung
lingkungan dapat dilakukan analisis terhadap
aspek dampak dan risiko lingkungan hidup, jasa
ekosistem, pemanfaatan sumber. daya alam,
tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim,
dan/atau keanekaragaman hayati.

Kajian terhadap aspek-aspek tersebut
disesuaikan dengan lingkup dan karakteristik
wilayah perencanaan, tujuan Perencanaan Tata
Ruang, dan fokus perencanaan.

Angka Z . ..
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Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabumi Indonesia belum
tersedia, penyusunan peta dasar RTR dilakukan dengan
menggunakan sumber peta lain sesuai dengan standar
kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistemn referens:
geospasial.

Yang dimaksud dengan “peta dasar lainnya” adalah peta yang
tersedia dalam skala yang diperlukan.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59

Penyediaan RDTR kabupaten/kota yang telah ditetapkan termasuk
berbentuk 3 (tiga) dimensi dan pengeimmbangannya.

Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Ayat (1)

Hurufa. ..
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Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Hurufd

Pembahasan lintas sektor dimaksudkan untuk
memastikan rancangan peraturan daerah tentang
rencana tata ruang wilayah provinsi tidak bertentangan
dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf {
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64 . ..
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Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak tanggal
pelaksanaan pembahasan lintas sektor sebagaimana tercantum
dalam undangan rapat pembahasan tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “garis pantai sesuai kebutuhan
rencana tata ruang” adalah keburuhan untuk
mengakomodasi, antara lain, rencana pembangunan,
hak atas tanah, dan perizinan yang telah diterbitkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
termasuk konsesi.

Kepentingan hak atas tanah yang diakomodasi, antara
lain, hak atas tanah yang akan diberikan pada tanah
timbul dan tanah hasil reklamasi.

Cukup jelas.
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Pasal 69
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten kepada
Menteri ditembuskan kepada gubernur.
Hurufd
Pembahasan lintas sektor dimaksudkan untuk
memastikan rancangan peraturan daerah kabupaten
tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten tidak
bertentangan dan selaras dengan kebijakan Pemerintah
Pusat.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf {
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (9) . ..
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “garis pantai sesuai kebutuhan
rencana tata ruang’ adalah kebutuhan untuk
mengakomodasi, antara lain, rencana pembangunan,
hak atas tanah, dan peiizinan yang telah diterbitkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
termasuk konsesi.
Kepentingan hak atas tanah yang diakomodasi, antara
lain, hak atas tanah yang akan diberikan pada tanah
timbul dan tanah hasil reklamasi.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak tanggal
pelaksanaan pembahasan lintas sektor sebagaimana tercantum
dalam undangan rapat pembahasan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.
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Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Penyampaian rancangan peraturan daerah kota tentang
rencana tata ruang wilayah kota kepada Menteri
ditembuskan kepada gubernur.

Huruf d

Pembahasan lintas sektor dimaksudkan untuk
memastikan rancangan peraturan daerah kota tentang
rencana tata ruang wilayah kota tidak bertentangan dan
selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “garis pantai sesuai kebutuhan
rencana tata ruang” adalah kebutuhan untuk
mengakomodasi, antara lain, rencana pembangunan,
hak atas tanah, dan perizinan yang telah diterbitkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
termasuk konsesi.
Kepentingan hak atas tanah yang diakomodasi, antara
lain, hak atas tanah yang akan diberikan pada tanah
timbul dan tanah hasil reklamasi.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak tanggal
pelaksanaan pembahasan lintas sektor sebagaimana tercantum
dalam undangan rapat pembahasan tersebut.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam
pelaksanaan Penataan Ruang dan memberikan perlindungan
hukum, dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang vang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan
pembangunan, kegiatan berusaha, serta berbagai sendi
kehidupan sosial di Masyarakat, maka penetapan suatu
rencana rinci tata ruang tidak boleh melebihi masa berlakunya
jenis rencana rinci tata ruang yang sama dan telah ada pada
wilayah dimaksud serta sedang berlaku.

Pasal &4

Cuktip jelas.
Pasal 85

Cukup jelas.
Pasal 86

Cukup jelas.
Pasal 87

Cukup jelas.
Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
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a
Cukup jelas.
b

Yang dimaksud dengan “garis pantai sesuai kebutuhan
rencana tata ruang” adalah kebutuhan untuk
mengakomodasi, antara lain, rencana pembangunan,
hak atas tanah, dan perizinan yang telah diterbitkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
termasuk konsesi.

Kepentingan hak atas tanah yang diakomodasi, antara
lain, hak atas tanah yang akan diberikan pada tanah
timbul dan tanah hasil reklamasi.

Cukup jelas.

Pasal 90
Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak tanggal
pelaksanaan pembahasan lintas sektor sebagaimana tercantum

dalam
Ayat (2)

undangan rapat pembahasan tersebut.

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.
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Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “disetujui” adalah dapat disetujui
seluruhnya atau disetujui sebagian.

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101 ...
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Pasal 101

Cukup jelas.
Pasal 102

Cukup jelas.
Pasal 103

Cukup jelas.
Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a

Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon
yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Kelengkapan fnengenai “jumlah -lantai bangunan”
disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan
Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Huruf

Kelengkaparn mengenai “uas lantai bangunan”
disertakan jika dalam pelaksaniaan rencana Pemanfaatan
Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Hurufc. ..
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Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Ketentuan tata bangunan antara lain meliputi koefisien

wilayah terbangun, koefisien dasar hijau, dan garis
sempadan bangunan.

Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) |
Yang dimaksud dengan -“secara menetap” adalah selama 30 (tiga
puluh) Hari. -
Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah
kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang
dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang

dikembangkan dan dikeloia oleh perusahaan kawasan
industri. ‘
Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan ekonomi khusus”
adalah kawasan decungan batas tertentu dalam wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi
perekonomiarn: dan memperoleh fasilitas tertentu.

Pasal 108 . ..
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Pasal 108
Ayat (1)
Huruf a

Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon
yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Hurufd

Cukup jelas.
Huruf e

Kelengkapan mengenai “umlah lantai bangunan”
disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan
Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Huruf {

Kelengkapan mengenai “luas lantai  bangunan”
disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan
Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
kegiatan berusaha harus diberikan dengan mempertimbangkan
tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang, salah satunya
Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan.

Pemanfaatan Rusng yang berkelanjutan dicapai dengan
mengedepankan konsep safeguarding dalam Pemanfaatan
Ruang, antara lain memperhatikan:

a.aspek. ..
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a. aspek keamanan/keselamatan/pengurangan risiko
bencana;

b. aspek ketahanan pangan nasional;

c. aspek kelestarian lingkungan,;

aspek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan
ekonomi lokal/regional/nasional;

e. aspek kerawanan sosial; dan
f. aspek pertahanan dan keamanan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) ‘
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Muatan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang terkait koefisien dasar bangunan dirumuskan
apabila terdapat rencana pembangunan gedung dalam
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dimohon.

Hurufd. ..
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Muatan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang terkait Kkoefisien lantai bangunan dirumuskan
apabila terdapat rencana pembangunan gedung dalam
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dimohon.

Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon
yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Ayat (1)
Huruf a
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

untuk  kegiatan

berusaha harus diberikan dengan

mempertimbangkan tujuan Penyeler.ggaraan Fenataan Ruang,
salah satunya Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan.
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Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan dicapai dengan
mengedepankan konsep safeguarding dalam Pemanfaatan
Ruang, antara lain memperhatikan:

a. aspek keamanan/keselamatan/pengurangan risiko
bencana;

b. aspek ketahanan pangan nasional,
aspek kelestarian lingkungan;

aspek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan
ekonomi lokal/regional/nasional;

e. aspek kerawanan sosial; dan -
f. aspek pertahanan dan keamanan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau
peraturan menteri yang diamanatkan oleh Peraturan
Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden yang
menetapkan kegiatan bernilai strategis nasional.

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 112 ...
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Pasal 112

Cukup jelas
Pasal 113

Cukup jelas.
Pasal 114

Ayat (1)

Keputusan Menteri, gubernur, bupati, atau wali kota terkait
pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang dapat berupa keputusan untuk memberikan atau tidak
memberikan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120 . ..
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Pasal 120
Ayat (1)

Huruf a
Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon
yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Kelengkapan mengenai “umlah lantai bangunan”
disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan
Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Huruf f
Kelengkapan mengenai “luas lantai bangunan”
disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan
Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukuy jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Hurute . ..
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Huruf e

Ketentuan tata bangunan antara lain meliputi koefisien
wilayah terbangun, koefisien dasar hijau, dan garis
sempadan bangunar.

Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “secara menetap” adalah selama 30
(tiga puluh) Hari. :
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Ayat (1)
Huruf a

Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon
yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Kelengkapan mengenai “umiah lantalr bangunan”
disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan
Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Huruff. ..
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Huruf f

Kelengkapan mengenai “luas lantai bangunan”
disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan
Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
kegiatan nonberusaha harus diberikan dengan
mempertimbangkan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang,
salah satunya Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan.

Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan dicapai dengan
mengedepankan konsep safeguarding dalam Pemanfaatan
Ruang, antara lain memperhatikan:

a. aspek keamanan/keselamatan/pengurangan risiko
bencana;

b. aspek ketahanan pangan nasional,
c. aspek kelestarian lingkungan;

aspek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan
ekonomi lokal/regional /nasional,

e. aspek kerawanan sosial; dan

f. aspek pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
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Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Muatan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang terkait koefisien dasar bangunan dirumuskan
apabila terdapat rencana pembangunan gedung dalam
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dimohon.

Hurufd

Muatan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang terkait koefisien lantai bangunan dirumuskan
apabila terdapat rencana pembangunan gedung dalam
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dimohon.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Ayat (1)
Huruf a

Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon
yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.

Hurufb...
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Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.

Ayat (2)

SK No 093747 A

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
untuk kegiatan nonberusaha harus diberikan dengan
mempertimbangkan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang,
salah satunya Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan.

Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan dicapai dengan
mengedepankan konsep safeguarding dalam Pemanfaatan
Ruang, antara lain memperhatikan:

a. aspek keamanan/keselamatan/pengurangan risiko
bencana;

b. aspek ketahanan pangan nasional;
c. aspek kelestarian lingkungan,;

d. aspek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan
ekonomi lokal/regional/nasional;

e. aspek kerawanan sosial; dan
f. aspek pertahanan dan keamenan.
Huruf a

Bahwa penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut harus memperhatikan
hubungan fungsional Perencanaan Tata Ruang di darat
dan laut dalam lingkup RTR di kabupaten/kota.

Huruf b
Cukup jelas.

Hurufc. ..
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Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau
peraturan menteri yang diamanatkan oleh Peraturan
Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden yang
menetapkan kegiatan bernilai strategis nasional.

Huruf b
Cukup jelas.
Avat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 128 ...
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Pasal 128

Cukup jelas.
Pasal 129

Cukup jelas.
Pasal 130

Ayat (1)

Keputusan Menteri, gubernur, bupati, atau wali kota terkait
pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang dapat berupa keputusan untuk memberikan atau tidak
memberikan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasa! 131
Cukup jelas.
Pasal 132 .
Cukup jelas.
Pasal 133
Ayat (1)
Huruf a

Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon
yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd. ..
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Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

SK No 093750 A

Konfirmasi kesesuaian ruang laut harus diterikan dengan
mempertimbangkan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang,
salah satunya Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan.

Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan dicapai dengan
mengedepankan konsep safeguarding dalam Pemanfaatan
Ruang, antara lain memperhatikan:

a. aspek keamanan/keselamatan/pengurangan risiko
bencana;

b. aspek ketahanan pangan nasional;
aspek kelestarian lingkungan;

d. aspek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan
ekonomi lokal/regional/nasional;

e. aspek kerawanan sosial; dan
f. aspek pertahanan dan keamanan.
Huruf a

Bahwa penerbitan konfirmasi kesesuaian ruang laut
harus memperhatikan hubungan fungsional
Perencanaan Tata Ruang di darat dan laut dalam
lingkup RTR di kabupaten/kota.

Huruf b

Culkup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.

Hurufg. ..
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Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Ayat (1)
Huruf a

Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon
yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Hurufe. ..
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Huruf e

Kelengkapan mengenai “jumlah lantai bangunan”
disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan
Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Huruf f

Kelengkapan mengenai “luas lantai bangunan”
disertakan jika dalam pelaksanaan rencana pemanfaatan
ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
kegiatan yang bersifat strategis nasional harus dilakukan
dengan mempertimbangkan tujuan Penyelenggaraan Penataan
Ruang, salah satunya Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan.

Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan dicapai dengan
mengedepankan konsep safeguarding dalam Pemanfaatan
Ruang, antara lain memperhatikan:

a. aspek keamanan/ keselamatan/pengurangan risiko
bencana;

b. aspek ketahanan pangan nasional,;
aspek kelestarian lingkungan,;

aspek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan
ekonomi lokal/regional/nasional;

e. aspek kerawanan sosial; dan

f. aspek pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

SK No 093752 A

Cukup jelas.
Ayat (5). ..



a@@f’&g%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Muatan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang terkait koefisien dasar bangunan dirumuskan
apabila terdapat rencana pembangunan gedung dalam
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dimohon.

Huruf d

Muatan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang terkait koefisien lantai bangunan dirumuskan
apabila terdapat rencana pembangunan gedung dalam
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dimohon.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 141
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
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Ayat (2)

Pasal 142

Keputusan Menteri terkait pemberian Rekomendasi Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat berupa keputusan untuk
memberikan atau tidak memberikan Rekomendasi Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dapat dilaksanakan dengan
melibatkan kelompok Masyarakat, Forum Penataan Ruang,
asosiasi profesi, dan lain-lain.

Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dapat
dilakukan dengan menggunakan pengembangan inovasi
teknologi, yang antara lain berupa pengaduan online, sistem
teknologi informasi, dan lain- lain.

Ayat (2)

Pasal 148

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)
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Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepatuhan pelaksanaan
ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang”
adalah kepatuhan rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang
dengan ketentuan yang dimuat dalam Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Hurufb...
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemenuhan prosedur perolehan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” adalah
kepatuhan terhadap tahapan perolehan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinilai tidak patuh dengan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam hal terdapat
paling sedikit 1 (satu) ketentuan aalam Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang tidak terpenuhi.

Rekomendasi penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan
kembali kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Kesesuaian
. Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup ielas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 151 ...
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Pasal 151

Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk tekstual adalah
penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi dan/atau tabular.

Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk spasial adalah
penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta.

Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam bentul: tekstual
adalah penuangan hasil penilaian dalam bentuk narasi
dan/atau tabular.

Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalarn bentuk spasial
adalah penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta.

Pasal 158
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Untuk mencegah terjadinya konsentrasi kegiatan Pemanfaatan
Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang
tertentu yang terlalu tinggi, terhadap zona kendali agar
dilakukan analisa daya dukung dan daya tampung; neraca
penatagunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam
lainnya; dan analisa ekonomi wilayah.

Ayat (5)

Pasal 159

Untuk mencegah terjadinya konsentrasi kegiatan Pemanfaatan
Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang
tertentu yang sangat rendah, terhadap zona yang didorong agar
dilakukan analisa kelayakan ekonomi dan/atau analisa risiko
dan nilai tambah pemanfaatan ruang yang sejenis.

Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang diperlukan dalam hal
RTR belum dapat menjawab dinamika pembangunan, yang memuat

antara lain:
a. delineasi wilayah pengendalian;
b. ketentuan Pengeridalian Pemanfaatan Ruang;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
d. ketentuan pengenaan sanksi; dan
e. pengawasan pembangunan, pembinaan, koordinasi dan kerja
sama, serta peran Masyarakat.
Pasal 160
Ayat (1)
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Ayat (2)

Penilaian perwujudan RTR dilakukan pada 1 (satu) tahun
sebelum peninjauan kembali RTR, dan hasilnya kemudian
diintegrasikan ke dalam RTR.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163

Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak
Orang serta memperhatikan asas keadilan dan transparansi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164
Ayat (1)

Yang dimaksud sebagai pelaku kegiatan Pemanfatan Ruang
dapat termasuk Orang, Masyarakat, atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Insentif dan disinsentif dapat tertuang di dalam produk RTR
maupun peraturan kepala daerah tersendiri.

Pasal 165

Cukup jelas.
Pasal 166

Cukup jelas.
Pasal 167

Cukup jelas.
Pasal 168

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2) . ..
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Kompensasi dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah
penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas
manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat
berupa program dan/atau uang.
Untuk pemberian insentif berupa kompensasi
antardaerah yang berbentuk fiskal harus mendapatkan
persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 169

Pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara
bukan pajak bertujuan untuk memberikan daya tarik fiskal dan
mengurangi beban pajak atau retribusi pemilik dan/atau pengguna
lahan dan bangunan yang memiliki nilai keunikan, nilai kerentanan,
dan/atau nilai tambah serta mendukung percepatan perwujudan
RTR.

Keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan
pajak dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang
yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi Kriteria
antara lain:

a. pengembangan . . .
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a. pengembangan baru;

b. dapat memberi dampak positif terhadap pengembangan ekonomi
wilayah atau kepentingan umum;

c. dilindungi atau dilestarikan; atau
d. rentan mengalami perubahan Pemanfaatan Ruang.
Pasal 170

Pemberian kompensasi bertujuan untuk mendorong peran
Masyarakat dalam penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu,
dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal
yang dipersyaratkan, dan meningkatkan kemitraan antara
pemerintah dan Masyarakat dalam percepatan perwujudan RTR.

Pemberian kompensasi dapat diberikan pada pelaku kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang
memenuhi kriteria antara lain:

a. mempunyai integrasi antarmoda transportasi;
b. dilindungi atau dilestarikan; dan/atau
c. mempunyai daya dukung dan daya tampung mencukupi.

Bentuk kompensasi dapat berupa tambahan dan/atau pengalihan
intensitas Pemanfaatan Ruang, pemberian barang kebutuhan,
penyediaan prasarana dan sarana, dan/atau uang.

Jenis kompensasi paling sedikit mempertimbangkan jenis kegiatan
Pemanfaatan Ruang, kebutuhan penerima kompensasi, dan
efektivitas bentuk kompensasi.

Pasal 171

Subsidi diberikan sebagai bentuk bantuan atas dukungan
percepatan pembangunan dan perwujudan kegiatan Pemanfaatan
Ruang prioritas pada lokasi tertentu dan sebagai bantuan dalam
percepatan perwujudan ruang pasca bencana alam.

Subsidi dapat diberikan pada Pemerintah Daerah yang mendukung
pengembangan kawasan yang memenubhi kriteria antara lain:

a. dikembangkan . . .
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a. dikembangkan untuk mewujudken program pembangunan
prioritas;

b. kawasan dengan kerentanan tertentu; dan/atau

c. kawasan rehabilitasi pasca bencana alam.

Subsidi sebagai dukungan finansial dapat berupa uang dan/atau
bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Subsidi sebagai dukungan nonfinansial dapat berupa program
pembangunan di daerah.

Pasal 172

Imbalan diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
memberikan jasa lingkungan hidup di lokasi tertentu sebagai bentuk
imbal jasa lingkungan atas terjaminnya kualitas fungsi lingkungan
hidup.

Imbalan diberikan untuk memberikan daya tarik bagi kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang mendukung perwujudan fungsi lindung
kawasan di lokasi tertentu serta mendorong dan meningkatkan
kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat dalam perwujudan
dan pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di
kawasan Kritis lingkungan.

Imbalan dapat berupa pengalihan hak membangun, penyediaan
prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup,
uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Imbalan dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang
yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria
antara lain:

a. dilindungi atau dilestarikan;

b. memberikan jasa lingkungan hidup; atau

C. mérupakan kawasan kritis lingkungan.
Bentuk imbalan paling sedikit mempertimbangkan:
a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;

b. kebutuhan penerima; dan

c. efektivitas bentuk kompensasi dalam mewujudkan rencana tata
ruang.

Jenis . ..
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Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang memenuhi
kriteria merupakan Kkegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjaga
dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan
dan/atau meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup berupa:

a. pemulihan lingkungan hidup;
konservasi,

perlindungan tata air;

penyerapan dan penyimpanan karbon;

pelestarian keindahan alam; dan

m 0 oa 0o

kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
penyediaan jasa lingkungan hidup.

Pasal 173

Sewa ruang diberikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang
milik negara dan/atau barang milik daerah dalam mendorong
perwujudan RTR, memberikan kemudahan dan daya tarik bagi
pengembangan kawasan baru yang sulit berkembang, dimana
asetnya banyak dikuasai pemerintah.

Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah dapat
berupa tanah dan/atau bangunan.

Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah
meinpertimbangkan ketersediaan aset pemerintah dan jenis aset
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Sewa ruang dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan
Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi
kriteria antara lain: '

a. baru dikembangkan dan/atau sulit dikembangkan dimana
asetnya banyak dimiliki pemerintah;

b. dapat memberi dampak positif terhadap pengembangan ekonomi
wilayah atau kepentingan umum; dan/atau

c. dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan
prioritas pembangunan RTR.

Pasal 174 . ..
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174

Urun saham dilakukan untuk memperkuat atau meningkatkan
modal dan/atau saham kegiatan Pemanfaatan Ruang yang perlu
didorong perwujudannya, meningkatkan peran Masyarakat serta
menciptakan rasa memiliki Masyarakat terhadap guna lahan
tertentu, dan mencegah alih fungsi lahan pada kawasan tertentu
yvang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya.

Urun saham dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan
Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi
Kkriteria antara lain:

a. kurang kberkembang; dan/atau

b. memiliki peluang berkembang dan mampu me¢ndorong
perwujudan kawasan di sekitarnya.

175

Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
diberikan untuk Pemanfaatan Ruang baik Pemanfaatan Ruang di
darat maupun Pemanfaatan Ruang di Laut.

Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemeanfaatan Ruang
dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

176

Penyediaan prasarana dan sarana dilakukan untuk memberihan
daya tarik berupa kelengkapan prasarana dan sarana untuk
mempercepat perwujudan kawasan, penguatan Struktur Ruang
dalam mendorong perwujudan kawasan sesuai dengan RTR, dan
memberikan efek berganda pada percepatan pembangunan daerah.

Jenis prasarana dan sarana dapat berupa:

a. sistenr jaringan prasarana;

b. fasilitas umum; dan/atau

c. fasilitas sosial.

Jenis prasarana dan sarana paling sedikit mempertimbangkan:
a. jenis kegiéltan; .

b. jenis prasarana atau sarana yang dibutuhkan;

c. keberdayagunaan . . .
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c. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
d. ketersediaan sumber daya.

Peniyediaan prasarana dan sarana dapat diberikan pada peiaku
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan
kawasan yang memenuhi Kriteria:

a. kurang berkembang akibat keterbatasan prasarana dan sarana;
b. baru dikembangkan; dan

c. menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah.

Pasal 177
Ayat (1)
Pemberian penghargaan bertujuan untuk:
a. memotivasi Pemerintah Daerah agar memiliki Kinerja
"~ Penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dan
berkualitas;

b. memberikan bantuan finansial dan/atau nonfinansial
dalam mempertahankan dan/atau meningkatkan Kkinerja
Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan

c. mendorong Masyarakat dalam perwujudan RTR.

Penghargaan dapat berupa piagam dan/atau bentuk

penghargaan lainnya.

Pemberian penghargaan dapat disertai dengan pemberian

berupa uang dan/atau barang.

Penghargaan dapat diberikan kepada:

a. Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan
Penataan Ruang yang baik dan berkualitas; atau

b.  Masyarakat pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
memiliki nilai tambah dalam perwujudan RTR.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huiruf b ..
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Huruf b

Nilai manfaat yang dipertimbangkan dalam petaberian
penghargaan merupakan nilai manfaat bagi pemberi
penghargaan dan penerima penghargaan.

Pasal 178
Publikasi atau piomosi bertujuan untuk:
a. memperkenalkan atau mempromosikan suatu kawasan; dan
b. mendorong perwiijudan kawasan dan kegiatan prioritas daerah.

Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat diberikan publikasi
atau promosi memenuhi kriteria:

a. merupakan program pembangunan prioritas; dan/atau

b. memberikan dampak  positif dalam aspek sosfal, ekenomi,
dan/atau lingkungan.

Publikasi atau promosi dapat diberikan pada pelaku kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengeinbangan kawasan yang
memenuhi kriteria antara lain:

a. baru dikembangkan;
b. menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah; atau
c. menjaga kelestarian lingkungan.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
rasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Ayat (1)
Pajak dapat berupa pajak pusat dan/atau pajak daergh.

Pengenaan . ..
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Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi bertujuan
untuk:

a. mengurangi daya tarik dan daya saing Kkegiatan

Pemanfaatan Ruang pada lokasi tertentu yang hampir
terlampaui daya dukung dan daya tampungnya,

mengarahkan dan mengendalikan peningkatan intensitas
kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang sudah
terlalu padat; dan

mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi pada kawasan
yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang hampir atau telah
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
dilakukan dalam konteks internalisasi dampak negatif yang
mungkin ditimbulkan (eksternalitas).

Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan bertujuan untuk:

a.

b.

mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta
dampak negatif lainnya dari Pemanfaatan Ruang; dan

mencegah Kkerugian yang ditimbulkan akibat Pemanfaatan
Ruang.

Kewajiban memberil kompensasi atau imbalan dapat diberikar:
kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang
memenuhi kriteria antara lain:

a.

berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau degradasi
lingkungan serta eksternalitas negatif lainnya dari Pemanfaatan
Ruang terhadap kawasan di sekitarnya; dan/atau

menerima jasa lingkungan hidup.

Bentuk. ..
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Bentuk kompensasi atau imbalan dapat berupa:
a. uang; dan/atau
b. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang dapat berupa penyediaan
fasilitas publik.

Pasal 185
Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana bertujuan untuk:
a. mengurangi daya tarik dan daya saing kawasan tertentu;

b. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi pembangunan
pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sesuai dengan
RTR; dan

c. mengarahkan pembangunan.

Pembatasan penyediaan prasairana dan sarana dapat diberikan
kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang
memenuhi kriteria:

a. berpotensi terlampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan;

b. dilindungi atau dilestarikan; atau
c. rentan terhadap pengembangan kegiatan tertentu.

Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat diberikan pembatasan
penyediaan prasarana dan sarana memenubhi Kriteria:

a. berpotensi mengganggu kinerja kawasan;

b. berpotensi mengganggu karakteristik kawasan yang dilindungi
dan/atau dilestarikan; atau

c. berpotensi menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial,
ekonomi dan/atau lingkungan.

Jenis prasarana dan sarana dapat berupa:

a. jaringan transportasi beserta prasarana pendukungnya;
dan/atau

b. prasarana dan sarana lainnya.
Pasal 186 . . .

SK No 093767 A



ﬁaﬁf”@%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-83 -

Pasal 186
Pemberian status tertentu bertujuan untuk:

a. mengurangi daya tarik kegiatan Pemanfaatan Ruang pada
kawasan rawan bencana;

b. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan
Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; dan

c. meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Pemberian status tertentu dapat berupa:

a. penetapan dan penyebarluasan informasi kawasan rawan
bencana; dan/atau

b. penyebarluasan infrormasi kinerja Penyelenggaran Penataan
Ruang.

Bentuk status tertentuv pada kawasan rawan bencana dapat berupa
papan peringatan rawan bencana.

Pemberian status tertentu pada kawasan dengan kinerja
Pemanfaatan Ruang rendah dapat dilakukan melalui publikasi hasil
penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 187

Peraturan Menteri mengenai insentif dan disinsentif antara lain
memuat Kriteria dan tata cara pemberian insentif yang diberikan oleh
instansi sektoral.

Pasal 188

Cukup jelas.
Pasal 189

Cukup jelas.
Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191 ...
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Huruf a

Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dapat berupa Pemanfaatan Ruang yang
dilaksanakan tanpa memiliki kesesuaian kegiatan
Pemanfaatan Ruang baik di lokasi yang sesuai peruntukannya
maupun tidak sesuai peruntukannya.

Hurufb

Pasal 192

Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam
muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, antara lain
Pemanfaatan Ruang yang dilakukan dengan tidak mematuhi
ketentuan yang tercantum dalam muatan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang, seperti:

lokasi kegiatan, jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang, koefisien
dasar bangunan atau koefisien wilayah terbangun, koefisien
lantai bangunan, ketentuan tata bangunan, persyaratan
pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan/atau
ketentuan batas sempadan.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menghalangi akses” adalah
tertutupnya akses Masyarakat untuk mencapai kawasan yang
dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai
milik umum.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik
umum, antara lain pesisir pantai, sungai, danau, situ,
dan/atau sumber daya alam serta prasarana publik, sumber
air, taman dan/atau ruang terbuka hijau, fasilitas pejalan kaki,
lokasi dan/atau jalur evakuasi bencana, dan/atau jalan umum
tanpa izin pejabat yang berwenang.

Penutupan akses ini dapat mengakibatkan proses evakuasi
masyarakat dalam keadaan bencana menjadi terganggu.

Ayat (2)

SK No 087059 A
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 193

Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam
bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang,
sehingga menjadi suatu database yang dapat dijadikan
pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Hasil audit Tata Ruang memuat informasi ketidaksesuaian
antara Pemanfaatan Ruang dan RTR, baik yang terjadi
setelah penetapan peraturan tentang RTR maupun
sebelum penetapan peraturan tentang RTR.

Huruf d

Pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat
dilakukan melalui seluruh media, termasuk secara daring.

Pasal 194

Cukup jelas.
Pasal 195

Ayat (1)

Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera
kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang, sehingga pelanggar
tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak
akan mengulangi lagi perbuatannya.

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Hurufc...

SK No 093770 A



SK No 087060 A

.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

Huruf ¢

Penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang
dapat dilakukan secara paksa dengan
mempertimbangkan ketertiban umum.

Pemerintah  Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
melakukan pengawasan untuk memastikan agar kegiatan
yang dihentikan tersebut tidak beroperasi kembali
sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana
tercantum dalam surat pemberitahuan penghentian
kegiatan sementara.

Hurufd

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan
secara paksa dengan memperhatikan aspek keadilan bagi
Masyarakat, sehingga pelaksanaannya tidak
diperbolehkan mengakibatkan Masyarakat tidak dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya.

Agar dapat terlaksana dengan baik, penghentian
sementara pelayanan umum dilakukan dengan bekerja
sama dengan badan penyedia layanan umum untuk
melakukan penghentian sementara pelayanan.

Hurufe

Pemerintah  Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat
penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang
ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan Orang yang
melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban
sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan
penutupan lokasi.

Huruf f

Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
dilakukan apabila muatan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang tidak dipenuhi oleh pemegang
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Termasuk . . .
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Termasuk dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan
sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai
status Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
telah dicabut sckaligus melaksanakan penghentian
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangnya.

Huruf g

Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan prosedur
dan administrasi dalam perolehan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang, contohnya data pemohon tidak benar
dan/atau lokasi yang dimohonkan berbeda.

Termasuk dalam Kesesuaian Kegiatan Pemaniaatan Ruang
adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah
memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai
status Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
telah dibatalkan sekaligus melaksanakan penghentian
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangnya.

Huruf h

Pembongkaran bangunan dapat dilakukan terhadap
keseluruhan bangunan atau sebagian bangunan.

Pembongkaran bangunan dilakukan dengan tetap
memperhatikan aspek keselamatan bangunan,
keselamatan Masyarakat, dan kepentingan umum.

Pembongkaran bangunan dapat disertai dengan relokasi.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)

Tanda pemberitahuan pelanggaran bidang Penataan Ruang
dapat berupa stiker, papan, spanduk, dan/atau pemberitahuan
melalui media elektronik.

Stiker tanda pemberitahuan pelanggaran berisi informasi
pelanggaran bidang Penataan Ruang yang ditempel atau
dilekatkan pada objek pelanggaran.

Papan tanda pemberitahuan pelanggaran dan spanduk berisi
mformasi pelanggaran bidang Penataan Ruang yang bersifat
tetap dan dipasang pada tempat yang telah ditentukan agar
mudah terlihat oleh publik.

Papan yang digunakan sebagai tanda pemberitahuan
pelanggaran bidang Penataan Ruang biasanya dipergunakan
pada lokasi persil atau kawasan.

Media elektronik yang dapat digunakan sebagai pemberitahuan
informasi pelanggaran bidang Penataan Ruang antara lain
videotron, televisi, radio, dan lain-lain.

Ayat (3)

Upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah dapat berupa pemindahan sementara sebagian atau
seluruh barang peralatan dan/atau sarana kegiatan atau
usaha, pengosongan lahan dan bangunan kegiatan atau usaha,
dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk dengan segera
menghentikan pelanggaran demi menjaga kondisi keselamatan,
keamanan, dan ketertiban umum.

Ayat (4)

Pasal 196

Cukup jelas.

Huruf a
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Besar atau kecilnya dampak pelanggaran dipertimbangkan
antara lain dengan memperhatikan jumlah Masyarakat yang
terdampak dan/atau radius kawasan yang terkena dampak
pelanggaran tersebut.

Hurufb. ..
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Huruf b

Nilai manfaat pengenaan sanksi dipertimbangkan dengan
memperhatikan efektivitas dan efisiensi pengenaan sanksi
terhadap suatu pelanggaran.

Huruf ¢

Kerugian publik yang ditimbulkan dipertimbangkan dengan
memperhatikan nilai ekonomi suatu kawasan dan pendapatan
Masyarakat sekitar akibat pelanggaran tersebut.

Pasal 197

Dalam hal diperlukan, pengenaan sanksi administratif juga dapat
dilakukan pelaksanaan seleksi kasus, pendampingan pelaksanaan
penertiban Pemanfaatan Ruang, dan evaluasi pengenaan sanksi
administratif.

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi
merupakan kegiatan pengumpulan serta pendalaman
bahan bukti pendukung dan keterangan dari pihak terkait,
yang meliputi pengumpulan dokumen pendukung, survei
lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait guna
meminta keterangan.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd

Dalam penetapan tindakan sanksi, dapat melalui
pertimbangan Forum Penataan Ruang sesuai dengan
kewenangannya.

Huruf e

Penyelenggaraan forum sosialisasi dilakukan dengan
pelaksanaan sosialisasi kepada pihak yang diduga terlibat
dan melakukan pelanggaran bidang Penataan Ruang.

Forum sosialisasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali.

Huruff. ..

SK No 087062 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-90 -

Huruf f

Pengenaan  sanksi administratif diawali dengan
penyampaian peringatan tertulis.

Pengenaan sanksi dituangkan dalam berita acara.

Pasal 198

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah
pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota untuk menjalankan tugas dan
fungsi mengenakan sanksi administratif bidang Penataan
Ruang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, yang
masing-masing diterbitkan dalam rentang waktu tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) | _
Pengenaan sanksi administratif dapat dikenakan dengan cara
langsung, bertahap, dan/atau kumulatif.

Yang dimaksud dengan pengenaan sanksi secara “langsung’
adalah pengenaan sanksi yang menunjuk salah satu atau
beberapa sanksi secara langsung setelah peringatan tertulis.

Yang ditaaksud dengan pengenaan sanksi secara “bertahap”
adalah pengenaan sanksi yang diberikan secara bertahap dari
sanksi ringan ke sanksi berat.

Yang dimaksud dengan pengenaan sanksi “kumulatif” adalah
pengenaan sanksi yang diberikan dengan lebih dari satu jenis
sanksi yang dimaksudkan agar pihak pelanggar tidak
mengulangi perbuatannya.

Pasal 199
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Denda progresif merupakan denda yang dikenakan kepada
setiap pelanggaran dengan menambah besaran denda sampai

pelanggar tersebut memenuhi persyaratan yang dimuat dalam
sanksi administratif.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 200
Cukup jelas.
Pasal 201
Cukup jelas.
Pasal 202

Pemulihan fungsi Ruang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu
untuk memastikan agar Ruang tersebut dapat kembali berfungsi
sesuai RTR.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan
pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang.

Pemulihan fungsi Ruang dapat melibatkan instansi sektoral terkait,
misalnya pelibatan instansi yang membidangi sumber daya air pada
pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berada pada sempadan
sungai.

Pasal 203
Ayat (1)

Seluruh proses atau tahapan pengenaan sanksi disimpan
dalam basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.

Basis data pengenaan sanksi berisi kronologis pengenaan
sanksi, tahapan pengenaan sanksi, berita acara pengenaan
sanksi, berita acara tindakan pelaksanaan sanksi, jenis sanksi
yang dikenakan, monitoring dan evaluasi pengenaan sanksi,
penilaian efektivitas pengenaan sanksi, dan lain-lain.

Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 204
Cukup jelas.
Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 206
Cukup jelas.
Pasal 207
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Mediator diharuskan bersikap netral dan tidak membuat
keputusan atau kesimpulan bagi para pihak yang bersengketa.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 208
Cukup jelas.
Pasal 209
Cukup jelas.
Pasal 210
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . ..
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Ayat (2)

Pemantauan dilakukan qalam rangka mengamati Kkinerja
Pemerintah  Pusat atau Pemerintah Dasrah dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang dan/atau mengidentifikasi

permasalahan yang timbul akibat penyimpangan
Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Ayat (3)

Evaluasi dilakulzan dalam rangka:

a. menganalisis penyebab terjadinya permasalahan Penataan
Ruang yang timbul,

b. memperkirakan besaran dampak akibat permasalahan
yang terjadi; S :

c. menganalisis tindakan yang diperlﬁkan _ untuk
menghilangkan dan/atau mengurangi penyimpangan dan
dampak yang timbul dan akan terjadi; dan

d. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 211
Cukup jelas.
Pasal 212
Avat (1)
Huruf a

Kinerja  Pengaturan  Penataan Ruang  meliputi
ketersediaan produk legal norma, standar, prosedur,
dan kriteria bidang Penataan Ruang. Apabila produk
Jegal belum tersedia, dilakukan penilaian terhadap
proses penyusunan dan/atau legalisasi norma, standar,
prosedur, dan kriteria bidang Penataan Ruang.

Kinerja  Pembinaan Penataan Ruang  meliputi
pelaksanaan dan/atau penyusunan bentuk-bentuk
Pembinaan Penataan Ruang.

Kinerja . . .
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Kinerja Pelaksanaan Penataan Ruang meliputi:

a. Perencanaan Tata Ruang meliputi proses
penyusunan sampai dengan terbitnya persetujuan
substansi (kelengkapan muatan dan prosedur);

b. Pemanfaatan Ruang meliputi program perwujudan
pemanfaatan tanah dan ruang (sesuai dengan
indikasi program); dan

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang  meliputi
penyusunan dan/atau penerapan ketentuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, insentif
dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.

Huruf b

Fungsi Penyelenggaraan Penataan Ruang efektif

meliputi:

a. RTR efektif apabila substansi RTR sudah tersedia,
telah dilegalkan, dan sudah dilakukan pembinaan;

b. Pemenfaatan Ruang efektif ap=bila Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau
sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sudah
tersedia, telah- dilegalkan, dan sudah dilakukan
pembinaan; atau '

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang efektif apabila

ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sudah
tersedia, telah dilegalkan dan sudah dilakukan
pembinaan.

Manfaat Penyelenggaraan Penaiaan Ruarg dinilai efektif
dan efisien apabila terjadi keterpaduan atau integrasi
antarfungsi Perencanaan Tata Ruahg yang efektif,
dengan fungsi Pemanfaatan Ruang yang efektif dan
dengan fungsi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang
efektif.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
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Pasal 213

Cukup jelas.
Pasal 214

Cukup jelas.
Pasal 215

Yang dimaksud dengan “standar teknis Penataan Ruang Kawasan”
adalah standar sektor yang dalam penerapannya memperhatikan
aspek kawasan/kewilayahan.

Sebagai contoh:

a. sempadan danau yang ditetapkan pada standar sektor dengan
jarak 50 (lima puluh) meter, perlu mempertimbangkan aspek
kawasan/kewilayahan, misalnya lokasi sempadan pada dataran
yang landai atau curam;

b. pada kawasan industri terdapat ketentuan sektor industri,
sektor lingkungan hidup, sektor air bersih, sektor jalan, dan
sebagainya.

Pasal 216

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (S5)

Sanksi yang dikenakan terhadap Pemerintah Daerah provinsi
yang tidak melakukan Pengawasan Penataan Ruang antara lain
berupa teguran.

Pasal 217 . ..
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Pasal 217
Ayat (1)

Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang dapat lebih efektif
dan optimal dengan adanya inspektur pembangunan sebagai
petugas khusus yang memiliki tugas/kewenangan
melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 218
Cukup jelas.
Pasal 219
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Sarana penyampaian laporan dan/atau pengaduan meliputi
antara lain kotak pos, situs (website), layanan pesan singkat,
surat elektronik, media sosial, dan lain-lain.

Pasal 220 . ..
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Ayat (1)

Kondisi khusus merupakan permasalahan yang muncul dari
hasil penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang
bersifat ekstrem dari hasil rata-rata dan/atau menjadi prioritas
untuk segera ditindaklanjuti.

Kondisi khusus dapat berupa pcrmasalahan yang berdampak
besar, menjadi perhatian publik, bersifat strategis nasional, dan
lain-lain.

Ayat (2)

Pasal 221

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Ayat (1)
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Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang bertujuan untuk
mewujudkan keterpaduan baik dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang pada semua tingkat pemerintahan maupun
antartingkat pemerintahan.

Keterpaduan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
merupakan integrasi dalam perencanaan, sinkronisasi dalam
pemrograman, dan koordinasi dalam pelaksanaan.

Ayat (2) . .
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Ayat (2)

Koordinasi dalam satu wilayah administrasi merupakan
koordinasi antarinstansi dalam masing-masing wilayah
administrasi.

Koordinasi  antardaerah  merupakan  koordinasi yang
dilaksanakan oleh lebih dari satu daerah provinsi atau
kabupaten/kota.

Koordinasi antartingkatan pemerintahan merupakan koordinasi
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antara
Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

Ayat (3)

Fungsi  koordinasi  Penyelenggaraan Penataan  Ruang
dilaksanakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan
Penyelenggaraan Penataan Ruang antara lain konflik dalam
Pemanfaatan Ruang, konflik kewenangan, dan penanganan
bencana skala nasional yang berimplikasi pada proses
Penataan Ruang.

Fungsi  koordinasi Penyelenggaraan Penataan  Ruang
dilaksanakan antara lain melalui berbagai forum dan rapat
koordinasi.

Ayat (4)

Pasal 228

Cukup jelas.

Ayat (1)

Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman
bidang Penataan Ruang bertujuan untuk memberikan
pemahaman kepada Pemangku Kepentingan tentang substansi
pengaturan bidang Penataan Ruang.

Ayat (2)
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Sosialisasi melalui media elektronik antara lain penyiaran di
media radio dan/atau televisi, rubrik tanya jawab melalui
media internet, video, audio, multimedia, konten daring, dan
sebagainya.

Pasal 229

Bimbingan, supervisi, dan konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang
antara lain dilakukan dalam rangka proses persetujuan substansi
rancangan peraturan daerah tentang RTR.

Pasal 230
Ayat (1)

Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku sumber daya
manusia dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan melalui metode
E-Learning. E-Learning merupakan proses belajar mengajar
yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang
dapat diakses kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja
sesuai dengan kelompok targetnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Hasil evaluasi dimanfaatken untuk meningkatkan
kinerja penyelenggaraan pend.dikan dan pelatihan di
bidang Penataan Ruang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 231 ...
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Ayat (1)
Penelitian, kajian, dan pengembangan dilaksanakan uleh
lembaga penelitian dan Masyarakat.
Penelitian, kajian, dan pengembangan bertujuen untuk
menemukan  sclusi serta  mengantisipasi  kebutuhan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang
Penataan Ruang.
Penelitian, kajian, dan pengembangan dilakukan antara lain
melalui eksperimen, studi kasus, dan pengkajian teknologi
bidang Penataan Ruang.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Pasal 232
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penyediaan basis data dan informasi dilakukan melalui
pengumpulan, penyimpanan, penganalisaan, pengolahan, dan
penyajian data serta informasi bidang Pcnataan Ruang.
Pasal 233
Ayat (1)
Penyebarluasan informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat
merupakan pelaksanaan dari prinsip keterbukaan informasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 234
Cukup jelas.
Pasal 235
Cukup jelas.
Pasal 236
Cukup jelas.

Pasal 237 ...
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Pasal 237

Cukup jelas.
Pasal 238

Cukup jelas.
Pasal 239

Cukup jelas.
Pasal 240

Cukup jelas.
Pasal 241

Cukup jelas.
Pasal 242

Ayat (1)

Pertimbangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah
kepada Menteri memuat informasi terkait jenis kegiatan usaha
yang dibatasi, lokasi kegiatan usaha dimaksud, serta
pertimbangan teknis dan sosial yang menjadi dasar
pertimbangan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Kerawanan sosial dimaksud dapat berupa, antara lain,
gangguan keamanan dan  ancaman terhadap
kelangsungan kegiatan perekonomian lckal.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 243 . ..
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Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Yang dimaksud dengan kegiatan dan/atau ketentuan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang yang masih dalam proses teknis dan/atau
proses legalisasi antara lain pengendalian kawasan sekitar situ,
danau, embung, waduk, dan sumber air lainnys, dan kawasan
sekitar proyek strategis nasional.

Kegiatan dan/atau ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
yang masih dalam proses teknis dan/atau proses legalisasi
ditindaklanjuti sesuai ketentuan penyusunan dan penetapan RDTR.

Yang dimaksud kegiatan dan/atau ketentuan penertiban
Pemanfaatan Ruang yang masih dalam proses teknis dan/atau
proses legalisasi antara lzin audit Tata Ruang, pengenaan sanksi
administratif, pengawasan pengamatan penelitian pemeriksaan
(wasmalitrik), dan penyidikan. '

Kegiatan dan/atau ketentuan penertiban Pemanfaatan Ruang yang
masih dalam proses teknis dan/atau proses legalisasi ditindaklanjuti
sesuai ketentuan pengenaan sanksi.

Pasal 251

Cukup jelas.
Pasal 252 . ..
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Pasal 252

Cukup jelas.
Pasal 253

Cukup jelas.
Pasal 254

Cukup jelas.
Pasal 255

Cukup jelas
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